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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkanب Ba B Be
ت Ta T Te
ث s\a s\ es (dengan titik di atas)
ج Jim J Je
ح h}a h} ha (dengan titik di bawah)
خ Kha Kh ka dan ha
د Dal D De
ذ z\al z\ zet (dengan titik di atas)
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy es dan ye
ص s}ad s} es (dengan titik di bawah)
ض d}ad d} de (dengan titik di bawah)
ط t}a t} te (dengan titik di bawah)
ظ z}a z} zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
ـﻫ Ha H Ha
ء Hamzah ’ Apostrof
ى Ya Y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
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apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Contoh:
 َﻒـْﻴـَﻛ : kaifa
 َل ْﻮـَﻫ : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Nama Huruf Latin NamaTanda
fath}ah a a َا
kasrah i i ِا
d}ammah u u ُا
Nama Huruf Latin NamaTanda
fath}ah dan ya>’ ai a dan i َْﻰـ




 َتَﺎـﻣ : ma>ta
ﻰـَﻣَر : rama >
 َﻞـْﻴِـﻗ : qi>la
 ُتُْﻮـﻤَـﻳ : yamu>tu
4. Ta>’ marbu>t}ah
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup
atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
 ِلﺎَﻔْﻃَﻷا  ُﺔـَﺿْوَر : raud}ah al-at}fa>l
ﺔَﻠــِﺿَﺎـﻔْـَﻟا  ُﺔَـﻨْـﻳِﺪـَﻤْـَﻟا ُ◌ : al-madi>nah al-fa>d}ilah
ﺔــَﻤـْﻜـِﺤْـَﻟا ُ◌ : al-h}ikmah
5. Syaddah (Tasydi>d)
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydi>d ( ّــ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan










a dan garis di atas
kasrahdan ya>’ i> i dan garis di atas





 َﺎﻨَـّـﺑَر : rabbana >
 َﺎﻨــَْﻴـّﺠَـﻧ : najjaina >
 ّﻖـَﺤْــَﻟا ُ◌ : al-h}aqq
 َﻢِــّﻌُـﻧ : nu“ima
 ﱞوُﺪـَﻋ : ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
( ّﻰِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>.
Contoh:
 ﱞﻰِـﻠـَﻋ : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 ﱡﻰِــﺑَﺮـَﻋ : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا(alif
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-
datar (-).
Contoh:
 ُﺲـْﻤـﱠﺸَﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
ﺔَــَﻟﺰْــﻟﱠﺰَﻟا ُ◌ : al-zalzalah (az-zalzalah)
ﺔَﻔـَﺴْﻠـَﻔْــَﻟا ُ◌ : al-falsafah




Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:
 َنْوُﺮـُﻣَْﺄـﺗ : ta’muru>na
 ُعْﻮـﱠﻨــَﻟا : al-nau‘
 ٌءْﻲـَﺷ : syai’un
 ُتْﺮـُِﻣأ : umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,
kata al-Qur’an(dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-
terasi secara utuh. Contoh:
Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n
9. Lafz} al-Jala>lah (ﷲا)
Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau





 ِﷲا ُْﻦـﻳِد di>nulla>h  ِﷲِﺎﺑ billa>h
Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
 ُﻫـ ِْﰲ ْﻢ ِﷲا ِﺔَﻤْـــﺣَر hum fi> rah}matilla>h
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh
kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat,
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:
Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l
Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan





Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan
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Abu>(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.
Contoh:
B.Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-sala>m
H = Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4
Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)
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Nama : Samsidar Jamaluddin
NIM     : 80100212113
Judul    : Peranan Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan di
Pengadilan Agama Maros, Pangkep dan Barru
Tesis ini berjudul “Peranan ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara
kewarisan di Pengadilan Agama Maros, Pangkep dan Barru”. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui: (1) Gambaran Eksistensi ijtihad hakim dalam penyelesaian
perkara kewarisan di Pengadilan Agama Maros, Pangkep dan Barru; (2) Eksistensi
ijtihad hakim Pengadilan Agama Maros, Pangkep dan Barru dalam menyelesaikan
perkara kewarisan; (3)Implikasi hukum bagi hakim dalam menyelesaikan perkara
kewarisan di Pengadilan Agama Maros, Pangkep dan Barru
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena penelitian ini
menggambarkan apa adanya sesuai apa yang terjadi di lapangan/lokasi penelitian
dan untuk eksplorasi dan klarifikasi dan memotret situasisebenarnya yang akan
diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.Pendekatan yang digunakan pada
penelitian ini yaitu pendekatan teologis normatif, pendekatan yudikatif,dan
pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data
primer yaitu ketua Pengadilan Agama,wakil ketua, Wasek dan Kasubag Umum
Pengadilan Agama, hakim dan sumber data sekunder yaitu dalam bentuk dokumen
seperti data-data dan dokumentasi penting tentang kegiatan para hakim dan pegawai
Pengadilan Agama di Kota Maros, Pangkep dan Barru. Metode pengumpulan data
yang digunakan adalah observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi. Teknik
pengolahan dan Analisis data dilakukan mulai dari data reduction (reduksi data),
data display (penyajian data) dan conclusion drawing/verification penarikan
kesimpulan. Teknik Pengecekan keabsahan data di lapangan digunakan triangulasi
yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Gambaran Eksistensi ijtihad hakim
dalam penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan Agama Maros, Pangkep dan
Barru yakni bagaimana hakim menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara,
melaksanakan tugas dan tanggung jawab. (2)Eksistensi ijtihad hakim Pengadilan
Agama dalam penyelesaian perkara seperti memerika perkara, memutuskan perkara
dan menyelesaikan tugas serta tanggung jawabmereka dan baik, pembagian kerja
berdasarkan profesional, mematuhi aturan dalam majelis, kedisiplinan, semangat
kerja dan keikhlasan dalam bekerja, peranan hakim ini dapat dilihat bagaimana
hakim melaksanakan tugasnya dalam satu majelis yang telah dibentuk oleh Ketua
Pengadilan Agama.(3) Implikasi hukum bagi hakim dalam penyelesaian perkara
kewarisan di Pengadilan Agama Maros, memperlihatkan bahwa ketidak setujuan
penggugat terkadang dibuktikan dengan meneruskan sengketa mereka ke jengjang
yang lebih tinggi. Mengadakan banding di Pengadilan Tinggi Agama Makassar,
Pengadilan Agama Pangkep ada hakim yang mengalami amukan massa ketika
meninjau lokasi sengketa yang di ajukan Penggugat tentang ke-validan gugatan,
selanjutnya di Pengadilan Agama Barru, ada perkara yang sampai ke tingkat kasasi
karena tak puas dengan putusan hakim di Pengadilan tingkat pertama dan bahkan
telah di putuskan di Pengadilan Tingga Agama Makassar, mereka pun tak puas dan
meneruskannya ke tahap kasasi di jakarta. Hal itu menunjukkan bahwa bermacam-
macam implikasi hukum yang di terima para hakim dalam satu majelis ketika
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menetapakn suatu putusan. Dan semuanya harus di terima, sekalipun dipahami
bersama bahwa keputusan hakim tak boleh diganggu gugat dan selalu berdasarkan
dengan kekuatan hukum.
Implikasi dari penelitian ini adalah: (1) Sebagai orang yang paling
bertanggungjawab terhadap kebijakan Pengadilan Agama, komitmen penerapan
peraturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama harus selalu disosialisasikan, (2)
Diharapkan perekrutan calon hakim setiap tahun dapat dilaksankan dengan melihat
calon hakim yang potensial, menguasai bahasa arab/inggris, menguasai metode
ijtihad serta kitab turas sehingga dapat terus berusaha menjadi hakim yang
mengutamakan kemashlahatan. Kemudian sebagai hakim yang profesional harus
selalu mematuhi ketentuan majelisnya dalam segala unsur sehingga dapat terlaksana
tugas-tugas mereka dengan baik. diharapkan hakim mempunyai kepribadian yang
sesuai dengan kode etik hakim yang telah ditetapkan Undang-Undang sehingga
dapat terwujudnya kepribadian yang baik lagi mulia, (3) Diharapkan kepada hakim
untuk lebih taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku di Pengadilan. Sehingga
nantinya dapat mendukung pelaksanaan proses pembuatan putusan di Pengadilan




A. Latar Belakang Masalah
Peradilan (al-qada>) telah dikenal sebelum datangnya Islam dan terus menerus
dipraktikkan setelah Islam berada ditengah-tengah manusia, Nabi saw., menjadi
hakim pertama dalam Islam, dan kitab pedoman yang dipakai dalam memutuskan
suatu perkara adalah al-Qur’an Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisa/4:105.
 ٓ ِ إ َ ۡ َ ِ إ ٓ َ ۡ َ َأٱ َ ٰ َ ِ ۡ ِ ِّ َ ۡ َ ۡ َ  َ ُ ۡ َ ِٱ ِس َ ٰ ََرأ ٓ َ ِٱ ۚ ُُ َ  َ َو
ٗ ِ َ  َ ِ ِ ٓ َ ۡ ِ ّ
Terjemahnya:
Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa
kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah
Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang
yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat1
Semasa Rasulullah saw., masih hidup permasalahan tasyri>’ selalu
dikembalikan pada Nabi sebagai marja’ al-wahi>d (tempat kembali satu-satunya)
dalam menetapkan hukum.
Rasulullah pun banyak menjelaskan tentang memutuskan perkara, di
antaranya hadis Rasul yang melarang para hakim memutuskan perkara ketika dalam
keadaan marah:
1Departemen Agama RI, al-Qur’a>n Terjemahnya (Jakarta Timur: C.V. Pustaka Al-Kautsar,
2009), h. 95.
1
2 :ٍضَﺎﻗ َﻮُﻫَو َةَﺮْﻜَﺑ ِﰊَأ ِﻦْﺑ ِﻪﱠﻠﻟا ِﺪْﻴَـﺒُﻋ َﱃِإ ِﰊَأ َﺐَﺘَﻛ :َلَﺎﻗ ،َةَﺮْﻜَﺑ ِﰊَأ ِﻦْﺑ ِﻦَْﲪﱠﺮﻟا ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ
 َﻓ ،ُنﺎَﺒْﻀَﻏ َﺖَْﻧأَو ِْﲔَـﻨْـﺛا َْﲔَـﺑ ْﻢُﻜَْﲢ َﻻ ْنَأ ُلﻮُﻘَـﻳ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا َلﻮُﺳَر ُﺖْﻌَِﲰ ﱢﱐِﺈ
» ُنﺎَﺒْﻀَﻏ َﻮُﻫَو ِْﲔَـﻨْـﺛا َْﲔَـﺑ ُﻢِﻛَﺎﳊا ُﻢُﻜَْﳛ َﻻ« ﻖﻔﺘﻣ)ﻪﻴﻠﻋ(2
Artinya:
Dari Abdi al-Rahma>n Abi> Bakrah berkata: bapakku telah menulis kepada
Ubaidillah ibn Abi> Bakrah dan dia seorang hakim : untuk tidak memutuskan
perkara diantara dua orang sementara dalam keadaan marah, lalu aku
mendengar Rasulullah SAW. bersabda: Janganlah salah seorang diantara kalian
memutuskan perkara diantara dua orang berselisih sedang kamu dalam
keadaan marah.
Selain perintah dalam al-Qur’an maupun hadis, terdapat pula praktik Nabi
ketika mengirim sahabat ke beberapa daerah untuk menjadi qa>di >, seperti yang
dilakukan Nabi kepada Mua>z bin Jabal dan Ali> bin Abi> Thälib yang keduanya diutus
ke Yaman.
Ketika Nabi saw., berada di tengah-tengah masyarakat Madinah, dilihat dari
konsep ketatanegaraan modern, Nabi telah menggabungkan ketiga institusi trias
politica yaitu kekuasaan legislatif (Sultah tasyri>’iyah), kekuasaan eksekutif (sultah
tanfi>ziyah) dan kekuasaan yudikatif (sultah qada>iyah) sekaligus.
Adapun kekuasaan yudikatif Rasulullah diperlukan dalam kerangka
penegakan keadilan dan pemeliharaan hak-hak masyarakat waktu itu yang terkadang
mengalami perselisihan atau persengketaan antar pemiliknya. Sementara itu, Piagam
Madinah (Al-Mi>tsa>q al-Madi>nah) sebagai undang-undang tertulis yang disusun tidak
lama setelah sampainya Rasulullah di Madinah, memiliki muatan-muatan yang
mengatur hubungan sosial-politik masyarakat baru di kota tersebut.
2Muhammad Bin Ismai> Abu Abdulla>h al-Bukhari> al-Ja’fi >, Al-Ja>mi’ Al-Musna>d Al-Mukhtas}ar
(Cet. I; Da>r el-Thu>q el-Naja>h, 1422H), h. 65.
3Teks piagam tersebut diutarakan bahwa masing-masing orang mukmin
bertanggungjawab atas kejahatan yang terjadi disekitarnya meskipun hal itu
dilakukan oleh anaknya sendiri. Adapun jika terjadi perselisihan dan persengketaan
maka otoritas legislasi dan yurisdiksi berada di tangan Allah dan Rasul-Nya,
sebagaimana juga dikatakan dalam teks piagam tersebut.
Otoritas yurisdiksi yang hanya dimiliki Rasulullah ini dengan sangat tegas
juga ditekankan oleh al-Qur’an sebagaimana dalam QS al-Nisa/4: 65.
 َ َ ۡ ِ ِ ُ َ أ ٓ ِ  ْ او ُ ِ َ  َ ُ  ۡ ُ َ ۡ َ  َ َ َ َ ِ  َك ُ ِ ّ َ ُ  ٰ َ  َن ُ ِ ۡ ُ  َ  َ ِ ّ َرَو
ٗ ِ ۡ َ  ْا ُ ِ ّ َ ُ َو َ ۡ َ َ ِ ّ ٗ َ َ
Terjemahnya:
Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka
menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemu-
dian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap
putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.3
Nabi saw., pernah menunjuk beberapa orang sahabatnya untuk menyelesaikan
kasus-kasus persengketaan tertentu dan keberadaan Nabi telah cukup sebagai
pembimbing dan pengarah bagi masyarakat sekelilingnya, agar tetap hidup dalam
batas-batas yang ditentukan syari’at. Dapat dimengerti bahwa setelah beliau wafat,
masyarakat Islam membutuhkan penggantinya dalam kedudukan pembimbing,
pembina, dan pemutus perkara masalah-masalah syariat itu.
Khalifah al-Khulafa>al-Ra>syidi>n di masa pemerintahannya mengangkat qa>di>
di setiap kota. Salah satu contoh yang membuktikan bahwa sahabat telah mengirim
para qa>di> ke daerah untuk bertindak memutuskan perkara diantara orang yang
bersengketa adalah adanya risa>lah al-qada >khalifah kedua, Umar bin Khatta>b yang
3Departemen Agama RI, al-Qur’a>n Terjemahnya, h. 88.
4terkenal kepada Abu Mu>sa> al-Asy’a>ri>, yang saat itu menjabat qa>di > di Kufah,
menyatakan: “Bahwa sesungguhnya qada > (pengadilan) itu wajib hukumnya
(fari>d}atun muh}akkamah), dan sunah (tradisi) yang harus diikuti.”4
Pikiran-pikiran Umar bin Khatta>b tentang dasar-dasar pengadilan seperti
yang tercantum dalam suratnya kepada Abu> Mu>sa al-Asy’a>ri> itu belasan abad lebih
dulu dari pikiran-pikiran yang serupa dan diterapkan di Eropa Barat, khususnya di
Inggris yang kemudian menjadi panutan bagi pengadilan-pengadilan di negara-
negara hukum modern, yaitu: “Pengadilan yang mandiri merupakan condition
singqua non bagi suatu negara hukum.” Di awal perjuangan Orde Baru, juga
ditegaskan kembali tuntutan UUD 1945 tentang keharusan adanya suatu pengadilan
yang mandiri seperti dapat kita lihat dalam “pernyataan tentang keadilan dan
kebenaran” yang disiarkan Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Indonesia bersama dengan
Pimpinan Pusat Persatuan Sarjana Hukum Indonesia.5
Sejarah peradilan agama di Indonesia tidak terlepas dari perjalanan dan
perkembangan hukum Islam, berbagai perubahan peristiwa yang sudah berjalan
berpuluh-puluh tahun lamanya, sejak Islam masuk ke Indonesia. pada awal
timbulnya pengadilan agama mulai dari tah}ki>m lalu al-h}ilal wal aqdi kemudian
delegation of outority dari Sultan atau Raja. Dalam sistem kerajaan Islam di
Indonesia, peradilan agama sebagai bentuk atau alat pelaksana hukum Islam berdiri
sejak bersamaan berdirinya kerajaan Islam di seluruh Indonesia, namun nama
pengadilan agama satu sama lain dalam sistem kerajaan Islam di Indonesia berbeda,
4Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan
Prospeknya (Cet.I;  Gema Insani Press, Shafar 1417 H-Juli 1996 M), h.132.
5Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan
Prospeknya, h.132.
5seperti jawa disebut Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi, di Kalimantan
Selatan Kerapatan Kadi dan Kerapatan kadi Besar dan di Sumatera, Sumbawa
Ternate dan lain-lain umumnya disebut Mahkamah Syar’iah.6
Peradilan Agama pada tahun 1882 disebut “Raad Agama”, kemudian
dikukuhkan oleh pemerintah Hindia Belanda menjadi “Priesterraad” dengan
keputusan Raja Belanda (KB) No. 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam S.
1882 No. 152. Berdasarkan Keputusan Raja Belanda ini, dibentuklah Peradilan
Agama di Jawa dan Madura (berpaling betreffende de priesteraaden of java en
Madura) yang dinamakan “Priesteraad”. Para ahli Hukum Islam di Indonesia
berpandangan, istilah priesterraad tidaklah tepat karena Islam tidak mengenal
Peradilan Paderi atau Peradilan Pendeta. Pada tahun 1937, melalui S. 1937 No. 638,
dibentuk Raad Agama yang mengatur Kerapatan Qadli dan Kerapatan Qadli Besar
untuk sebagian Kalimantan selatan dibentuk berdasarkan peratutan pemerintah No.
45 tahun 1957 tentang pengadilan Agama dan Mahkamah Syari’ah.7 Raad agama
dalam masa kemerdekaan Indonesia disebut Peradilan Agama. Secara resmi, istilah
ini disebut dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang
Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan Peradilan Agama sampai
waktu ini dirasakan perlu sebagai peradilan keluarga bagi umat Islam.
UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama dapat mengakhiri keanekara-
gaman Peradilan Agama sebagai akibat politik hukum pemerintah kolonial,
sekaligus memantapkan wawasan nusantara di bidang hukum, khususnya bidang
6Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Bahan ajar diklat II Calon Hakim
Peradilan Agama (Megamendung Bogor: 24 september s.d 28 November 2012).
7Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Gema
Insani Press, 1996), h. 281.
6peradilan, serta melestarikan dan memantapkan kehendak sejarah Peradilan Agama
di Indonesia. Jika kedudukan hukum Islam kuat, maka secara konstitusional pilar
peradilan agama pun menjadi kuat, dan masyarakat Islam Indonesia dapat berper-
adilan melalui lembaga ini sebagai lembaga peradilan keluarga untuk masa kini dan
mendatang.
Prospek peradilan agama semakin baik terutama setelah Kompilasi Hukum
Islam tersusun, yang dapat membantu tercapainya kesatuan dan kepastian hukum di
kalangan masyarakat, khususnya yang menyangkut hukum perkawinan, kewarisan
dan perwakafan. Kompilasi Hukum Islam akan menjadi acuan bagi para hakim
Peradilan Agama. Sebagai acuan, kedudukan kompilasi ini telah diresmikan dengan
Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam
yang ditindaklanjuti dengan keluarnya keputusan Menteri Agama No 154/1991
tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
tanggal 10 Juni 1991. Dengan demikian, pada masa datang Peradilan Agama akan
menjadi salah satu lembaga Peradilan di Indonesia yang dapat melayani kebutuhan
amasyarakat Islam Indonesia untuk mendapatkan keadilan yang dapat
dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt.8
Mengenai sejarah singkat peradilan agama dari masa Rasul hingga saat
sekarang yang tak kalah pentingnya dalam hal kesuksesan peradilan dan tercapainya
keadilan di masyarakat adalah kehadiran para hakim yang profesional dan
berkompeten dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sejak di zaman Rasul
syarat hakim dan peranannya telah ditentukan hingga saat ini, hakim sebagai
8Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, h. 220-221.
7penegak hukum harus mempunyai kapabilitas yang memadai di bidangnya, sebab
kekuasaan peradilan agama dari masa kemasa pun semakin bertambah.
Al-Ha>fiz Ibnu Hajar,dalam kitabnya Fathul Ba>ri > menulis bahwa Abu A>li al-
Kara>bisi>, murid Imam Syafi’i> dalam Kitabnya al- A>dabil al-Qada>i’ berkata, “Aku
tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara para ulama’ bahwa orang
yang paling berhak memutuskan perkara di antara orang-orang muslim ialah orang
yang tampak jelas kelebihannya, kejujurannya, keilmuannya, kewara’annya, rajin
mengaji al-Qur’an, mengerti sebagian besar hukum-hukum yang terkandung di
dalamnya, memahami sunah-sunah Rasulullah saw., dan hafal sebagian besar sunah
Nabi demikian pula mayoritas perkataan sahabat. Mengetahui ijma’ dan perbedaan
serta pendapat fuqaha’ dari kalangan tabi’in, mengetahui hadis yang sahih dari yang
lemah, mengetahui al-Qur’an dalam permasalahan-permasalahan yang ada. Jika
tidak ada maka dalam sunah-sunah Nabi saw., jika tidak ada, maka meneladani
amalan yang sudah disepakati para sahabat, jika ternyata mereka berlainan pendapat,
maka mencari yang paling mirip dengan ketentuan al-Quran dan sunah Rasul,
kemudian memperhatikan fatwa para sahabat senior lantas diamalkannya, seringkali
melakukan diskusi dengan para ahli ilmu, mengadakan musyawarah dengan mereka
dengan tetap memperhatikan keutamaan dan sikap wara’, mampu menjaga lisan dan
perut serta kemaluannya, dan mampu memahami pernyataan lawan. Kemudian
hendaknya ia orang cerdas dan tidak memperhatikan tuntutan hawa nafsu.9
Demikianlah, meski kami mengetahui bahwasanya tiada seorang pun di
permukaan bumi yang memiliki seluruh sifat-sifat dan kriteria di atas, namun
9Muhammad Bin Ismai>l Abu Abdulla>h al-Bukha>ri> al-Ja’fi >, Al-Ja>mi’ Al-Musnad Al-
Mukhtashar, h.146.
8merupakan suatu kewajiban (atas penguasa) agar memilih calon hakim dari setiap
zaman yang terbaik dan yang paling utama di antara seluruh rakyat.10
Syarat untuk menjadi hakim di Indonesia adalah warga negara Indonesia,
beragama Islam, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,setia kepada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sarjana syari’ah,
sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, lulus
pendidikan hakim, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan
kewajiban, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, berusia paling rendah
25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun dan tidak pernah
dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.11
Risa>latul Qada>’ Umar dapat dijadikan pedoman bagi para hakim di Indonesia
dalam soal etika sebagai seorang hakim (al-qa>di>) baik di dalam ruang sidang ketika
sedang memimpin sidang maupun di luar forum persidangan, bagaimana hakim
melaksanakan peranannya sebagai penegak keadilan sangat ditentukan oleh sifat dan
karakter pribadi hakim tersebut, peranan Ijtihad para hakim dalam penyelesaian
perkara telah mengalami perobahan yang signifikan dari masa ke masa baik sebelum
terbitnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun setelah terbitnya Kompilasi
Hukum Islam,dan yang membedakan peranan tersebut di antaranya kitab pedoman
yang di pakai dalam penyelesaian perkara pada kedua periode ini, telah mengalami
perubahan, sebelum terbitnya Kompilasi Hukum Islam para hakim peradilan Agama
10Muhammad Bin Ismai>l Abu Abdulla>h al-Bukha>ri> al-Ja’fi >, Al-Ja>mi’ Al-Musnad Al-
Mukhtashar, h.146.
11Lihat UU RI No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama pasal 13.
9merujuk kepada 13 kitab fikih klasik sebagai kitab pedoman dalam memutuskan
perkara.12 Sekalipun perkaranya sama namun karena perbedaan kitab pedoman yang
dipakai oleh para hakim ,maka akan menghasilkan putusan yang berbeda, selain itu
sebelum terbitnya KHI jika terjadi perkara bagi penganut Sy>afi’i> lalu  penyelesaian
perkaranya menurut mazhab Ma>liki> maka itu tak dapat diterima oleh penganut
sya>fi’i>13.
Dengan alasan inilah para ulama di seluruh Indonesia bersepakat untuk
menerbitkan suatu aturan tertulis, sebagai pedoman sementara yang dapat dijadikan
rujukan bagi para hakim di peradilan agama dalam memutuskan suatu perkara.
Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 mengatur tentang perwakafan,
perkawinan dan kewarisan, dengan demikian para hakim dalam memutuskan perkara
di samping mempedomani buku KHI tersebut dan Undang-undang perkawinan 1974
serta hukum materil dan formil lainnya kemudian di intruksikan bahwa harus ada
keseragaman putusan di semua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.
Pengadilan Agama Maros, Pangkep dan Barru tempat dilakukannya
penelitian tentang Peranan Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan
untuk mengetahui secara detail peranan ijtihad hakim sekarang ini, pengambilan
putusan hakim tentang kewarisan setelah terbitnya Kompilasi Hukum Islam, serta
dalam pembuatan putusannya apa benar telah mengambil kitab Kompilasi Hukum
12Lihat buku Kompilasi Hukum Islam, h. 128 (Departemen Agama RI DIRJEN Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam Tahun1999/2000).
13Hj. St. Aminah Fathuddin, hakim senior dan H.Ali Rasyidi Muhammad, Lc Hakim Yunior,
Hakim Pengadilan Agama Pangkep, Wawancara, Pangkep, 3 November 2013.
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Islam sebagai satu-satunya rujukan dalam pengambilan keputusan dan bukan lagi
rujukan alternatif.
Berangkat dari fenomena tersebut, maka peneliti tesis ini berusaha
mengetahuifaktor apa yang menyebabkan adanya perbedaan peranan ijtihad hakim
dalam penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan Agama Maros, Pangkep dan
Barru  setelah terbitnya Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan masalah
kewarisan khususnya di tahun 2013.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dikemukakan beberapa hal
yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Eksistensi Ijtiha>d hakim dalam penyelesaian perkara kewarisan di
Pengadilan Agama Maros, Pangkep dan Barru?
2. Bagaimana Implikasi Hukum bagi Hakim dalam Penyelesaian perkara
kewarisan di Pengadilan Agama Maros, Pangkep dan Barru ?
C. Definisi Operasional dan Fokus Penelitian
1. Definisi Operasional
Untuk memberi pemahaman yang lebih komprehensif dan jelas tentang fokus
kajian dalam suatu penelitian, serta menghindari kesalahpahaman (mis understan-
ding), terhadap ruang lingkup penelitian yang dilakukan maka terlebih dahulu perlu
dikemukakan batasan pengertian terhadap beberapa variabel yang tercakub dalam
judul tesis.
a. Peranan Ijtihad
Kata ijtihad bersumber dari kata )دﮭﺟ( berarti bersungguh-sungguh atau
kesulitan. Secara istilah ijtihad adalah mengerahkan segala daya dan kemampuan
11
untuk memperoleh keterangan hukum agama untuk kasus tertentu berdasarkan dalil-
dalil terperinci.14 Peranan ijtihad hakim berarti bagaimana hakim mengerahkan
usahanya dalam menyelesaikan perkara yang ditugaskan kepadanya, mulai dari
menerima,memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara, yang menjadi tugas
pokok bagi hakim.15
b. Hakim
Hakim : berasal dari kata  مﻛﺣ– مﻛﺣﯾ– مﻛﺎﺣ : sama artinya dengan qa>d}i> yang
berasal dari kata  ﻰﺿﻗ– ﻰﺿﻘﯾ– ض ﺎﻗ artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa
adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetap-
kannya.16 Adapun pengertian menurut syar'a yaitu orang yang diangkat oleh kepala
negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan
dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesai-
kan tugas peradilan,17 Sedangkan dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman
seorang hakim adalah penegak hukum dan keadilan yang wajib menggali, mengikuti
dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.18 Selanjutnya dalam UU
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa
Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang
14Abd al-Wahhab> al-Khalla>f, ‘Ilm Usu>l al-Fiqh (Cet.XII; t.t: Da>r al-Qalam, 1987), h. 216-
217.
15 Lihat buku Ahmad Mujahidin,Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama (Cet.I; Ghalia
Indonesia, 2012) h.54-56.
16Muhammad Salam Madkur, Al-Qad}a> Fil Isla>m, (Ttp : tt) h.11.
17Tengku Muhammad Hasbi Ash S{idiqi, Peradilan Dan Hukum Acara Islam (Cet. ke-1;
Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 1997), h.39.
18Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan
masyarakat. lihat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman beserta
penjelasannya, Pasal 28 Ayat (1)
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untuk mengadili.19. Hakim menurut pasal 1 ayat 5 UU 48 Tahun 2009 adalah
” Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada
pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”20 Dari
beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hakim adalah seseorang yang
diberikan wewenang untuk menerima, mengadili, memutus,dan menyelesaikan
perkara.
c. Penyelesaian Perkara Kewarisan: Pengertian perkara menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia ialah:
Perkara atau kasus adalah Kesatuan kondisi yang didalamnya terkandung satu
atau sejumlah masalah yang dialami oleh seorang individu (atau
kelompok,keluarga,lembaga). 21
Maksud tulisan ini penyelesaian perkara yang ditangani para hakim peradilan
agama.22 Sebagaimana yang diatur dalam buku undang-undang kekuasaan
kehakiman.
19Mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan
memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal
dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Lihat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal.1 (1).
20Undang-undang  RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.
21Kamus Bahasa Inonesia, http:www.kamusbahasaindonesiaonline.com, diakses tanggal 25
Oktober 2013.
22 Lihat buku Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama h.97-113,.
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Kewarisan: yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang
mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetukan
siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.23
d. Pengadilan Agama
Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) merupakan sebuah lembaga peradilan di
lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau
kota.24 Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas
dan wewenan untuk memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, warisan, wasiat,
dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam, wakaf dan shadaqah serta
ekonomi syari,ah.
2. Fokus Penelitian
Permasalahn ini muncul berkaitan dengan adanya perbedaan metode hakim
dalam pengambilan putusan tentang kewarisan setelah terbitnya Kompilasi Hukum
Islam di Pengadilan Agama Maros, Pangkep dan Barru. Oleh karena itu peneliti
hanya dibatasi ada permasalahan yang kemudian di jabarkan ke dalam bentuk
matriks sebagai berikut:
23 Lihat Kompilasi Hukum Islam. H. 81




Peranan ijtihad hakim dalam
kewarisan
- Hakim sebagai mujtahid
Peranan Ijtihad Hakim dalam
penyelesaian perkara kewarisan di
Pengadilan Agama Maros,
Pengadilan Agama Pangkep dan
Pengadilan Agama Barru
- Sebelum KHI penyelesaian
perkara merujuk pada 13 kitab
klasik
- Setelah adanya KHI, merujuk
pada KHI dan sumber hukum lain
Implikasi hukum peranan ijtihad
hakim dalam penyelesaian perkara
kewarisan di Pengadilan Agama
Maros, Pengadilan Agama Pangkep,
Pengadilan Agama Barru
- Dapat mengkondisikan dengan
kondisi masyarakat
D. Tinjauan Pustaka
Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap literatul kepustakaan, baik
melalui kitab-kitab secara manual berbahasa Arab atau Indonesia, ataupun dengan
program CD Digital dalam bentuk al-maktabah al-sya>milah bahkan internet,
terutama karya-karya ilmiyah yang membahas tentang metode istinbat hakim
peradilan agama, penulis belum menemukan satupun tulisan atau karya ilmiyah
lainnya seperti tesis pembahasannya sama dengan objek penelitian yang menjadi
focus kajian penulis pada tesis ini.
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Namun begitu banyak karya ilmiyah, buku-buku,majalah,artikel, dan surat
kabar yang membahas tentang metode istinbat yang berkaitan dengan judul
pembahasan yang penulis lakukan dalam penelitian ini. karya ilmiyah yang
dimaksud misalnya : Buku Pidato Pengukuhan Guru Besar Prof. DR> Minhajuddin,
MA yang berjudul Pengembangan Metode Ijtihad dalam Perspektif Fikih Islam,
Buku karangan DR. H. Lomba Sultan, M.Ag yang berjudul Sistem Peradilan
Khalifah Umar Bin Abdul Azi>z dan penerapannya di Indonesia, karya ini
memberikan gambaran bagaimana sistem peradilan pada masa Khalifah Umar Bin
Abd.Aziz dan bagaimana penerapan sistem peradilan tersebut di masa sekarang ini
di Indonesia. Disamping itu buku-buku yang lain yang dimaksud adalah: al-Ahka>m
al-Sultha>niyah wa al-Wila>yah al-dini>yah karangan Imam al-Mawardi, praktek
Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama oleh Drs. H. A. Mukti Arto, SH, Hukum
acara Peradilan Agama oleh Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A., kitab tentang
kewarisan karangan DR. Muammar Bakry, Lc, M.Ag, yang berjudul Akuntansi
Dasar Mawaris Membagi Harta Pusaka Secara Syar’i, ditambah lagi kitab-kitab
peradilan yang disusun oleh ulama dewasa ini.
Masih banyak lagi literatur tentang proses Ijtihad bagi hakim peradilan
agama yang penulis temukan hampir memiliki keterkaitan dengan kajian penulis
dalam tesis ini, namun berbagai literature yang dimaksud tidak sempat disebutkan
satu persatu. Oleh karena itu,berdasar hasil telahan penulis, literatur kepustakaan
tersebut tidak terlalu berfokus pada pembahasan tentang proses Ijtihad bagi hakim
peradilan agama dalam penyelesaian perkara, baik proses Ijithad sebelum terbit
Kompilasi Hukum Islam maupun proses Ijtihad} setelah terbitnya Kompilasi Hukum
islam. Namun demikian, dari sekian literatur yang telah disebutkan tadi, cukup
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mendukung pembahasan penulis dalam tesis ini. maka buku-buku yang telah
disebutkan walaupun fokus bahasannya bersifat parsial tetap menjadi inspirasi bagi
penulis dalam membahas Proses Ijtihad bagi hakim peradilan agama dalam
menyelesaikan perkara. Berdasarkan pada pemaparan diatas, maka penulis perlu
tegaskan bahwa literatur kepustakaan dalam bidang peradilan yang telah disebutkan
sebelumnya, tetap menjadikan rujukan primer bagi penulis dalam upaya menjadikan
bahasan tesis ini lebih ilmiah, dan lebih akurat dalam mengungkapkan Proses Ijithad
bagi hakim peradilan agama dalam penyelesaian perkara relevansinya dengan kitab-
kitab fikih dan hukum acara peradilan Agama.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah di ungkapkan, maka dapat
dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian ini dengan rincian sebagai berikut :
1. Tujuan penelitian
a. Untuk mengkaji lebih mendalam hal yang berkaitan dengan peranan Ijtihad bagi
para hakim peradilan agama dan item-item lainnya, bagaimana metode penemuan
hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara,terkhusus perkara warisan
sekaligus meneliti kemungkinan penerapan dan pengembangannya untuk masa
sekarang dan yang akan datang.
b. Mendapatkan penjelasan mengenai motif perbedaan peranan ijtihad para hakim
peradilan agama di Pengadilan Agama Maros, Pengadilan Agama Pangkep dan
Pengadilan Agama Barru.
c. Mengidentifikasikan perbedaan tersebut berdasarkan pengertian ijtihad terhadap




a. Sebagai suatu sumbangan pemikiran ilmiah yang bernuansa keIslaman dalam
bidang Ijtihad, khususnya terkait peranan ijtihad dalam menyelesaikan perkara
secara umum dan kewarisan secara khusus bagi para hakim peradilan agama di
seluruh indonesia dan terkhusus di Pengadilan Agama Maros, Pangkep, Barru
b. Sebagai suatu bahan informasi bagi kalangan akademisi terhadap peningkatan
wawasan dan dijadikan parameter untuk mengkaji problematika hakim dalam
memutuskan perkara setelahnya serta bagaimana peranan ijtihad para hakim
dalam memutuskan perkara ketika melihat kondisi terdakwa terutama dalam
masalah kewarisan yang sudah pasti ketentuannya dalam al-Qur’an bahwa
pembagiannya menurut hukum islam laki-laki mendapat bagian 2 kali lipat di
bandingkan perempuan.
c. Sebagai suatu kekayaan khazanah kepustakaan Islam agar menjadi bacaan yang
berguna bagi masyarakat terutama mereka yang ingin mendalami Ijtihad dan bagi
hakim peradilan agama dalam menyelesaikan perkaranya dengan berpedoman




A. Konsep Dasar dalam Berijtihad
1. Pengertian Ijtihad
Kata ijtihad bersumber dari kata ja ha da yang memiliki makna di antaranya
“kesungguhan”, kesulitan atau kesusahan, mencurahkan segala kemampuan dan
menanggung beban”.25 Secara istilah ijtihad adalah mengerahkan segala daya dan
kemampuan untuk memperoleh keterangan hukum agama untuk kasus tertentu
berdasarkan dalil-dalil terperinci.26
Sesuai dengan pengertian diatas ijtihad dilakukan oleh mujtahid dalam
mengeluarkan (istinbath) hukum-hukum berdasarkan al-Qur’an dan hadis terkait
dengan kasus tertentu, karena mujtahid ini mengeluarkan hukum maka ia disebut
pula dengan hakim. Tapi tidak semua orang dapat dikatakan mujtahid dan bisa
berfatwah, untuk mencapai derajat mujtahid seseorang harus memenuhi syarat-
syarat tertentu. Begitupula para mujtahid terdapat perbedaan stratifikasi dalam
beberapa martabat.
2. Model (Metode) Ijtihad
Ijtihad adalah memberi segala daya kemampuan dalam usaha mengetahui
sesuatu hukum syara’.
Dari segi teknik, ijtihad dibedakan menjadi tiga:
25Abu> al-Fadl Muhammad Ibn Mandzu>r, Lisan al-’Arab (Cet. II; Beirut: Dar Sa>dir, 2003), h.
546,. Lihat pula Abu> al-Husain Ahmad bin Fa>ris Zakariya, Mu’jam Maqa>yis al-Lugah, Juz I (Cet. II;
Beiru>t : Da>r al-Fikr, 1979), h. 486
26Abd al-Wahha>b al-Khalla>f, ‘Ilm Usu>l al-Fiqh (Cet.XII; t.t: Da>r al-Qalam, 1987),h. 216-217
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a. Ijtihad baya>ni yaitu ijtihad terhadap nas yang mujmal, baik karena belum
jelas makna lafal yang dimaksud, maupun karena lafal itu mengandung
makna ganda, mangandung musytarak, ataupun karena pengertian lafal
dalam ungkapan yang konteksnya jumbuh(mutasya>bih), ataupun adanya
beberapa dalil yang bertentangan (ta’a>rud), dalam hal yang terakhir
digunakan jalan “ijtiha>d tarjih”, apabila tidak dapat ditempuh cara “jam’u
wat-taufiq”.
b. Ijtihad qiya>si yaitu menyebrangkan hukum yang telah ada nasnya kepada
masalah baru yang belum ada hukumnya berdasarkan nas, karena adanya
kesamaan ‘illat.
c. Ijtihad istisla>hi yaitu ijtihad terhadap masalah yang tidak ditunjuki nas sama
sekali secara khusus, maupun tidak adanya nas mengenai masalah yang ada
kesamaannya. Dalam masalah yang demikian penetapan hukum dilakukan
berdasarkan illat kemashlahatan.27
Melihat penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ijtihad baya>ni
yang berhubungan dengan penjelasan kebahasaan yang terdapat di al-Qur’an
dan Sunah. Ijtihad qiya>si ialah ijtihad untuk menyelesaikan suatu sengketa
atau persoalan yang di dalam al-Qur’an dan sunah yang tidak ada ketentuan
hukumnya, dan ulama menyelesaikan dengan cara qiyas atau istihsan. Dan
ijtihad istishla>hi ialah dengan menggunakan ra’y (akal) yang tidak
menggunakan ayat-ayat al-Qur’an atau hadis tentang secara khusus.
27Lihat Buku Pidato pengukuhan Guru Besar Prof. DR. Minhajuddin, MA Pengembangan
Metode Ijtihad dalam Perspektif Fikih Islam (Senin, 31 Mei 2004), h. 31-32
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3. Syarat-syarat Mujtahid
Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya bahwa untuk menjadi seorang
mujtahid harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan syarat itu sebagai
berikut:
a. Memahami al-Quran dan hadis. Kalau tidak memahami salah satunya,
maka ia bukan mujtahid dan tidak boleh berijtihad. Hal ini menjadi syarat
utama, karena ijtihad hanya boleh dilakukan apabila telah diketahui tidak
ada penjelasan dari al-Quran atau hadis. Baik tentang ayat ayat al-Quran
maupun hadis tidak disyaratkan hafal, tetapi cukup apabila dibutuhkan
dapat mencarinya dalam Al-Quran dan Kitab-kitab hadis. Tentang hadis
selain mengetahui keadaan perawi - perawi hadis mana yang tercela dan
mana yang tidak
b. Mengetahui hukum hukum yang ditetapkan dengan Ijma’ sehingg ia tidak
memberikan fatwa yang berlainan dengan Ijma’, kalau ia berpegang
kepada Ijma dan memandangnya sebagai dalil
c. Mengetahui serta memahami bahasa Arab, Mujtahid juga harus
mengatahui lafadz-lafadz yang zhahir, mujmal, yang hakikat, Am, khash,
muhkam, mutasyabihat, mutlak, muqayad, mantuq, dan mafhum. Semua
ini perlu untuk memahami al-Quran dan hadis
d. Mengetahui ilmu Usul Fikih dan harus menguasai ilmu ini dengan kuat,
karena ilmu ini menjadi dasar dan pokok ijtihad. Hendaknya seorang
mujtahid menguasai ilmu usul fikih ini sehingga sampai kepada
kebenaran, dengan demikian ia mudah mengambalikan soal soal cabang
kepada soal soal pokoknya
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e. Mengetahui nasikh dan mansukhsehingga ia tidak mengeluarkan hukum
berdasarkan dalil yang sudak dimansukh.
B. Konsep Dasar Penyelesaian Kewarisan
1. Pengertian Hukum waris Islam
Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah faraid. Hal ini karena dalam
Islam bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam al-
Qur’an. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian
warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan.28 Secara
etimologis faraid diambil dari kata fardh berarti taqdir “ketentuan”. Dalam istilah
syara’ bahwa kata fardh adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.29
Secara terminologi, Faraidh adalah pembagian harta orang yang meninggal dunia
kepada ahli warisnya menurut hukum islam.
Harta yang dibagikan kepada ahli waris adalah sisa harta yang ditinggalkan
setelah pembiayaan selesai seperti pengurusan jenazah, hutang, zakat, nazar, dan
wasiat yang tidak melebihi dari 1/3 dari jumlah harta.30 Pengertian hukum kewarisan
menurut pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur
tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) menentukan siapa-
siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam
konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak
28 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995), h.
355
29 Sayyid Sabiq, Fiqhi Sunnah, (Pena Pundi Aksara, Jakarta Selatan, 2006). H. 479
30 Muammar M Bakry, Akuntansi Dasar Mawaris (Cet.I ICAAT Press Makassar 2013)h. 7
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kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih
hidup.31
2. Dasar Hukum Waris dalam Islam
Adapun dasar hukum pembagian harta warisan dalam Islam adalah
berpedoman pada al-Qur’an dalam QS al-Nisa/4:7.
 ِل َ ِ ّ ِ ّ َك َ َ ِ ّ  ٞ ِ َٱ ِنا َ ِ ٰ َ ۡ َوٱ َن ُ َ ۡ َ ۡ َك َ َ ِ ّ  ٞ ِ َ  ِٓء َ ِ ّ ِ َوٱ ِنا َ ِ ٰ َ ۡ
 َوٱ َن ُ َ ۡ َ ۡٗ و ُ ۡ ٗ ِ َ  ۚ َ ُ َ  َۡوأ ُ ۡ ِ َ ِ
Terjemahnya:
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut
bahagian yang telah ditetapkan.32
Adapun hadis yang membahas tentang kewarisan diantaranya adalah hadis
dari Huzail bin Syurahbil yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, al-Tirmidzi
dan Ibn Majah. Abu Musa ditanya tentang pembagian harta warisan seorang anak
perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Abu Musa
berkata: “untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua.
Datanglah kepada ibn Mas’ud dan ia menjawab:”saya menetapkan atas dasar apa
yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu untuk anak perempuan seperdua, untuk
melengkapi dua pertiga cucu seperenam, dan selebihnya adalah untuk saudara
perempuan.33
Pembagian harta warisan berdasarkan al-Qur’an dan contoh yang telah
diperlihatkan sahabat Rasul mempunyai hikmah dan sesuai dengan keadilan, sebab
31Ahmad Rofiq, Fikih Mawaris (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002), h. 4.
32 Departemen Agama RI, al-Qur’an Terjemahnya, h.
33Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia,( Sinar Grafika, Jakarta, 2008),h.40
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ditetapkannya 2;1 menunjukkan bahwa laki-laki dapat 2 sebab mempunyai tanggung
jawab membawa mahar dan menafkahi anak istrinya, sementara perempuan tak
perna bertanggung jawab menafkahi siapapun.
3. Syarat-syarat dan Rukun Kewarisan
Adapun syarat-sayart kewarisan sebagai berikut: pertama, dipastikan
wafatnya pewaris(muwarrist). Kedua, dipastikan hidupnya ahli waris pada saat
wafatnya pewaris. Ketiga, tidak terjadi hal-hal yang menghalangi untuk
mendapatkan harta warisan seperti membunuh atau berbeda agama antara ahli waris
dan pewaris.
Rukun kewarisan ada tiga: pertama, pewaris yakni orang yang meninggal
dunia dan meninggalka ahli waris yang berhak untuk mewarisi harta
peninggalannya. Kedua, Ahli waris yaitu orang yang berhak untuk menguasai atau
menerima harta peninggalan si mayit(muwarrist) karena ada ikatan nasab atau
ikatan pernikahan. Ketiga, harta warisan (mawrus/tirkah), yaitu segala jenis benda
atau kepemilikan yang berharga dan memiliki nilai yang ditinggalkan muwarris, baik
berupa tanah, uang, dan sebagainya.34
4. Perbedaan Warisan antara Laki-laki dan Perempuan serta Pandangan Ulama
Tentang Perbedaan Tersebut
A. Perbedaan Warisan antara laki-laki dan Perempuan
Perbedaan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan telah
jelas dalam al-Qur’an (lidzzakari mitslu haddzil intsayayini).
Pedoman pembagian warisan telah diatur dalam al-Qur’an sangat jelas
permasalahannya dengan keterangan yang konkrit, sehingga tak ada lagi yang
34 Muammar M.Bakry, Akuntansi Dasar Mawaris, h. 8
24
muncul interpretasi, bahkan ijma’ dikalangan ulama islam. Dalam al-Qur’an QS al-
Nisa/4:11
 ُ ُ ِ ُٱ ُ ِ ّ َ  ُ ۡ ِ  ِ َ ِ  ۖ ۡ ُ ِ ٰ َ َۡوأ ٓ ِٱِ ۡ َ َ ُ ۡ َق ۡ َ  ٗٓء َ ِ ُ  ِن َ
ٱ ِ ۡ َ َ َۡ َ َ  ٗة َ ِ ٰ َ  ۡ َ َ  ن  َۖكَ َ َ َ ُ ُ ُ َ َٱ ۚ ُ ۡ ِ ّ َ َ ِ َو ٖ ِ ٰ َ  ِ ّ ُ ِ  ِ ۡ َ
َ ُ ۡ ِ ّٱ ُس ُ َ َ ِ َك ُ َ  َن َ  ِنإۥ ُ ُ َ  ۡ  ِن َ  ۚ ٞ َ َوۥ ُ َ ِرَوَو ٞ َ َو ٓۥ ُها َ َ َ
 ِ ِ ّ ُ ِ َٱ ۚ ُ ُ ُ َ  َن َ  ِن َ ٓۥ ِ ِ ّ ُ ِ َ  ٞ ةَ ۡ ِ إٱ ُۚس ُ َۡوأ ٓ َ ِ  ِ ُ  ٖ ِ َو ِ ۡ َ  ۢ ِ
َ  َنوُر ۡ َ  َ  ۡ ُ ُٓؤ َ ۡ َ َو ۡ ُ ُٓؤ َ اَء ٍ ۡ َد ۡ ُ َ ِ ّ  ٗ َ ِ َ  ۚ ٗ ۡ َ  ۡ ُ َ  ُبَ ۡ َأٱ ِِۗنإ
ٱ َٗ ِ َ ً ِ َ  َن َ
Terjemahnya:
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.
Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak
dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua
pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja,
Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-
masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu
mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia
diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang
meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat
seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat
yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu
dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih
dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.35
Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki
lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi
nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34). Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih
sesuai dengan yang diamalkan syariat Islam.
B. Nama-nama Ahli waris
35Departemen Agama RI, al-Qur’an Terjemahnya, h.
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Sebab kewarisan ada 3 sebagaimana telah disebutkan dalam tesis ini,
yaitu hubungan pernikahan, keturunan dan perbudakan. Namun tidak semua kaum
kerabat mendapatkan warisan, tentang hal inipun telah ditentukan bahwa siapa-siapa
saja dari pihak keluarga yang dapat baik keluarga laki-laki maupun perempuan.
Ahli waris laki-laki ada 12 orang yaitu: anak laki-laki (ibn), cucu laki-
laki dari anak laki-laki (ibn ibnin), ayah (abun), kakek (jaddun), saudara laki-laki
sekandung (akhun syaqiq), saudara laki-laki seayah  (akhun li abin), saudara laki-laki
seibu (akhun li ummin), anak saudara laki-laki kandung (ibn akhun syaqiq), anak
saudara laki-laki seibu atau seayah (ibn akhi li abi/ li umm), paman dari ayah, anak
paman, suami. Jika semua ahli waris ada maka yang berhak menerima harta warisan
hanya tiga yaitu: ayah, anak laki-laki dan suami.
Ahli waris perempuan yang berhak menerima harta pusaka yaitu: anak
perempuan (bint), cucu perempuan dari anak laki-laki (bint ibn), ibu (umm), nenek
dari ibu (jaddah/ummul umm), nenek dari ayah (jaddah/ummul abb), saudari
sekandung (ukht syaqiqah), saudari seibu (ukht li umm), saudari seayah (ukht li abb),
istri (zaujah).
Jika semua ahli waris perempuan masih hidup, maka harta hanya
diberikan kepada lima orang, yaitu: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-
laki, ibu, saudara perempuan seibu seayah, istri. Jika kesemua ahli waris laki-laki
dan perempuan masih hidup, maka harta warisan diberikan hanya kepada lima ahli
waris berikut: ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan suami/istri.
C. Contoh Pembagian Harta Warisan.
Setelah dijelaskan bahwa pembagian harta warisan antara laki-laki dan
perempuan adalah dua banding satu, maka berikut ini contoh pembagian tersebut,
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seorang wafat meninggalkan istri, nenek (ibunya ibu), seorang anak perempuan dan
seorang anak laki-laki. Tirkah yang ditinggalkan Rp. 72. 000. 000. 00-
Penyelesaian :
A.m. 24
a. Istri : 1/ 8 x 24 = 3 x 72 jt/24 = Rp. 9,000,000.00.-
b. Nenek : 1/6 x 24 = 4 x 72 jt/24 = Rp. 12,000,000.00-
c. Anak prp : u
24 – 7 = 17 x 72 jt/24 = Rp. 51, 000,000.00.-
Anak laki-laki: u
 Anak perempuan : 1 x 51 jt/3 = 17,000,000.00.-
 Anak laki-laki : 2 x 51 jt/3 = 34,000,000.00.-36
Dari contoh masalah diatas dapat kita lihat bahwa pembagian harta
pusaka bagian laki-laki (anak laki-laki )2 x 51 jt/3 = 34,000,000.00.- dan bagian
perempuan (anak perempuan) 1 x 51 jt/3 = 17,000,000.00.- sesuai dengan
pembagian warisan dalam al-Qur’an yaitu laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari
bagian perempuan. Sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam dan itulah yang di
peraktikkan di Pengadilan Agama.
5. Pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang Perbedaan Warisan antara Laki-
laki  dan Perempuan
Persoalan kewarisan, khususnya ditengah-tengah masyarakat muslim di
Indonesia, ilmu faraidh selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri, karena
36 Muammar M Bakry, Akuntansi Dasar Mawaris, h. 78
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masyarakat bila berbicara keadilan senderung meneis ketidak seimbangan
perbandingan ½ sebagaimana dalam perolehan harta warisan antara anak laki-laki
dan anak perempuan. Oleh karena itu penyimpangan sebagian besar masyarakat
indonesia dari ilmu faraidh tersebut.
Faraidh dalam hal kewarisan tidak selalu disebabkan oleh tipisnya keislaman
seseorang melainkan juga dapat disebabklan oleh pertimbangan bahwa budaya, dan
struktur sosial kita beranggapan penerapan ilmu faraidh secara utuh kurang diterima
oleh rasa keadilan dalam hukum kewarisan adat, pada umumnya bagian para ahli
waris sama. Tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu bentuk
penyesuaian dan pelaksanaan hukum kewarisan Islam dengan kewarisan adat adalah
dapat ditemui pada sebagian masyarakat yang mana pembagian harta warisan itu
dilakukan dengan cara musyawarah. Yaitu masing-masing pihak sepakat untuk
membagi warisannya berdasarkan keikhlasan masing-masing pihak.
Hasil dari musyawarah tersebut pada umumnya menyamakan bagian antara
ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Pembagian harta warisan yang
demikian dalam islam bisa dimasukkan dalam konsep al-Sulhu atau takharuj. Al-
Sulhu adalah keikhlasan masing-masing pihak menerima kesepakatan yang
disepakati dalam pembagian harta warisan. Hukum islam telah lama di ikuti oleh
masyarakat Indonesia, untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan hukum
Islam telah ada pula Pengadilan Agama yang mempunyai sejarah keberadaan yang
cukup panjang di Indonesia. Akan tetapi hukum Islam yang menjadi kewenangannya
tidak/belum diatur dalam suatu kitab hukum.
Keberadaan Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan berdasarkan inpres
Nomor 1 Tahun 1991 yang saat ini sedang digagas untuk ditingkatkan menjadi
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hukum terapan di kalangan Peradilan Agama. Lahirnya KHI telah jelas dan pasti
nilai-nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf dan warisan.
Berkaitan dengan kewarisan dalam KHI diatur dalam buku II, yang terdiri dari 6 bab,
dan 43 pasal (pasal 171 sampai dengan pasal 214). Dijelaskan secara rinci tentang
siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan warisan beserta besarnya bagian masing-
masing. Akan tetapi dalam salah satu pasalnya KHI memperbolehkan pembagian
warisan tidak memakai rincian-rincian yang telah ditetapkan oleh KHI, yakni
melakukan perdamaian dalam membagi harta warisan.
Sebagai contoh, pasal 176 KHI mengatur besarnya bagian harta warisan bagi
anak laki-laki dan perempuan. Kepastian ketetapannya tetap berpegang teguh pada
norma QS al-Nisa/4:11. Dalam pasal 176 disebutkan “ Anak perempuan bila hanya
seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama
mendapat dua pertiga bagian. Dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan
anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak
perempuan”. Untuk sekedar alternatif atas penetapan bagian warisan pada pasal 176,
dalam pasal 183 membuka kemungkinan untuk menyimpang melalui jalur
perdamaian. Dalam pasal 183 disebutkan, “para ahli waris dapat bersepakat
melakukan perdamaian dalam demikian, jika pasal 176 dikaitkan dengan alternatif
yang digariskan pada pasal 183 patokan penerapan besarnya bagian harta warisan
antara anak laki-laki dengan perempuan dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Bagian anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan adalah
berbanding (2:1)
b. Melalui jalur perdamaian, dapat disepakati oleh para ahli waris sejumlah
pembagian yang menyimpang dari ketentuan pasal 176.
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Dari uraian diatas dapatlah dipahami bahwa pembagian harta warisan secara
perdamaian atau kekeluargaan diperbolehkan menurut Kompilasi Hukum
Islam(KHI). Dan pembagian harta warisan dengan menempuh jalan 2:1 dapat kita
tinggalkan apabila ada kesepakatan dalam keluarga ataukah perdamaian untuk
membagi harta warisan sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama.
C. Hakim sebagai Mujtahid di Pengadilan Agama
Hakim disebut juga sebagai mujtahid, telah dipaparkan dalam mukaddimah
tesis ini tentang syarat menjadi hakim begitupula syarat menjadi hakim di Indonesia.
Terkait syarat untuk menjadi seorang hakim para fuqoha berbeda pendapat, di
antara mereka ada yang mengatakan bahwa seorang qa>di/hakim harus memenuhi 15
syarat, dan ada juga yang mengatakan cukup 7 syarat serta ada juga yang
berpendapat cukup dengan 3 syarat. Meskipun mereka berselisih tentang jumlah itu,
tetapi beberapa syarat terpenuhi oleh yang lain dan sejumlah syarat dapat di cakup
oleh syarat yang lain.37
1. Syarat Hakim Menurut Islam dan Syarat Menjadi Hakim di Indonesia
Secara globalnya syarat menjadi qa>di>/hakim itu sebagai berikut : 1) Laki-laki;
2) Berakal; 3) Islam; 4) Adil; 5) Berpengetahuan tentang pokok-pokok hukum
agamadan cabang-cabangnya, dan 6) Sehat pendengaran, penglihatan dan
ucapannya.38 Kemudian menurut Ibnu Rusyd, syarat menjadi hakim adalah:
1)Merdeka; 2) Islam; 3) Aqil Balig; 4) Laki-laki dan 5) Bersikap Adil.39
37 Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam islam, (Surabaya: PT. Bina Ilmu
1993).hlm.53
38 Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam islam, (Surabaya: PT. Bina Ilmu
1993).hlm.58-59
39 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Mesir: Mustafa al-Babi al- Halabi, 1960), II: 460
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Selanjutnya menurut Yahya Zakaria Al-Ansari, hakim hendaklah ahli dalam
masalah kesaksian, yaitu: 1)Beragama Islam; 2)Mukalaf; 3) Merdeka; 4) Laki-laki;
5) Bersifat adil; dan 6) Mendengar, melihat, dapat berbicara dan menguasai
masalah peradilan.
Karena itu janganlah mengankat orang kafir, anak-anak, orang gila, hamba
sahaya, perempuan, banci, orang fasik, orang tuli, orang buta, orang bisu walaupun
isyaratnya dapat dipahami, orang yang pelupa, penipu, orang yang sakit-sakitan.40
Selain syarat di atas hakim harus seorang mujtahid, yakni paham hukum-
hukum al-Qur`an, as-Sunnah. Berkaitan dengan al-Quran mencakup khas dan `amm,
mujmal dan mubayan, mutlaq dan muqayyad, nas dan zahir, nasikh dan mansukh.
Berkait dengan al-Sunah mencakup mutawatir, ahad, mustahil dan lain sebagainya.
Juga qiyas dan macam-macamnya meliputi qiyas aula>wi, qiyas musa>wi> dan qiyas
adwan.
Hakim hendaklah orang yang menguasai perawi meliputi kuat dan lemahnya,
mendahulukan yang khas dari yang `amm apabila terjadi pertentangan,
mendahuliukan yang muqayyad dari yang mutlaq, mendahulukan yang nas dari yang
zahir, mendahulukan yang muhkan dari yang mutasyabih, mendahulukan yang
nasikh dari yang mutasil dan yang kuat dari yang lemah. Hendaklah hakim
menguasai lisanul `Arab (bahasa Arab), menguasai pendapat para ulama baik yang
disepakati maupun yang diperselisihkan.41
40 Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, Fathul Wahab bi Syarh Manhaj at-Thulab, (Singapura:
Syirkah Nur As-Saqafah al-Ilamiyah, tt. ), hlm. 207.
41 Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, Fathul Wahab bi Syarh Manhaj at-Thulab, (Singapura:
Syirkah Nur As-Saqafah al-Ilamiyah, tt. ), hlm. 207.
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Di Indonesia Untuk dapat diangkat menjadi hakim di Pengadilan dalam
lingkungan Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut : Menurut UU. Nomor 7
Tahun 1989: 1) Warga negara Indonesia; 2) Beragama Islam; 3) Bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa; 4) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
5) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk
organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak
langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI", atau organisasi terlarang
yang lain; 6) Pegawai negeri; 7) Sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai
hukum Islam; 8) Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
9) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
Menurut UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama UU Nomor 7
Tahun 1989 syarat dapat diangkat menjadi hakim adalah seseorang harus memenuhi
syarat sebagai berikut: 1) Warga negara Indonesia; 2) Beragama Islam; 3) Bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa; 4) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5) Sarjana syariah dan/atau sarjana hukum
yang menguasai hukum Islam; 6) Sehat jasmani dan rohani; 7)Berwibawa, jujur, adil,
dan berkelakuan tidak tercela; dan 8) Bukan bekas anggota organisasi terlarang
Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang
terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia. 9) Untuk
dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berumur paling rendah 25 (duapuluh lima)
tahun.
Menurut UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7
Tahun 1989 syarat dapat diangkat menjadi hakim pengadilan agama, seseorang
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harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Warga negara Indonesia; 2) Beragama
Islam; 3) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 4) Setia kepada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5) Sarjana syari’ah,
sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; 6) Lulus
pendidikan hakim; 7) Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas
dan kewajiban; 8) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; 9) Berusia
paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
dan 10) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Kesemua persyaratan itu menunjukkan suatu perpaduan antara produk
pemikiran fuqaha dengan ketentuan yang berlaku secara umum bagi hakim pada
pengadilan tingkat pertama. Secara umum persyaratan hakim pada semua badan
peradilan adalah sama. Hal itu terlihat dalam tujuh dari semua persyaratan, yang
juga harus dipenuhi oleh calon hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata
Usaha Negara. Sedangkan syarat beragama islam dan sarjana syari’ah hanya berlaku
bagi calon hakim pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, yang erat
hubungannya dengan produk pemikiran fuqaha. Hal itu konsisten dengan kekhususan
badan peradilan itu di Indonesia, yang berwenang mengadili perkara perdata tertentu
menurut hukum Islam di kalangan orang-orang yang beragama Islam.
2. Tugas dan Fungsi Hakim di Indonesia
Fungsi hakim sebagai mujtahid, dari pembagian mujtahid maka hakim
termasuk mujtahid nisbi>. Seseorang yang diberikan wewenang memeriksa perkara
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yang mana layak dinyatakan sebagai perkara setelah penggugat menyampaikan
gugatannya, selanjutnya mengadili dan memutuskan perkara.
a. Tugas Hakim
Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
mempunyai tugas pokok untuk menerima, memriksa dan mengadili serta
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum
dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik
Indonesia (Pasal 1 dan 2 UU. No.14/1970).42
a) Tugas Yustisial
Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata
Islam yang menjadi kewenangannya dengan cara-cara yang diatur dalamhukum acara
peradilan agama.
Adapun tugas-tugas pokok hakim di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut
: i. Membantu mencari keadilan (Pasal 5 ayat (2) UU. No. 14/1970);
ii. Mengatasi segala hambatan dan rintangan (Pasal 5 ayat (2) UU. No. 14/70);
iii. Mendamaikan para pihak yang bersengketa (Pasal 30 HIR/ Pasal 154 Rbg);
iv. Memimpin persidangan (Pasal 15 ayat (2) UU. 14/1970);
v. Memeriksa dan mengadili perkara (Pasal 2 (1) UU. 14/1970);
vi. Meminitur berkas perkara (184 (3), 186 (2) HIR);
vii. Mengawasi pelaksanaan putusan (Pasal 33 (2) UU. 14/1970);
viii. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan (Pasal 27 (1) UU. 14/1970);
ix.Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 27 (1) 14/70);
42 Drs. H.A. Muktiarto,SH. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta :
Pustaka Pelajar, 2008), hlm,29
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x.Mengawasi penasehat hukum.43
b) Tugas Non Yustisial
Selain tugas pokok sebagai tugas justisial tersebut, hakim juga mempunyai
tugas non justisial, yaitu :
i. Tugas pengawasan sebagai hakim pengawas bidang;
ii. Turut melaksanakan hisab, rukyat dan mengadakan kesaksian hilal;
iii. Sebagai rokhaniawan sumpah jabatan;
iv. Memberikan penyuluhan hukum;
v. Melayani riset untuk kepentingan ilmiah;
vi. Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.44
3. Tata Cara Pemerikasaan Perkara
a).Persiapan Persidangan
Setelah surat gugatan atau permohonan didaftar atau dicatat dalam register
induk perkara, maka Panitera Pengadlan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
harus sudah menyampaikan berkas perkara tersebut kepada Ketua Pengadilan
Agama, lalu Ketua Pengadilan memeriksa kelengakapan berkas perkara tersebut,
selanjutnya menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut dengan
membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH). Kemudian perkara tersebut diserahkan
kepada Majelis Hakim melalui Panitera, lalu Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk
tersebut membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) dengan menetapkan Hari Sidang
43 Drs. H.A. Muktiarto,SH. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta :
Pustaka Pelajar, 2008), hlm,30
44 Drs. H.A. Muktiarto,SH. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta :
Pustaka Pelajar, 2008), hlm,36
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dan memerintahkan Juru sita/Juru sita Pengganti untuk memanggil pihak-pihak yang
berperkara.
Tenggang waktu pemanggilan pihak-pihak berperkara tersebut, tidak boleh
kurang dari 3 (tiga) hari antara hari pemanggilan dan hari sidang yang telah
ditentukan, artinya panggilan sidang harus sudah diterimakan kepada pihak-pihak
berperkara selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari sidang, apabila panggilan
disampaikan kepada pihak-pihak berperkara kurang dari 3 (tiga) hari, misalnya 2
(dua) hari sebelum hari sidang, maka panggilan tersebut harus dinyatakan tidak
patut/tidak sah. Perkara yang telah resmi terdaftar harus sudah disidangkan
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dari pendaftaran perkara, kecuali ada alasan
hukum yang membenarkan, misalnya pihak Tergugat berada di luar Negeri.Tata
Cara Pemanggilan Pihak-pihak Berperkara Untuk menghadirkan pihak-pihak
berperkara di muka persidangan, harus dilakukan dengan surat panggilan resmi
(relaas panggilan) dengan cara sebagai berikut :
1. Pemanggilan dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti.
2. Disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan di tempat tinggalnya.
3. Jika yang dipanggil tidak ditemui di tempat tinggalnya panggilan
disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.
4. Panggilan sudah disampaikan minimal 3 (tiga) hari sebelum hari sidang.
5. Panggilan pertama kepada Tergugat harus dilampirkan salinan surat gugatan.
Dasar hukumnya Pasal 145 dan pasal 718 RBg, Pasal 121 dan Pasal 390 HIR,
pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
b) Tahap-Tahap Pemerikasaan.
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Sebelum memeriksa perkara, Majelis Hakim harus membaca dan mepelajari
berkas perkara, dan dalam persidangan Ketua Majelis berada di tengah/diantara dua
hakim anggota lalu membuka sidang dengan mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim diiringi dengan mengetukkan palu sebanyak 3 (tiga) kali,
selanjutnya Para pihak dipanggil masuk ke ruang sidang, kemudian Majelis Hakim
memeriksa identitas para pihak, jika diwakili oleh kuasanya, maka penerima kuasa
tersebut harus diperiksa identitasnya dan juga surat kuasanya.
Secara teoritis pemeriksaan suatu perkara dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Sidang pertama usaha Perdamaian.
2. Sidang kedua Pembacaan surat gugatan.
3. Sidang ketiga Jawaban Tergugat.
4. Sidang keempat Replik Penggugat.
5. Sidang kelima Duplik Tergugat.
6. Sidang keenam Pembuktian dari Penggugat.
7. Sidang ketujuh Pembuktian dari Tergugat.
8. Sidang kedelapan Kesimpulan pihak-pihak berperkara.
9. Sidang kesembilan Pembacaan putusan.
Tahapan-tahapan seperti diuraikan di atas (1 s/d 9 ) tidak bersifat baku, bisa
lebih singkat dan bisa juga lebih lama, cepat dan lamanya penyelesaian suatu perkara
sangat tergantung dari kehadiran dan kesiapan pihak-pihak berperkara karena pada
dasarnya dalam perkara perdata hakim bersifat pasif, akan tetapi harus diingat
bahwa suatu perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat
banding harus sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak didaftarkan.
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(SEMA RI No. 6 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992, terakhir SEMA Nomor 3
Tahun 1998).
Hakim tanpa diminta oleh pihak berperkarapun sebenarnya harus
mengundurkan diri dari perkara apabila:
1. Ia secara pribadi mempunyai kepentingan baik langsung atau tidak langsung
dalam perkara itu.
2. Suami/Isteri, keluarga atau keluarga semendanya dalam garis keturunan
lurus, atau sampai derajat ke empat ke samping tersangkut dalam perkara itu.
Hal ini dimaksudkan untuk menjamin peradilan yang obyektif dan tidak
memihak. (Pasal 374 HIR/702 RBg.
c) Eksepsi
Eksepsi adalah sanggahan terhadap suatu gugatan atau perlawanan yang
tidak mengenai pokok perkara dengan maksud untuk menghindari gugatan agar
Hakim menetapkan gugatan tidak dapat diterima atau ditolak (Pasal 136 HIR/Pasal
162 RBg Pasal 356 R.V. Pada dasarnya eksepsi terbagi 2 (dua) yaitu:
1) Eksepsi Formil (Prosesual Eksepsi) yaitu eksepsi berdasarkan hukum formil
atau hukum acara. Eksepsi formil ini terbagi 5 macam yaitu :
1. Eksepsi tentang kewenangan absolute
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif.
3. Eksepsi tentang nebis is idem (eksepsi van gewisde zaak)
4. Eksepsi diskwalifikator.
5. Eksepsi gugatan kabur (obscure libel).
2) Eksepsi Materil yaitu eksepsi berdasarkan hukum materil yang meliputi :
1. Dilatoir eksepsi. (Belum waktunya diajukan)
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2. Prematoir eksepsi. (Terlambat mengajukan)
Eksepsi tidak berwenang secara absolut, eksepsi menyangkut kewenangan
mutlak yaitu sanggahan tentang kewenangan absolute pengadilan yang tidak
berwenang mengadili perkara tersebut melainkan menjadi wewenang Pengadilan
lain.Eksepsi kewenangan relatif, eksepsi mengenai kewenangan relatif. Eksepsi
Nebis in idem, suatu perkara tidak dapat diputus dua kali sehingga suatu perkara
yang sama antara pihak-pihak yang sama dan di pengadilan yang sama pula.
Putusan adalah produk Hakim dari hasil pemeriksaan dan penyelesaian
perkara di persidangan. Ada 3 (tiga) macam produk Hakim yaitu :
1. Putusan ialah pernyatan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari
pemeriksaan perkara gugatan (kontensius)
2. Penetapan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis
dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari
pemeriksaan perkara permohonan (volunteer)
3. Akta Perdamaian ialah akta yang dibuat oleh Hakim berisi hasil musyawarah/
kesepakatan antara para pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri
sengketa dan berlaku sebagai putusan.45
b. Fungsi Hakim
Fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesunggyuhnya dari apa yang
dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya
terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana
mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah
45 Internet gogel, Hukumacaraperdata.com, jum’at 3 September 2014,
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dilakukan oleh terdakwa, melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang
perbuatan terdakwa. Artinya hakim pengejar kebenaran materil secara mutlak dan
tuntas.
Di sini terlihat intelektualitas hakim yang akan teruji dengan dikerahkannya
segenap kemampuan dan bekal ilmu pengetahuan yang mereka miliki, yang semua
itu akan terlihat pada proses pemeriksaan perkara apakah masih derdapat
pelanggaran-pelanggaran dalam teknis yustisial atau tidak.
Hakim mulai dari menerima, memeriksa dan memutuskan perkara merupakan
bentuk ijtihad dan disitulah peranan hakim untuk mencari keadilan antara dua pihak
yang bersengketa. Hakim adalah mujtahid di Pengadilan Agama adalah sebagai
mujtahid nisbi >yaitu ijitihad yang dikenal dalam hadis al-shawa>b (benar) jika seorang
mujtahid berijtihad lalu benar maka baginya dua pahala, namun jika salah maka
baginya satu pahala:
 ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ٍرﺎﱠﻤَﻋ ُﻦْﺑ ُمﺎَﺸِﻫ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ﱡيِدْرَوَارﱠﺪﻟا ٍﺪﱠﻤَُﳏ ُﻦْﺑ ِﺰِﻳﺰَﻌْﻟا ُﺪْﺒَﻋ َﺣ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪ ُﻦْﺑ ُﺪِﻳَﺰﻳ
 ِدَﺎْﳍا ِﻦْﺑ ِﻪﱠﻠﻟا ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ ﱢﻲِﻤْﻴﱠـﺘﻟا َﻢﻴِﻫَاﺮْـﺑِإ ِﻦْﺑ ِﺪ ﱠﻤَُﳏ ْﻦَﻋ ٍﺪﻴِﻌَﺳ ِﻦْﺑ ِﺮْﺴُﺑ ْﻦَﻋ ٍﺲْﻴَـﻗ ِﰊَأ َﱃْﻮَﻣ
 ِصﺎَﻌْﻟا ِﻦْﺑ ِوﺮْﻤَﻋ ْﻦَﻋﻟا َلﻮُﺳَر َﻊَِﲰ ُﻪﱠَﻧأ ِصﺎَﻌْﻟا ِﻦْﺑ ِوﺮْﻤَﻋ ِﻪﱠﻠ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ُلﻮُﻘَـﻳ
 َلَﺎﻗ ٌﺮْﺟَأ ُﻪَﻠَـﻓ ََﺄﻄْﺧَﺄَﻓ َﺪَﻬَـﺘْﺟَﺎﻓ َﻢَﻜَﺣ اَذِإَو ِنَاﺮْﺟَأ ُﻪَﻠَـﻓ َبﺎَﺻَﺄَﻓ َﺪَﻬَـﺘْﺟَﺎﻓ ُﻢِﻛَﺎْﳊا َﻢَﻜَﺣ اَذِإ ُﺪِﻳَﺰﻳ
 ِﻪِﺑ ُﺖْﺛ ﱠﺪَﺤَﻓ ٍمْﺰَﺣ ِﻦْﺑ ِوﺮْﻤَﻋ َﻦْﺑ ِﺮْﻜَﺑ َﺎَﺑأ َﻘَـﻓ اَﺬَﻜَﻫ َلﺎ ِﻪﻴَِﻨﺛ ﱠﺪَﺣ َﺔَﻤَﻠَﺳ ُﻮَﺑأ ْﻦَﻋ َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ ِﰊَأ
Artinya:
Apabila seorang hakim hendak menetapakan suatu hukum kemjudian dia
berijtihad dan ternyata benar ijtihadnya, maka baginya dua pahala, dan
apabila dia hendak menetapkan hukum kemudian dia berijtihad dan ternyata
salah ijtihadnya maka untuknya satu pahala
Terdapat beberapa hadis menjelaskan tentang eksistensi ijtihad hakim dan
menghargai ijtihad tesebut sehingga sekalipun ijtihad itu salah, tetap masih
mendapat pahala dari Allah swt. Meski demikian, hal ini tidaklah berarti hakim
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diperbolehkan untuk berijtihad sekehendak nafsunya, tanpa memperhatikan terlebih
dahulu ketentuan-ketentuan yang ada sebagai dasar pertimbangan yang obyektif.
Kalaupun hakim diperbolehkan memutuskan perkara menurut ijtihadnya sendiri,
namun, terlebih dahulu diadakan musyawarah.46 Makanya dalam memutuskan
perkara ada hakim ketua dan hakim anggota yang telah mengerahkan upayanya
semaksimal mungkin untuk memutuskan satu perkara dengan jalan musyawarah.
Untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memberi keputusan. Hal ini
sesuai dengan hadis Nabi saw:
(ﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑا ﻩاور) ﻦﲤﺆﻣ رﺎﺸﺘﺸﳌا ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻲﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر لﺎﻗ لﺎﻗ ةﺮﻳﺮﻫ ﰊأ ﻦﻋ47
Artinya:
Dari Abi Hurairah, Rasulullah saw. bersabda: keputusan yang diambil
berdasarkan hasil musyawarah adalah terjamin. (HR. Ibnu Majah)
Jika seandainya peserta musyawarah tidak dapat bersatu paham, maka
hendaklah hakim mengambil mana yang lebih kuat dalilnya, dan apabila para ulama
yang diajak bermusyawarah tidak sesuai dengan pendapat hakim, maka hakim
hendaknya jangan tergesa-gesa menjatuhkan putusan, tetapi hendaklah para hakim
menanyakan pendapat ulama-ulama di tempat lain, mudah-mudahan dengan
keterangan ulama yang lain itu masalah yang akan diputuskan itu menjadi jelas dan
terang.48
46 Lihat wahbah al-Zuhaili al-Fikh Al-Islam Wa Adillatuh, Jilid VI (Cet.III; Surya: Dar al-
Fikr, 1409 H./1989 M.), h. 499
47 Ibnu Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, Juz II (Mesir: Isa al-Bab al- Halabi wa Syurakah, t.th.), h.
1233
48 Lihat T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Cet.II; Semarang:
PT. pustaka Rizki Putra, 2001), h. 63-64
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Hakim bermusyawarah sesuai dengan maksud hadis di atas, bukanlah
menunjukka bahwa hakim itu tak bebas menentukan keputusannya sendiri, namun di
makusudkan untuk mencari fakta-fakta yang jelas untuk kemudian diformulasikan
dalam suatu bentuk keputusan yang berkekuatan hukum yang pasti. Bukan hanya
berdasarkan praduga belaka. Sebab kriteria hakim yang bakal dimasukkan ke dalam
surga adalah melaksanakan kebenaran, bukan hanya sekedar mengetahui kebenaran.
Bahkan dengan mengetahui kebenaran kemudian ia tidak melaksanakannya, maka ia
akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebaliknya, seorang hakim yang selalu adil
dalam memberikan putusan, melaksanakan kebenaran dan keadilan, maka ia berada
dalam bimbingan Tuhan dan menjanjikannya dengan surga. Hakim yang demikian
itu mempunyai kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat.49
Demikian syari’at Islam memberikan berbagai aturan dalam menjatuhkan
suatu putusan, sehingga menjadi petunjuk bagi para hakim (penegak keadilan), dari
padanya kemudian diharapkan akan melahirkan keadilan sebagai cita-cita dari suatu
produk hukum.50 Sebagai mujtahid khusus yang berada di Pengadilan Agama hakim
sebagai pengganti Tuhan yang diharapkan menjadi pionir utama penegak keadilan
dan menjadi tauladan terhadap masyarakat sekitar.
D. Eksistensi Hakim dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan di Pengadilan
Agama
Jabatan hakim sebagai suatu profesi, memiliki kode etik yang harus dijadikan
dasar perilaku dan tindakan profesi hakim. Kode etik tersebut dirumuskan dengan
49Lihat Fatchur Rahman, Hadis-hadis Tentang Peradilan Agama (Cet.I; Jakarta: Bulan
Bintang, 1997), h. 19-22.
50Muhammad Kurdi, Kemandirian Hakim perspektif Hukum Islam,(cet. I Alauddin
Univercity Press 2002 ), h. 215
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maksud untuk melakukan pembinaan dan pembentukan karakter serta untuk
mengawasi tingkah laku hakim. Dengan demikian jika karakter telah terbentuk dan
perilaku hakim didasarkan pada patokan, diharapkan akan menumbuhkan
kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan.51 Dalam upaya mengawal
penegakkan hukum yang bersih dan berkeadilan, Komisi Yudisial telah berhasil
membuat rancangan dan mendorong terwujudnya Pedoman Etika Perilaku Hakim,
yang didasarkan pada The Bangalore Principle of Judicial Conduct.
Pedoman Perilaku Hakim yang dirancang Komisi Yudisial tersebut
merupakan sumbangan besar kepada Mahkamah Agung. Pengembangan prinsip
integritas hakim sebagai salah satu unsur dari Pedoman Perilaku Hakim itu perlu
dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.
Pengembangan prinsip integritas hakim itu antara lain berbunyi: (l) hakim
berperilaku tidak tercela; (2) menghindari konflik kepentingan; (3) mengundurkan
diri jika terjadi konflik kepentingan; dan (4) menghindari pemberian hadiah dari
pemerintah daerah walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi tugas-tugas
yudisial.
Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan tertinggi di Indonesia telah
mengapresiasi prinsip integritas hakim ini dan mengembangkanya menjadi 17
(tujuh belas) butir perilaku hakim. Prinsip utama dari pengembangan itu agar hakim
mempunyai kepribadian untuk tidak tergoyahkan, berani menolak godaan dan
intervensi, dan selalu berusaha melaksanakan tugas dengan cara-cara terbaik untuk
51Lihat Wildan Suyuthi, Kode Etik Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (code of
conduct). (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003) hlm. 33.
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mencapai tujuan yang baik.52 Butir-butir itu kemudian menjadi rambu-rambu bagi
perilaku Hakim, termasuk Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama
yang tertuang dalam Pedoman Perilaku Hakim53, yaitu sebagai berikut:
1. Berperilaku Adil
Adil pada hakikatnya mengandung arti “menempatkan sesuatu pada
tempatnya” (wadh’u syaein fi mahalih) dan memberikan sesuatu yang
menjadi haknya, yang didasarkan atas suatu prinsip, bahwa semua
orang sama kedudukannya di depan hukum. Tuntutan yang paling
mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi
kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang.
Karena itu, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di
bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum
yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-
bedakan orang. Dalam lingkungan peradilan, keharusan perlakuan
adil itu lebih banyak dibebankan kepada sosok hakim, karena dalam
proses persidangan, para hakim itu merupakan pemeran utama untuk
memeriksa dan mengadili perkara para pihak.
2. Berperilaku Jujur
52Pedoman Perilaku Hakim (code of conduct) ini ditetapkan oleh Mahkamah Agung pada
tanggal 22 Desember 2006. Namun penegakkan pedoman ini pada masa lalu belum menunjukkan
hasil. Beberapa kelemahan antara lain: (1) masih adanya semangat korps, (2)Hukum Acara
prosespemeriksaan Majelis Kehormatan Hakim dan Hakim Agung terlalu sederhana, dan (3)
kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemeriksaan.
53isublimasi dengan merujuk Pedoman Perilaku Hakim yang dikeluarkan oleh Mahkamah
Agung RI.
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Kejujuran pada hakikatnya bermakna dapat dan berani menyatakan
bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.
Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membang-
kitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang batil. Dengan
demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap
setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.
3. Berperilaku Arif dan Bijaksana
Arif dan bijaksana pada hakikatnya bermakna mampu bertindak
sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat (memiliki
kemampuan ta’akuli dan ta’abudi), baik norma-norma hukum,
norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan
dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu
memper-hitungkan akibat dari tindakannya itu. Perilaku yang arif
dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan
luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar
dan santun. Karena itu, dalam konteks tertentu perilaku Hakim
dibatasi, yakni dalam hal:
4. Bersikap Mandiri
Mandiri pada hakikatnya bermakna mampu bertindak sendiri tanpa
bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari
pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku
hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan
atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang
berlaku. Ketentuan itu menunjukkan bahwa Hakim harus
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menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh,
tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun
tidak langsung dari pihak manapun.
5. Berintegritas Tinggi
Integritas tinggi pada hakikatnya bermakna mempuyai kepribadian
utuh, tidak tergoyahkan, yang terwujud pada sikap setia dan tangguh
berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam
melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya
pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi,
dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan
kebenaran dan keadilan, dan selalu berusaha melakukan tugas dengan
cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang lebih baik.
6. Bertanggungjawab
Bertanggung jawab pada hakikatnya bermakna kesediaan dan ke-
beranian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik
mungkin serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan
tugas dan wewenangnya itu.. Rasa tanggung jawab akan mendorong
terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan
keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi
yang diamanatkan.
7. Menjunjung Tinggi Harga Diri
Harga diri pada hakikatnya bermakna bahwa pada diri manusia
melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan
dijunjung tinggi. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya
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Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan
tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga
kehormatan dan martabatnya sebagai aparatur peradilan.
8. Berdisiplin Tinggi
Disiplin pada hakikatnya bermakna ketaatan pada norma-norma atau
kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk
mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di
dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha
untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalah-
gunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.
9. Berperilaku Rendah Hati
Rendah hati pada hakikatnya bermakna kesadaran akan keterbatasan
kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap
bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terben-tuknya
sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, meng-hargai
pendapat orang lain, menumbuh-kembangkan sikap tenggang rasa,
serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di
dalam mengemban tugas.
10. Bersikap Profesional
Profesional pada hakikatnya bermakna suatu sikap moral yang
dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya
dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar
pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan
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mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan
mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk me-
ningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-
tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.
Namun demikian sebaik apapun pedoman perilaku hakim jika tidak diterap-
kan secara konsisten, maka ia hanya bernilai hukum yang dicita-citakan (idealnorm).
Penerapan secara konsekuen dan konsisten tentang pedoman perilaku hakim, pada
gilirannya diharapkan akan dapat mendorong timbulnya integritas yang tinggi di
kalangan para hakim.
Pengembangan profesionalitas hakim sangat dipengaruhi paling tidak oleh
dua hal yaitu: (1) model pendidikan dan latihan; (2) sistem pendidikan hakim secara
umum. Pendidikan tinggi hukum di Indonesia yang menganut civil law,
menghasilkan produk yang memiliki kesenjangan dengan kualifikasi di level praktis.
Walaupun dari segi regulasi, lembaga-lembaga pendidikan hukum itu telah
mengalami banyak kemajuan, yakni dengan penyempurnaan kurikulum serta
masuknya mata-mata kuliah pendukung, tetapi hal itu belum dapat menjamin
keluaran yang profesional dan siap pakai.
Apabila para lulusan Sarjana Hukum dari Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan
Sarjana Hukum Islam dari Fakultas Syari’ah baik negeri maupun swasta yang
memiliki keinginan kuat mengabdi sebagai penegak hukum di pelbagai lingkungan
peradilan dan diterima sebagai calon hakim54, tentunya masih memerlukan
54Dalam Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dijelaskan,
bahwa syarat menjadi hakim adalah pegawai negeri yang berasal dari calon hakim. Lihat pula UU
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, dan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara
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pendidikan dan pelatihan lebih lanjut untuk mengembangkan profesionalitas hakim
tersebut sebelum ia mengemban tugas pokok dan fungsinya dalam jabatan hakim.
Pendidikan khusus seperti itu pernah dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Badan
Peradilan Agama (Ditbinbapera) Departemen Agama bekerja sama dengan Fakultas
Syari’ah IAIN Sunan Gunung Djati dan IAIN lainnya pada tahun 1993-1995.55
Tentu saja hal itu sangat memerlukan alokasi pendanaan yang memadai, sarana dan
prasarana lainnya, di samping kemauan dan kebijakan politik dari pihak tekait.
Kegiatan akademik tersebut berarti turut mengatasi permasalahan yang
seharusnya diselesaikan oleh fakultas-fakultas hukum dan fakultas syari’ah. Pada
umumnya pendidikan tinggi hukum dan fakultas syari’ah menyajikan kurikulum
yang diimplementasikan dalam mata kuliah Ilmu-ilmu Hukum atau Teori Hukum.
Sementara kajian mengenai putusan-putusan hakim, dakwaan jaksa, atau pledoi para
advokat terbatas pada beberapa matakuliah yang beban sks-nya sangat terbatas. Ini
tentu dapat dimaklumi, karena pendidikan tinggi hukum dan fakultas syari’ah adalah
pendidikan akademik bukan pendidikan profesional. Namun demikian sekarang
mulai disadari bahwa pendidikan tinggi hukum dan fakultas syari’ah memandang
perlu dan saatnya untuk mempersiapkan praktisi hukum handal dan siap pakai di
masa yang akan datang.
Karena itu, di beberapa lembaga pendidikan tinggi seperti Fakultas Syari’ah
IAIN, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN dan Fakultas Hukum telah dialokasikan
55Saat itu pembinaan organisasi dan finansial Badan Peradilan Agama berada di bawah
Departemen Agama RI, sementara pembinaan yustisial berada di bawah naungan Mahkamah Agung
RI. Kerjasama Pendidikan Calon Hakim antara pihak Ditbinbapera Departemen Agama dengan
Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, masing-masing ditandatangani oleh Drs. H.
Zainal Abidin Abubakar, SH (Direktur Ditbin-bapera) dan Prof. Drs. H.O. Taufiqullah (Dekan
Fakultas Syari’ah IAIN Bandung).
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porsi bagi pelatihan keterampilan profesional, baik melalui metode perkuliahan
konvensional seperti mata kuliah Hukum Acara Peradilan dan Kemahiran Hukum,
maupun berupa pembekalan insidental melalui praktik keahlian hukum dan praktik
mata kuliah yang berbobot praktikum dan praktik lapangan. Bahkan dalam tataran
praktis, para mahasiswa juga diberikan penekanan dan penguatan kemampuan
akademik untuk memiliki pengalaman batin melalui praktik kerja lapangan dan
simulasi persidangan (moot court). Di samping itu, hampir setiap Fakultas Syari’ah
dan Fakultas Hukum telah memiliki Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum dan
Laboratorium Hukum, yang tupoksinya antara lain menyelenggarakan pendidikan,
latihan keterampilan dan kemahiran hukum serta membantu mahasiswa yang
memiliki komitmen kuat untuk menggali berbagai persoalan hukum, meningkatkan
kemampuan dan keterampilan serta menambah pengalaman batin menyelesaikan
persoalan hukum.
Prinsip keterbukaan putusan pengadilan yang sudah digulirkan oleh beberapa
Pengadilan Tinggi melalui media informasi dan teknologi, ternyata dapat diakses
oleh pelbagai pihak yang berkepentingan, termasuk dapat diakses oleh kalangan
akademisi. Dengan demikian mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika
memiliki kesempatan yang sama untuk mendiskusikan secara terbuka putusan-
putusan pengadilan. Dengan begitu, mahasiswa dapat berar-gumen secara logis,
menganalisis secara akurat permasalahan hukum yang berkembang, memahami
prinsip-prinsip hukum dan penerapannya dalam praktik. Di sisi lain, prinsip
keterbukaan putusan hakim tersebut juga dapat mendorong hakim lebih berhati-hati
dalam membuat putusan, sebab hasil kerjanya akan menjadi bahan diskusi dan
perdebatan akademik. Apabila prinsip itu telah diberlakukan di semua level dan
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semua lingkungan pada peradilan di Indonesia, sudah barang tentu diharapkan
mendorong hakim memutus perkara lebih profesional.
Peranan hakim sebagai penerima,pemeriksa dan pemutus perkara tidak akan
tercapai dengan baik apabila hakim tersebut tak memiliki integritas dan bukan
hakim yang profesionalisme sebagaimana yang telah disebutkan. Hakim sebagai
penemu hukum terhadap putusan yang telah di terbitkannya, sesuai dengan
kesepakatan hasil musyawarah para hakim dalam satu majlis. Bentuk kesepakatan
tersebut merupakan satu produk hukum yang akan menjadi sumber hukum
(yurisprudensi) terhadap hakim dilingkungan Mahkamah Agung.
Ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara adalah bagian yang tak terpisahkan
dari unsur yang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang hakim yang profesional.
Persoalan peranan ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara terkhusus perkara
kewarisan adalah hal menarik untuk dikaji. Persoalan klasik yang masih tetap saja
menjadi tantangan dalam pengembangan dan peningkatan kinerja hakim di
pengadilan agama adalah bagaimana hakim dalam berijtihad untuk menetukan nasib
masyarakat yang bersengketa sebab harta, kurangnya tenaga hakim dan tenaga yang
profesional, yakni hakim yang memenuhi tiga persyaratan yaitu menguasai bahasa
Arab dan kaedahnya, menguasai metodologi ijtihad dan menguasai kewarisan secara
detil menjadi tantangan bagi para calon hakim untuk terus belajar dan membenahi
diri demi memperbaiki citra hakim di mata masyarakat.
Perkara kewarisan menjadi kewenangan Pengadilan Agama ketika terjadi
sengketa itu menggambarkan bahwa pemahaman masyarakat tentang pembagian
harta warisan yang klasik namun benar sesuai dengan kesepakatan keluarga, dan
mendatangi Pengadilan Agama ketika terjadi sengketa.
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Kewenangan Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara kewarisan
dengan melihat sumber hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Yang
di maksud dengan “waris” pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam adalah
penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan,
penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta
peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang
tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing
ahli waris.56
E. Kerangka Pikir
Kerangka teori atau kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang
bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diindentifikasi
sebagai masalah yang penting.57 Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu
dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variable atau lebih.
56 Abdul Manan, Peradilan Agama di Indonesia (disampaikan pada pendidikan CAKIM thn
2013, di mega mendung hari senin 27 januari 2013)
57Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
(Cet. IX; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 91.
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Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research),
yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya.
Berdasarkan sub masalah penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif
kualitatif, bermaksuduntukeksplorasidanklarifikasidan memotret situasi sosial yang
akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Masalah dalam penelitian
kualitatif masih bersifat sementara, tentatif dan akan berkembang atau berganti
setelah peneliti berada di lapangan.58
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama, yang terdiri dari 3 lokasi
penelitian yakni:
1. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Maros terletak di Jalan Jend.
Sudirman No. 9 Telp. (Fax) 0411 – 371137 Maros 90511
2. Pengadilan Agama Pangkep terletak di Jalan Poros Makassar-Pare-pare,
Mattampa Telp. 0410-21058, Kec. Bungoro – Kab. Pangkep
3. Pengadilan Agama Barru terletak di Jalan Sultan Hasanuddin No.111 Telp. 0427
– 322000 Fax 0427 – 21771 Barru 90711
Penulis, belum menemukan penelitian yang membahas masalah peranan
ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan Agama Agama
58Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
(Cet. IX; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 225.
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Maros, Pangkep dan Barru. Pengadilan Agama sebagai tempat untuk mencari
keadilan bagi masyarakat merupakan pilar dalam pembentukan masyarakat yang adil
dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan ajaran
syariat islam.
B. Pendekatan Penelitian
Berdasarkan judul kajian tesis ini serta untuk memberikan pembahasan yang
sangat kompleks melalui penelitian, maka diperlukan beberapa pendekatan
fenomenologi dan pendekatan lain yang relevan untuk mendukung objektifitas
penelitian ini. Untuk menghimpun data lapangan digunakan pendekatan
multidisipliner yaitu sesuatu disiplin ilmu secara tunggal mengembangkan ilmunya
dengan menggunakan konsep ilmu lain.59Adapun pendekatan yang digunakan pada
penelitian ini adalah pendekatan teologis normatif, yuridis, pedagogis dan
psikologis: Keempat pendekatan ini digunakan dengan pertimbangan yaitu:
1. Pendekatan teologis normatif adalah pendekatan yang menghubungkan kajian
penelitian dengan al-Qur’an dan hadis.
2. Pendekatan yuridis Pendekatan tersebut digunakan karena penelitian ini
berhubungan dengan aturan dan kebijakan pemerintah yaitu Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewarisan.
3. Pendekatan sosiologis60Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui kondisi
sosial masyarakat, baik yang terkait dengan perbuatan hukum, konsepsi, nilai,
59Noeng Mahajir, Metodologi Penelitian  Kualitatif(Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Selatan,
1998), h. 62.
60 Sosiologis adalah ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan
struktif, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini suatu
fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan,
mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Lihat :
Abuddin Nata, h. 39.
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dan kebiasaan masyarakat di daerah Maros, pangkep dan Barru dalam hal
penyelesaian kewarisan dalam keluarga masing-masing tiap daerah yang telah
diajukan ke pengadilan setempat dan bagaimana Hakim menyelesaikan perkara
tersebut dengan baik.
Menurut hemat penulis dalam menghimpun data di Pengadilan Agama
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan multidisipliner yakni
menggunakan beberapa pendekatan dan untuk menghimpun data dengan
menggunakan disiplin ilmu secara tunggal mengembangkan ilmunya dengan
menggunakan konsep ilmu lain.
C. Sumber Data dan Jenis Data
1. Sumber Data
Dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif, yang telah
menetapkan populasi dan sampel. Sedangkan kualitatif menggunakan sumber data
mengacu pada hal tersebut, penulis dalam menetapkan sampel sumber data dengan
menggunakan sistem purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber
data memperhatikan pertimbangan unsur atau kategori dalam populasi.61Serta
snowball sampling, artinya sumber informasi yang diperlukan berkembang terus
sampai mendapat jawaban yang memuaskan.62 Sumber data dalam penelitian ini
adalah subjek dari data dapat diperoleh untuk memudahkan mengidentifikasi sumber
data, dikalsifikasikan menjadi tiga bagian yang sering diistilahkan oleh
61Muhammad Arif Tiro, Nurhidayah, Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Survei (Cet. I;
Makassar: Andira Publisher, 2011), h. 165.
62Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D ,h.
300.
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SuharsimiArikunto yaitu: person sumber data berupa manusia, sumber data berupa
place(tempat), dan sumber data paper; yaitu berupa simbol.63
2. Jenis Data
Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan
data sekunder. Kedua data tersebut didapatkan melalui sumber tertentu, yakni:
a. Data primer sebagai data utama yang diperoleh melalui wawancara secara
mendalam terhadap para hakim, serta informan yang mengetahui data dan
informasi yang dibutuhkan.
b. Data sekunder yaitu data yang diambil berupa dokumen-dokumen kepustakaan,
kajian-kajian teori, karya ilmiah yang ada relevansinya dengan masalah yang
diteliti.
Adapun yang menjadi sumber data adalah para hakim, pegawai di lingkungan
Pengadilan Agama, serta berbagai dokumen yang terkait dengan penelitian.
D. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian kualitatif, penulis adalah instrumen utama dalam peng-
galian dan eksplorasi data yang bersifat naturalistik di lapangan. Instrumen lain yang
digunakan adalah:
1. Pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan tanya jawab
atau dialog langsung dengan para hakim dan pegawai pengadilan sebagai
penerima perkara, wawancara dengan beberapa hakim, hakim perempuan dan
laki-laki serta informan sehubungan dengan perannya dalam menerima,
memutuskan dan menyelesaikan perkara juga menggunakan alat rekamanya itu
HPrecorder.
63Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XIII; Jakarta:
Rineka Cipta, 2006), h. 129.
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2. Menggunakan field note atau catatan lapangan dalam melakukan observasi
yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung
terhadap objek yang diteliti yakni peranan ijtihad hakim dalam penyelesaian
perkara kewarisan di Pengadilan Agama Maros, Pangkep dan Barru
3. Dokumentasi yaitu: data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-
dokumen penting terkait dengan topik penelitian, adapun instrumen yang
digunakan berupa tape recorder, kamera dan catatan lapangan, berupa catatan
deskriptif dan reflektif.
E. Metode Pengumpulan Data
Sebagai penelitian lapangan (field research), metode yang digunakan dalam
pengumpulan datanya adalah melalui wawancara, observasi, angket, dan triangulasi
data. Triangulasi data terdiri atas dua, pertama adalah triangulasi teknik, maksudnya
mengumpulkan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang
sama. Kedua adalah triangulasi sumber, maksudnya mendapatkan data dari sumber
yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.
Adapun jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, sebab penelitian ini
berusaha untuk mengungkap keadaan yang bersifat ilmiah.64 Penulis melakukan
penelitian untuk mengungkap keadaan yang ada di Pengadilan Agama, ada tiga
lokasi tempat penelitian penulis untuk mengungkap keadaan yang ada di lapangan.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Teknis pengolahan dan analisis data merupakan cara yang digunakan untuk
menguraikan keterangan-keterangan atau data yang diperoleh di lapangan agar data
64Umam U.dkk, Metode Penelitian Agama:Teori dan Praktek (Tc.; Jakarta: Raya Grafindo,
2006), h. 70.
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tersebut dapat dipahami oleh orang yang mengumpulkan data. Data yang diperoleh
dari penelitian dianalisis agar memperoleh data yang valid untuk disajikan sesuai
dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini penulis mengunakan tiga tahap
dalam melakukan analisis data yaitu:
1. Reduksi data, semua data di lapangan dianalasis sekaligus dirangkum, dipilih
hal-hal yang pokok dan difokuskan pada masalah pokok yang dianggap
penting, dicari tema dan polanya sehingga tersusun secara sistematis dan
mudah dipahami.
2. Display data, yaitu teknik yang digunakan oleh penelitian agar data yang
diperoleh jumlahnya banyak dapat dikuasai dan dipilih secara fisik dan dibuat
dalam bagan, membuat display merupakan analisis pengambilan keputusan.
3. Verifikasi data, yaitu teknik analisis data yang dilakukan oleh penelitian dalam
rangka mencari makna data dan mencoba untuk mengumpulkannya. Pada awal
kesimpulan data masih kabur penuh dengan keraguan tetapi dengan ber-
tambahnya data dan diambil suatu kesimpulan pada akhirnya akan ditemukan
dengan mengelolah data.65
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan data dimaksudkan untuk memberikan gambaran
mengenai kebenaran data yang ditemukan di lapangan digunakan triangulasi.
Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai
cara dan berbagai waktu. Ada beberapa triangulasi yaitu:
1. Triangulasi Sumber
65Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D ,h.
338.
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Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara
mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Yakni dideskripsikan,
dikategorisasikan, pandangan yang sama, yang berbeda dan lebih spesifik dari
sumber data yang dimaksud. Data yang telah dianlisis oleh penulis yang meng-
hasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dilakukan kesepakatan (member chek) dengan
sumber data. Member chek adalah proses pengecekan data yang diperoleh penulis
kepada pemberi data, tujuanya adalah agar informasi yang diperoleh akan digunakan
dalam menulis laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.
2. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan
cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya data
diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi. Bila dengan
tiga teknik pengujian kredibiliatas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-
beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang
bersangkutan atau orang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar
atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangannya berbeda-beda.66
3. Triangulasi Waktu
Penelitian yang ingin menghasilkan kredibilitas sebuah data yang
dipengaruhi oleh waktu. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, di pagi
hari ada saat informan masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data
yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas
data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan cara wawancara,
observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji
66Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D ;h.
274.
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menghasilkan data berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai
ditemukan kepastian datanya.67
Penelitian deskriptif yang dilakukan dalam tulisan ini diharapkan
memberikan gambaran yang jelas dan sistematis kepada pembaca mengenai peranan
ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara kewarisan. Dalam kaitannya dengan
peranan ijtihad hakim maka diharapkan kepada para hakim, agar menerapkan fikih
mawaris di Pengadilan Agama tempat bertugas masing-masing.




EKSISTENSI IJTIHAD HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA
KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA
A. Eksistensi Hakim Pengadilan Agama Maros, Pengadilan Agama Pangkep,
Pengadilan Agama Barru
1. Profil Pengadilan Agama Maros
Pengadilan Agama Maros berlokasi di Jalan Jend. Sudirman No. 9
Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Pengadilan Agama Maros dibentuk berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 tertanggal 5 Oktober 1957 dan Surat
Penetapan Menteri Agama No. 5 tahun 1958 tertanggal 6 Maret 1958.
Perjalanan Pembentukan Pengadilan Agama Maros. Masa sebelum
penjajahan, Peradilan agama telah dikenal bersamaan masuknya agama Islam di
Indonesia  dengan menunjukkan keberadaannya sekaligus berfungsi sebagai
penasehat bagi kesultanan Islam, hal ini berlangsung sampai masa penjajahan
Belanda.
Masa kemerdekaan, Pada tahun 1946 Presiden RI telah menetapkan
Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tanggal 21 November 1946 tentang Pencatatan
Nikah, Talak dan Rujuk. Dengan meningkatnya tugas-tugas bidang kepenghuluan
dan pencatatan NTCR maka atas resolusi konprensi jawatan agama seluruh Jawa dan
Madura tanggal 12 s/d 16 November 1947 menetapkan formasi yang terpisah dari
penghulu kabupaten. Terjadilah pemisahan fungsi dan tugas antara penghulu
kabupaten sebagai kepala pegawai pencatat nikah dengan penghulu hakim, yakni
ketua pengadilan agama sebagai qa>di dan Hakim Syara’.
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Pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, peradilan agama sudah
sejajar dengan lembaga peradilan lainnya di Indonesia dalam berbagai hal di bawah
naungan Mahkamah Agung, termasuk usia pensiun hakim, begitupula pada pasal 49
undang-undang tersebut menambahkan kewenangan peradilan agama dalam hal
Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah.
Sejak berdirinya Pengadilan Agama Maros telah dipimpin oleh ketua
Pengadilan, dan mengalami pergantian pucuk pimpinan sebanyak 10 kali, namun
saat peneliti mengambil data ini pucuk pimpinan tertinggi masih lowong.
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2. K. H. Abd. Hakim III/c S L T A 1977 - 1984
3. K. H. Alwi Ali III/c S L T A 1984 - 1991
4. Drs. M. Tahir Hasan IV/a Sarjana (S.1) 1991 - 1995
5. Drs. M. Djufri Ahmad,
S.H.
III/d Sarjana (S.1) 1995 - 1997
6. Drs. H. M. Kamil, S.H. IV/a Sarjana (S.1) 1997 – 1999
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8. Drs. Muh. Arief Musi,
S.H.
IV/a Sarjana (S.1) 2004 – 2008
9. Drs. Usman S., S.H. IV/b Sarjana (S.1) 2008 – 2010





Sumber data: Wasek Pengadilan Agama Maros, 2013
a. Keadaan Perkara Kewarisan Pengadilan Agama Maros
Perkara yang ditangani Pengadilan Agama Maros mayoritas perkara
talak/cerai dan cerai/gugat. Adapun perkara kewarisan di tangani Pengadilan
Agama ketika tidak terdapat kesepakatan damai dalam keluarga  oleh   penggugat
dan tergugat.
Keadaan perkara di Pengadilan Agama Maros pada tahun 2013 mulai dari
bulan Januari sampai bulan Desember, laporan perkara yang diterima sebanyak
505 jumlah perkara, dengan rincian sebagai berikut: cerai talak sebanyak 86
perkara, cerai gugat sebanyak 366 perkara, harta bersama 1 perkara, perwalian 1
perkara, itsbat nikah 28 perkara, dispensasi kawin 8, kewarisan 5 perkara, hibah 1
perkara, P3PH/penetapan ahli waris 9 perkara.
Selanjutnya perkara yang diputus di Pengadilan Agama Maros pada tahun
2013 sebanyak: 485 perkara, dengan rincian sebagai berikut: cerai talak 31
perkara, cerai gugat 324 perkara, itsbat nikah 26perkara, dispensasi kawin
7perkara, penetapan ahli waris 9perkara, ditolak 3 perkara, tidak diterima 11
perkara, gugur 10 perkara, dicoret dari registrasi 1 perkara.
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2. Profil Pengadilan Agama Pangkep
Kebijakan umum Peradilan Agama dalam pencapaian atas pelaksanaan
tugas pelayanan publik di bidang hukum dan keadilan, yang menuju visi dan misi
Mahkamah Agung yakni terwujudnya badan peradilan yang agung, dan
penyelenggaraan peradilan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta
mendorong percepatan agenda penegakan (supremacy) hukum yang diamanatkan
oleh reformasi di bidang hukum, dan hal ini pula telah dicanangkan Mahkamah
Agung berdasarkan ”Blue Print” Mahkamah Agung Tahun 2010-2035.
Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
keterbukaan informasi publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
pelayanan publik, pada dasarnya lembaga peradilan pada umumnya dan Pengadilan
Agama Pangkajene pada khususnya telah melakukan langkah-langkah ke arah
transparansi peradilan sebagai suatu kebijakan dengan melaunching website sendiri
yang berisi berbagai informasi perkara dan dapat diakses dalam
http://www.papangkep.net. Sehubungan dengan itu, sarana surat menyurat melalui
e-mail, Pengadilan Agama Pangkajene mempunyai 2 (dua) buah email yakni: pa-
pangkep@yahoo.com dan ppapangkajene@gmail.com.
Selama berdirinya pengadilan Agama Pangkep telah mengalami beberapa








1. K. H. Abdul Hannan III/a S L T A 1958 – 1964
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2. K. H. Burhanuddin III/c S L T A 1964 – 1976
3. K. H. Husain Hamzah III/c S L T A 1976 – 1986
4. Drs. M. Saleh Hasanuddin IV/a Sarjana (S.1) 1986 – 1990
5. K.H.Mudatsir Roci,MA III/d Sarjana (S.2) 1990 – 1998
6. Drs. Anwar Rahman IV/a Sarjana (S.1) 1998 – 2004
7. Drs. H. Abd. Rahman
Baso
IV/a Sarjana (S.1) 2004 – 2005





9. Drs.H. Hasanuddin., M.H. IV/b Pasca Sarjana
(S.1)
2008 – 2012
10. Drs. Suryadi, S.H., M.H. IV/b Pasca Sarjana
(S.2)
2012- sekarang
a. Keadaan Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Pangkep
Perkara kewarisan yang masuk di Pengadilan Agama Pangkep tahun 2013
hanya ada tiga perkara, dua yang dikabulkan oleh hakim dan satu perkara yang
ditolak karena tidak memenuhi syarat dianggap sebagai sebuah gugatan.
Hakim sebagai konstentir memilih dan memeriksa mana gugatan yang layak
dikabulkan dan mana yang ditolak sebab tidak memenuhi syarat dianggap sebagai
bahan gugatan.
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Dari data terlihat bahwa perkara kewarisan di Pengadilan Agama Pangkep
selama tahun 2013 hanya 2 perkara.
3. Profil Pengadilan Agama Barru
Ajaran Islam masuk di daerah Barru pada abad ke-16 yang dibawa oleh
Khatib/Ulama yang bernama Dato Bandang di Tanete Lalabata. Setelah Islam
semakin berkembang maka dikenallah adanya satu aturan Hukum, yaitu Hukum
Islam.
Pada zaman Hindia Belanda, Pengadilan Agama mulai dikenal oleh masyarakat
Islam dengan nama Mahkamah Syari’ah. Tiap-tiap kerajaan mengangkat seorang
qa>di yang diserahi tugas memimpin sidang dan mempunyai wilayah yurisdiksi
masing-masing, meliputi Kerajaan Tanete dengan wilayah yurisdiksi Tanete Rilau
dan Tanete Riaja, Kerajaan Barru dengan wilayah yurisdiksi Barru, Kerajaan Balusu
dengan wilayah yurisdiksi Kiru-kiru dan sebagian daerah Soppeng Riaja dan
Kerajaan Nepo dengan wilayah yurisdiksi Nepo.
Kerajaan Tanete dengan qa>di bernama La Waru Dg. Teppu (abad ke-16),
Kerajaan Barru dengan qa>di bernama H. Jamaluddin (abad ke-20), Kerajaan Balusu
dan Kiru-kiru/Soppeng Riaja dengan qa>di bernama Coa (Tahun 1920), dan Kerajaan
Nepo dengan qa>di bernama H. Taberang (1928).
Keempat Wilayah tersebut di atas masuk dalam Wilayah kabupaten Barru.
Dengan demikian, wilayah yurisdiksi meliputi kerajaan dan tiap-tiap daerah kerajaan
mempunyai seorang qa>di dan dua orang Hakim anggota serta didampingi seorang
sekretaris, mereka bersidang di serambi Mesjid sehingga Mahkamah Syari’ah di
Barru sering dinamakan Pengadilan Serambi.
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Keadaan tersebut di atas berlangsung sampai zaman pemerintahan Jepang yakni
tahun 1942 yang menetapkan bahwa semua undang-undang dan peraturan yang
berasal dari pemerintahan Hindia Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan
dengan kepentingan tentara Jepang.
Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka eksistensi
Pengadilan Agama Barru sangat kuat dan telah melaksanakan putusannya sendiri,
sehingga masyarakat telah menilai bahwa Pengadilan Agama Barru sudah sama
dengan pengadilan lainnya.
Sejak berdirinya Pengadilan Agama Barru telah dipimpinan oleh ketua
pengadilan adapun ketua-ketua yang pernah memimpin sebagai berikut:


















































Drs.H. Ambo Asse, S.H.,
M.H.













Sumber data: TU PA Barru, 2014
a. Keadaan Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Barru
Pengadilan Agama Barru sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2013
telah menerima 546 perkara, dan sisa tahun 2012 sebanyak 32 perkara, jadi total 578
perkara.
Dari jumlah perkara yang diterima pada tahun 2013 setelah dirinci hanya 5
perkara kewarisan sepanjang tahunnya dari perkara yang di putuskan sebanyak 498
perkara, menunjukkan bahwa perkara kewarisan menjadi perkara yang minoritas
diperhadapkan oleh para hakim di Pengadilan Agama, sebab di Pengadilan Agama
Pangkep dan Maros pun demikian.
Pimpinan Pengadilan Agama Barru juga menggalakkan adanya sidang
keliling terhadap para hakim secara bergantian, sebagai hakim yang professional dan
berintegritas tinggi dalam tanggungjawabnya harus mentaati peraturan yang telah
ditetapkan oleh pimpinan.
Jumlah kegiatan sidang keliling pada tahun 2013, sebanyak 16 kali, dengan
jumlah perkara yang disidangkan adalah 61 perkara68.
68 Sumber Data, Wasek Pengadilan Agama Barru 2014
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Dari gambaran keadaan diatas, dalam pelaksanaan penerimaan perkara
sampai tahap penyelesaiannya terdapat 5 perkara kewarisan dari 546 perkara yang
ditangani, itu menandakan bahwa perkara sengketa waris di Pengadilan Agama
Barru sangat minim.
Setelah melihat data dari ketiga Pengadilan Agama tempat peneliti
mengadakan penelitian, dapat diketahui sebagai berikut; pertama perbedaan jumlah
hakim antara ketiga Pengadilan tersebut, di Pengadilan Agama Maros memiliki
hakim sebanyak 8 orang, di Pengadilan Agama pangkep hanya 5 orang dan di
pengadilan Agama Barru 12 orang.
Kedua keadaan hakim pada pucuk pimpinannya diawal berdirinya ketiga
Pengadilan Agama (Maros, pangkep dan Barru) mempunyai ketua dari kalangan
kiyai/ulama, dari data tersebut dapat di pahami bahwa yang dapat di terima menjadi
hakim di Pengadilan Agama harus menyandang gelar kiyai.
Ketiga perkara kewarisan yang ditangani Pengadilan Agama sangat minim
terlihat dalam setahunnya, Pengadilan Agama Maros hanya menerima dan
memutuskan 5 perkara kewarisan, Pengadilan Agama Pangkep hanya 2 sedangkan
Pengadilan Agama Barru 5 perkara.
4. Integritas dan Profesionalisme Hakim Pengadilan Agama Maros,
Pangkep dan Barru
Hakim adalah profesi yang sangat penting dan menentukan berjalannya
sistem peradilan. Hakim melalui putusannya dapat mengalihkan hak kepemilikan
seseorang, menghilangkan hak hidup orang lain karena vonis mati yang dijatuhkan ,
mencabut kebebasan warga Negara, menyatakan sah tidaknya tindakan sewenag-
wenang pemerintah terhadap warga negaranya. Profesi istimewa yang disandangkan
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kepada hakim karena profesi ini sering dianggap sebagai “representasi Tuhan” dalam
menciptakan keadilan di muka bumi. Sementara dinyatakan sebagai profesi yang
dimuliakan dapat dilihat dari penyebutannya yang mulia atau yang terhormat yang
dilekatkan pada pengemban profesi hakim. Sebutan ini tentunya menggambarkan
profesi hakim memiliki posisi penting dan terhormat di dalam masyarakat.
Integritas dapat dimaknakan dengan ”suatu sifat, mutu atas keadaan yang
menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang
memancarkan kewibawaan dan kejujuran”69 Dalam pandangan Komisi Yudisial,
prinsip integritas itu sebagai sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan
tidak tergoyahkan.70Dalam konteks jabatan hakim selaku pejabat negara yang
ditugasi menegakkan hukum dan keadilan, unsur integritas calon hakim itu dapat
diperoleh melalui rekrutmen dan seleksi yang ketat dan baik. Namun demikian,
integritas itu harus dipupuk dan dikembangkan secara berkelindan melalui
pendidikan dan latihan. Jika seorang hakim memiliki integritas, dengan sendirinya ia
memiliki potensi, dan kemampuan yang pada akhirnya akan melahirkan kewibawaan
dan kejujuran.
a. Pengadilan Agama Maros
NO. N A M A
PENDIDIKAN





S1 Da'wah - Penataran P4
S1 Fak. Hukum
Ilmu Hukum - Administrasi Kepaniteraan
69Lihat Kamus Umum Bahasa Indoensia Edisi ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka) hlm. 347.
70Mustafa Abdullah. Pengembangan Integritas dan Profesionalisme Hakim. Makalah
disampai-kan dalam Diskusi Panel Pembangunan Hukum Nasional: Arah Pengembangan Sistem
Peradi-lan di Indonesia, 24-27 April 2007. Yogyakarta, UGM, h. 4
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S2 Ilmu Hukum - SPADA
- Penataran Jurusita Pengganti
- Pendidikan Calon Hakim Agama
- Pelatihan Teknis Yustisial bagi Hakim







- Pra Jabatan Tk. I
- Penataran Administrasi Kepaniteraan
Peradilan
- Penataran Panitera
- Penataran Administrasi Kepegawaian
- ADUM
- Pendidikan Calon Hakim Agama




PTA Makassar, Ambon, Jayapura.
- Pelatihan Teknis Fungsional
Peningkatan







DIII Syari'ah - Penataran Panitera/Panitera Pengganti
S1 Peradilan Agama
Islam
- Penataran tingkat Instansi Type B
angkatan IV
- Penataran Hakim PA se-Sulawesi dan
Maluku
- Pelatihan Teknis Yustisial peningkatan
pengetahuan
hukum hakim peradilan agama.




- Pra Jabatan Tk. II
- Penataran Tenaga Administrasi
Kepaniteraan PA
- Penataran Administrasi kepegawaian
- Pendidikan Calon Hakim Pengadilan
Agama
- Penataran singkat dan penemuan hukum
dan
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pemecahan masalah hukum dalam rangka
pelatihan
teknis yustisial hakim agama.
- Aktualisasi hukum Islam dalam rangka
Pembangunan hukum nasional.







DIII Syari'ah - Pra Jabatan Tk. III
S1 Perdata Pidana
Islam - SEPADA




S1 Ilmu Hukum - Pra jabatan Tk. III
S1 Tafsir Hadist - Program Pendidikan Calon Hakim PA
- Pelatihan Teknis Yustisial Peningkatan









Bagi Hakim PA wilayah hukum PTA
Makassar.
- Dilat Calon PP
- Diklat Teknis Hisab Rukyat






S1 Hukum Perdata - Pra Jabatan Tk. III
S2 Hukum Tata
Negara
- Diklat Calon Hakim
9 Marwan,
S.Ag., M.Ag.





- Pra Jabatan Tk. III
- Pendidikan dan pelatihan Calon Panitera
Pengganti
- Pendidikan Teknis Hisab Rukyat
- Pelatihan Teknis Fungsional Jurusita
Pengganti
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Peradilan Agama Wilayah PTA
Makassar.
- Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim
PA.
b. Pengadilan Agama Pangkep








- Pelatihan Teknis Yustisial Peningakatan
Pengetahuan Hukum Hakim Peradilan
Agama
- Pelatihan Sertifikasi Mediasi
- Pembinaan Admistrasi Kepegawaian








- Pra Jabatan Tk. II
- Diklat Hakim Pegawai Pengadilan
Agama
- Pelatihan teknis yustisial peningkatan
Pengetahuan Hukum Hakim Peradilan
Agama








- Prajab tingkat III
- Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim








- Prajab Tingkat III
- Diklat Teknis Yustisial Hakim Agama
- Diklat Pengetahuan Hukum Hakim
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Peradilan Agama











- Pra Jabatan Tk. III
- Pendidikan Panitra Pengganti
- Pelatihan ADUM
-Pendidikan CAKIM
c. Pengadilan Agama Barru












- Pelatihan Teknis Yustisial Peningakatan





- Pelatihan Sertifikasi Mediasi
-S2 Universitas
Indonesia Timur
- Pembinaan Admistrasi Kepegawaian














- Diklat Hakim Pegawai Pengadilan
Agama
- Pelatihan teknis yustisial peningkatan
Pengetahuan Hukum Hakim Peradilan
Agama








- Prajab tingkat III
- Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim







- Prajab Tingkat III
- Diklat Teknis Yustisial Hakim Agama
- Diklat Pengetahuan Hukum Hakim
Peradilan Agama






Hasma DIII Syari'ah - Pra Jabatan Tk. III
S1 Syari’ah IAIN
Alauddin Makassar









- Pra jabatan Tk. III










- Pra jabatan Tingkat.III
S2 Hukum Islam
UMI Makassar
-Pendidikan CAKIM Angk.III Peradilan
Agama Se-Indonesia







- Pra Jabatan Tk. IIIa











- Pra jabatan Tingk.III
-Pendidikan CAKIM Angk.III Peradilan
Agama Se-Indonesia





-Pra jabatan Tingk.III pendidikan CAKIM
Peradilan Agama
-Pelatihan Ekonomi Syar’ah
Sesuai tabel di atas keadaan hakim pengadilan Agama Maros, Pangkep dan
Barru dapat disimpulkan bahwa para hakim di kantor Pengadilan Agama tersebut
memiliki hakim yang berintegritas dan berkualitas dengan melihat pendidikan
formal yang telah dicapai serta pendidikan nonformal yang telah dilalui selama
menjabat hakim, dan memiliki profesionalime kerja yang mempuni untuk
melakanakan tugasnya sebagai hakim yaitu menerima, mengadili dan memutuskan
perkara. Demikian pula sesuai komentar dari ketua Pengadilan Agama masing-
masing hakim telah memiliki kinerja yang baik sesuai dengan kode etik hakim.
B. Gambaran Eksistensi Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan
di Pengadilan Agama Maros, Pangkep dan Barru.
Ijtihad merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang
dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Hakim atau mujtahid sebagai
penemu hukum di Pengadilan Agama di tuntut untuk melakukan perilaku rasional
ini, menunjukkan kesungguhannya dalam menyelesaikan suatu perkara demi
terciptanya perdamaian antara kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat
yang saling bersengketa.
Pengadilan Agama yang bernaung di bawah Mahkamah Agung merupakan
tempat khusus yang formal untuk mencari keadilan. Pengadilan Agama khususnya di
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Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru sebagian besar dalam melakukan pembagian
harta warisan(tirkah)para hakim menggunakan konsep Kompilasi Hukum Islam
untuk menegakkan keadilan diantara tergugat dan penggugat yang saling
bersengketa di Pengadilan Agama. Para hakim dalam mendamaikan antara kedua
pihak yang bersengketa harus mempunyai integritas yaitu sikap yang teguh
mempertahankan prinsip , tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada
diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Hakim harus memiliki sifat integritas tersebut
dalam menjalankan tugas. Peranan hakim sebagai pendamai akan tercapai jika
memiliki kedua sifat terpuji yaitu profesional dan integritas.
Melihat masyarakat sekitar hanya sedikit yang mendatangi pengadilan untuk
di bagikan harta warisannya, kebanyakan mereka datang ketika bermasalah, berarti
analisis pengembangan dan peningkatan mutu sadar hukum  masyarakatnya masih
kurang sebab melihat bahwaPengadilan Agama dipandang sebagai tempat
bersengketa, sengketa harta maupun sengketa hati. Dengan demikian hakim harus
mengenali peranannya sebagai penentu kebijakan antara kedua belah pihak yang
bersengketa. Tanggung jawab hakim berat, sebab penentu nasib kehidupan kedua
belah pihak ada ditangannya, mulai hari di ketuknya palu sidang di pengadilan
hingga puluhan tahun lamanya.
Hasil wawancara dengan Ibu Badriyah Wakil Ketua Pengadilan Agama
Maros mengatakan:
Pengadilan Agama tiap daerah masih diperhadapkan oleh kurangnya tenaga
hakim, terlepas dari profesional atau tidaknya, seperti halnya di Pengadilan
Agama Maros ini hanya memiliki 8 hakim, 1 hakim laki-laki dan 7 hakim
perempuan sehingga peranan hakim sebagai penentu keputusan dan perkara
masyarakat pencari keadilan masih diperlukan karena seharusnya 12 orang71.
71 Badriyah(Wakil Ketua Pengadilan Agama Maros), Wawancara oleh Penulis di Maros
tanggal 24 Februaru 2014
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Senada yang peneliti dengar dan saksikan di Pengadilan Agama Pangkep
ketika bertandang kesana banyak meja hakim yang kosong tanda tak berpenghuni,
berikut penuturan ketua Pengadilan Agama Pangkep:
Jumlah hakim di kantor ini hanya 5 orang, 2 hakim laki-laki (termasuk saya)
dan 3 hakim perempuan, sebab baru saja terjadi mutasi, karena hakim di
pindah-pindahkan setiap 3 tahun sekali, mengenai masalah kewarisan tidak
begitu banyak perkara tersebut, sebab kebanyakan masyarakat telah sepakat
diluar pengadilan dan mereka mendatangi pengadilan ketika bersengketa,
silahkan mencari informasi kepada hakim perempuan saja sebab hakim laki-
lakinya sedang sakit dan tak bisa bekerja sebagaimana biasa72.
Menurut peneliti jabatan hakim sungguh berat lagi mulia. Disamping
ketentuannya harus di rooling ketika tiba gilirannya harus mutasi. Kemudian jika
dilihat dari segi penyelesaian tanggungjawab sebab masalah orang lain menjadi
masalahnya, orang yang mereka tak kenali datang membawa perkara/masalah yang
harus diputuskan, sudah menjadi hal yang pasti bahwa keputusannya selalu ada yang
merasa kecewa. Kurangnya tenaga hakim pada kedua kantor Pengadilan Agama
tersebut (Maros dan Pangkep) bisa disebabkan adanya mutasi tiap 3 tahun sekali
oleh tiap-tiap hakim, Hal ini tujuannya antara lain agar para hakim tak berinteraksi
terlalu akrab kepada masyarakat sekitar tempat tugasnya yang dapat membuat
imagenya tercemari atau dapat mempengaruhi pembuatan putusan perkaranya tak
sehat.
Tenaga hakim yang kurang bisa berpengaruh pada pembuatan putusan hakim.
Sebab ketika diperhadapkan pada banyak perkara sementara tenaga yang ada tak
memadai, terlepas dari itu seorang hakim tak bisa mengambil alasan bahwa putusan
yang ada tak memadai lantaran banyak perkara yang ditanganinya di kantor ini.
72 Suryadi (Ketua Pengadilan Agama Pangkep), Wawancara oleh penulis di pangkep tanggal
25 Februari 2014
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Selanjutnya menjadi fenomena juga bahwa sebagian hakim sekarang ketika dapat
perkara hanya membuka KHI dalam pembuatan putusan, seakan menjadikan KHI itu
sebagai kitab suci hakim, itu dapat membuat citra hakim kurang bagus di mata
masyarakat dan menjadikan bahwa para lulusan Sarjana Hukum Islam sekarang
cenderung merosot dari sisi intelektual akademik demikian juga kurang terserap
untuk memasuki lapangan kerja. Jika fenomena tersebut benar adanya, maka baik
langsung maupun tidak langsung akan terkait dengan para hakim sebagai penentu
keadilan di masyarakat.
Hakim diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional dengan
memiliki dan menguasai ketiga jenis ijtihad yang saling terkait. Peranan penting
yang harus dimiliki oleh hakim sungguh sangat ideal sebagai mana tergambar dalam
peraturan pemerintah. Hakim juga harus selalu belajar dengan tekun dan mempunyai
kepribadian yang dapat mempengaruhi masyarakat sekitarnya dari segi penerapan
keadilan yang sesuai dengan syariat islam. Proses menjadi hakim diawali oleh
sebuah sikap, yaitu keyakinan untuk menegakkan keadilan di masyarakat. Peranan
ijtihad hakim merupakan kemampuan mengeplorasikan seluruh usaha dalam
menentukan keputusan terhadap perkara yang dihadapinya untuk memutuskan
dengan adil kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan baik.
Hakim harus memiliki dan mensinergikan semua kemampuannya yang
dituangkan dalam menganalisa perkara/masalah dan berinteraksi dipersidangan dan
diluar ruang sidang, pembuatan putusan sebagai tanggung jawab ilmiah bagi hakim
dan sumber memperoleh keadilan, akan melahirkan putusan yang dapat
dipertanggungjawabkan dimasyarakat dan yang terpenting dihadapan Allah swt.
Hakim dalam memutuskan perkara mencerminkan kepribadiannya di masyarakat
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yang harus memiliki keseimbangan dalam dunia dirinya sebagai individu dengan
dirinya sebagai anggota masyarakat  yang harus jadi panutan karena ilmunya dan
ditiru karena tingkah lakunya.
a. Pengadilan Agama Maros
Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur peranan ijtihad adalah
metode dalam membuat putusan dan memutuskannya ketika di persidangan, hakim
yang sedang membuat putusan dengan berdasar pada sumber hukum peradilan
agama yang telah ditetapkan diantaramya Kompilasi Hukum Islam, mencerminkan
peranan hakim dalam berijtihad, tingkat pengetahuan dan wawasan yang milikinya
tercermin dalam pembuatan putusannya. Temuan hasil penelitian melalui observasi
menunjukkan bahwa wawasan hakim di Pengadilan Agama Maros, Pangkep dan
Barru beraneka ragam, hakim mempunyai wawasan yang cukup baik. Namun
demikian, sebagaian kecil dari informan mengemukakan bahwa wawasan hakim
masih rendah dan masih perlu di perluas. Kondisi tersebut disebabkan oleh masih
adanya sebagian hakim yang masih berkutat hanya pada KHI tanpa melirik sumber
hukum lain, dan ada hakim yang tak menguasai bahasa arab begitupula tata cara
pembagian warisan sesuai dengan al-Qur’an.
Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Nur selaku Hakim Pengadilan
Agama Maros mengatakan:
Hakim harus mempunyai wawasan yang luas dalam mengatasi masalah,
kalau sumber hukumnya Cuma berkutat pada KHI itu saya rasa tidak
cukup tapi harus di topan dengan sumber hukum yang lain seperti kaedah-
kaedah fikih, para hakim harus kuasa itu, ilmu hukum dan bahkan boleh
mengambil dalil diluar sumber hukum yang ada dengan syarat dapat ia
pertanggungjawabkan dan itulah peranan hakim sekaligus ijtihadnya.73
73Ahmad Nur, Hakim Pengadilan Agama Maros, Wawancara oleh Penulis di Maros tanggal
24 Februari 2014.
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Mengetahui hukum dan sumbernya memang suatu hal yang mutlak dan harus
diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tak terkecuali para hakim sebagai orang
yang menjadi penentu suatu perkata dan bahkan menjadi panutan dalam masyarakat.
Hakim yang profesional dan memiliki tanggungjawab dan kepribadian, diharapkan
bersikap mematuhi aturan hukum yang berlaku di Pengadilan Agama, sehingga
masyarakat sekitar pun terutama peserta sidang dapat berperilaku yang sama.
Sejalan yang diungkapan oleh Ibu Fahimah, selaku hakim Pengadilan Agama
Maros, mengatakan bahwa:
Sejak tahun 2011 menjabat sebagai hakim Pengadilan Agama Maros, dalam
memutuskan perkara tentang kewarisan belum ada yang rumit sebab sudah ada
panduan hukumnya dalam KHI, bisa saja para hakim keluar dari KHI kalau
perkaranya kasuistik, misalnya sang penerima warisan yang laki-laki sudah
menggunakan dana banyak untuk pendidikannya sementara sang penerima
warisan yang perempuan tinggal saja dirumah mengurusi
orangtuanya(pewaris) maka setelah hakim mengetahui duduk perkaranya dapat
mengambil keputusan bahwa boleh keluar dari hukum KHI untuk
kemaslahatan sang penerima warisan.74
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang hakim Pengadilan Agama
Maros dan pengamatan di lapangan membuktikan bahwa peranan ijtihad hakim
dalam penyelesaian perkara sudah cukup baik.
b. Pengadilan Agama Pangkep
Putusan merupakan mahkota bagi hakim, ketika ingin menilai sejauh mana
pengetahuan dan wawasan para hakim, maka lihatlah bagaimana hasil putusannya.
Pada putusanlah tercermin pengetahuan hakim yang sesungguhnya, mereka
mengerahkan segala kemampuannya untuk membuat putusan yang terbaik dengan
harapan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berperkara.
74Fahimah, Hakim Pengadilan Agama Maros, Wawancara oleh Penulis di Maros tanggal 25
Februari 2014.
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Wawancara dengan Ibu Nikmawati salah seorang hakim Pengadilan Agama
Pangkep mengemukakan bahwa:
Peranan hakim sangat ditentukan oleh tingkat wawasan dan pengetahuan
hakim tersebut serta kondisi fisiknya, terutama berbicara perkara kewarisan,
memang sudah orang bermusuhan diluar kemudian mendatangi pengadilan
untuk diselesaikan persengketaannya, kalau hakim tak mau mengerti dan
memahami keadaan si Tergugat dan Penggugat itu biasanya terjadi amukan
massa, belum lagi jika penggugatnya tak sabar dan seperti pengalaman saya
dalam menangani kewarisan saat ini, kemarin kelapangan untuk meninjau
lokasi yang dilaporkan penggugat, masyarakat mengira kami berombongan
sudah mau datang mengeksekusi tanah tersebut sehingga terjadi amukan
ditempat itu, kami otomatis menyelamatkan diri, karena sangat berbahaya.75
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nikmawati hakim Pengadilan
Agama Pangkep, peneliti dapat mengetahui bahwa karakter masyarakat setempat
belum sepenuhnya sadar hukum, ketika terjadi demikian maka hakim berperan serta
untuk menunjukkan pada mereka bahwa kantor Pengadilan Agama ada untuk
menciptakan keadilan yang agung buat anggota masyarakat, dan sebagai masyarakat
yang taat pada peraturan pemerintah jangan jangan main hakim sendiri. Adanya
amukan massa masyarakat sekitar ketika rombongan hakim meninjau lokasi yang
dilaporkan penggugat itu menandakan bahwa persengketaan sebelumnya sudah
terjadi dan kesadaran hukum yang dimiliki masyarakatnya masih sangat minim.
Hakim memberikan mediasipun terkadang sudah ditunjukkan reaksi tak
sopan saling mengata-ngatai antara si penggugat dan tergugat, perkara kewarisan
memang selalu rumit sebab berbicara materi dan tak seorangpun di dunia ini yang
tidak suka kalau mendapatkan materi yang banyak seperti yang lainnya bahkan
terkadang diantara mereka ada yang tak senang jika orang lain mendaatkan lebih
75 Nikmawati, Hakim Pengadilan Agama Pangkep, Wawancara oleh Penulis di Pangkep
tanggal 26 Februari 2014.
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dari apa yang dia dapatkan. Memberikan arahan kepada penggugat dan tergugat itu
butuh alasan yang kuat dan rasional dipihak mereka, keduanya mau menang dan
punya bukti tersendiri yang dianggap akurat. Sejalan dengan wawancara dengan
salah seorang hakim di Pengadilan Agama Pangkep yang mengemukakan bahwa :
Proses pembuatan putusan tentang perkara kewarisan membutuhkan waktu
yang cukup panjang sebab terkadang penggugat datang melaporkan
gugatannya sudah siap dengan parangnya, jadi para hakim dalam
memutuskan perkara tersebut terkadang menunggu redah dan ademnya
keadaan kedua pihak yang berperkara.76
Peneliti melihat bahwa peranan hakim di Pengadilan Agama Pangkep dalam
menangani perkara kewarisan sudah cukup baik, kepribadian mereka tidak
terpengaruh dengan amukan massa dan karakter masyarakat sekitar dalam
menyelesaikan perkara yang ditanganinya. Bisa dilihat dari kemampuan mereka
menyelesaikan perkara yang dibebankan padanya tanpa melirik pada persengketaan
karena karakter tergugat dan penggugat. Sebab perkara kewarisan ada di pengadilan
karena ada pihak yang tak puas dengan hasil kesepakatan keluarga alias serakah.
Berdasarkan temuan peneliti yakni hakim yang masih diaktifkan sementara
tak mampu mengerjakan tugasnya dengan profesional dan baik terdapat di
Pengadilan Agama Pangkep setelah peneliti menanyakan tentang hal tersebut, maka
informan menyampaikan bahwa itu tugas Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk
menonaktifkan hakim tersebut jika dilihat dari kinerjanya tak mampu lagi bekerja
dengan profesional karena alasan sakit yang berlarut-larut.
76Hartini Ahada,Hakim Pengadilan Agama Pangkep, Wawancara oleh Penulis di Pangkep
tanggal 26 Februari 2014.
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c. Pengadilan Agama Barru
Kompilasi Hukum Islam merupakan dasar hukum sementara dalam
penyelesaian perkara kewarisan, dalam hal ini hakim tinggal merujuk sesuai dengan
aturan yang ada dalam KHI, namun jika terdapat kasus yang mengharuskan untuk
tidak berpatokan pada hukum KHI demi kemaslahatan bersama maka hakim bisa
menempuh cara lain atau disebut dengan wine-wine solution.
Hal tersebut terungkap dari wawancara dengan bapak Marwan, mengatakan
bahwa:
Hakim yang memutuskan perkara harus mampu melihat dari segala aspek
hukum dengan mengutamakn kemashlahatan kedua belah pihak tanpa
menyalahi hukum yang berlaku. UU ada untuk mengatur kinerja hakim tapi
hakim mempunyai kebebasan atau “tidak sebebas-bebasnya”.Dalam
pengambilan keputusan, pernah saya mau memutuskan perkara kewarisan
diluar KHI, dengan alasan bahwa dalil la yaritsul mukmin al-kafir harus
kembali dulu ke arti kafir itu apa?  Seperti kasus keluarga Lidya Kandao dan
Jamal Mirdad di mana saya berpendapat bahwa keduanya bisa saling mewarisi,
itu menurut pendapat saya, namun waktu itu tak jadi sebab saya sendiri
sementara majelis hakim dalam memutuskan perkara tiga orang, artinya terjadi
DO (disenting Opinion).77
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang hakim Pengadilan Agama
Barru menyatakan bahwa peranan hakim dalam penyelesaian perkara kewarisan
disamping harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah juga harus
melihat kasus konkrit, yang tentunya harus mengacu pada keadilan.
Hal ini sejalan yang disampaikan oleh Bapak Ali Rasyidi Muhammad selaku
hakim Pengadilan Agama Barru mengatakan bahwa:
Hakim harus mempunyai kemandirian dalam berpendapat didalam pembuatan
putusan, tanpa kemandirian ini hakim dianggap tak mempunyai peranan dalam
77Marwan, Hakim Pengadilan Agama Barru, Wawancara oleh Penulis di Barru tanggal 04
Maret 2014.
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memutuskan perkara, contohnya ketika perkara kewarisan yang diajukan
Penggugat telah memenuhi syarat untuk di sidangkan, otomatis pembuatan
putusan tentang perkara tersebut sudah terterah pikiran ketiga hakim yang
akan menyidangkan perkara warisan tersebut, menjadi tanggung jawab
bersama tentang perkara itu, sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat 1
banding 2 pendapatnya pasti ada yang mengalah tanpa menghilangkn
kemandirian pendapat hakim yang satunya namun mengikuti sebagai bagian
dari keputusan bersama.78
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah hakim pengadilan Agama Barru,
yang menuturkan bahwa kemandirian hakim dalam memutuskan perkara dan tidak
menjadi corong undang-undang sudah baik terlihat dari hakim membuat putusan
dengan baik. Tidak adanya amukan massa ketika di ruangn sidang atau setelah
menyidangkan perkara menunjukkan bahwa masyarakat telah menerima dengan puas
hasil putusan terbaik hakim dan itu merupakan hasil ijtihad mereka untuk
kemashlatahan masyarakat. Pengadilan Agama Barru yang terletak di tengah kota
Barru sebagai tempat untuk mencari keadilan para masyarakat Barru. Sesuai
pengamatanpeneliti,melihat bahwakondisi perkara kewarisan yang ditangani
Pengadilan Agama Barru tidak jauh beda dengan Pengadilan Agama Maros dan
Pangkep, masyarakat mendatangi pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara
warisan ketika terjadi permasalahan yang tak dapat diselesaikan secara
kekeluargaan.
Pengadilan Agama Barru yang memiliki tenaga hakim sebanyak 12 orang
memiliki metode tersendiri dalam menyelesaikan perkara, sesuai dengan wawancara
peneliti dengan ketua Pengadilan Agama Barru menyebutkan bahwa para hakim
mempunyai kebebasan dalam membuat putusan namun tetap di ikat dengan sumber
78Ali Rasyidi Muhammad, Hakim Pengadilan Agama Barru, Wawancara oleh Penulis di
Barru tanggal 04 Maret 2014.
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hukum formil dan materil. Mayoritas hakim membuat putusan dengan kembali pada
Kompilasi Hukum Islam.Selanjutnya,Wakil Ketua pengadilan Agama Barru
memberikan komentar terhadap peranan hakim dalam penyelesaian perkara  yang
ada di Pengadilan Agama Barru yakni:
Hakim Pengadila Agama Barru sudah menunjukkan kinerja yang profesional
selama ini, yakni memiliki sikap yang penuh rasa tanggungjawab dalam
menyelesaikan tugas dan beban yang diamanahkan oleh Negara. Dasar hukum
yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang penyelesaian kewarisan ada
dalam KHI dan para hakim telah menjadikan KHI sebagai sumber hukum
utama dalam memutuskan perkara yang di hadapinya tanpa mengabaikan
sumber hukum lain yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapinya.79
Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Barru
menjelaskan bahwa Peranan Ijtihad hakim dalam menyelesaikan perkara adalah
bagaimana hakim membuat putusan dan menyidangkannya dengan baik demi untuk
mencapai kemashlahatan kedua belah pihak yang berperkara. Sumber sudah jelas
adalah Kompilasi Hukum Islam yang merupakan kumpulan dari 13 kitab turats yang
di simpulkan dalam Kompilasi Hukum Islam.
Hakim sebagai penegak keadilan di masyarakat dengan menjalankan tugas
yang di bebankan kepadanya, menjadi suatu keharusan mengikuti sumber hukum
yang telah di tetapkan oleh Mahkamah Agung. Sekalipun demikian bukan berarti
hakim tak mempunyai kebebasan berbuat dalam ruang lingkup pengabdiannya. Tapi
kebebasan yang di maksud adalah bebas memutuskan suatu perkara dengan
menggunakan dasar hukum yang telah di tetapkan oleh pimpinan dan yang paling
penting adalah hukum yang telah di tetapkannya dapat di pertanggungjawabkan.
79Martina Budiana Mulya, Wakil Ketua Pengadilan Agama Barru, Wawancara oleh Penulis
di Barru tanggal 04 Maret 2014.
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C. Eksistensi Hakim dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan di Pengadilan
Agama Maros, Pengadilan Agama Pangkep dan Pengadilan Agama Barru
Hakim sebagai penemu hukum di Pengadilan Agama merupakan tugas dan
tanggungjawab yang mulia, sebagai mujtahid khusus hakim berijtihad untuk
memutuskan suatu perkara telah dijanjikan dalam hadis dua pahala bagi yang benar
dan tetap di berikan satu pahala sekalipun ia salah.
a. Pengadilan Agama Maros
Hakim di Pengadilan Agama Maros yang berjumlah 8 orang hakim
perempuan dan 1 orang hakim laki-laki memiliki peranan yang tak mudah dalam
menyelesaikan permasalahan/perkara yang masuk di kantor Pengadilan Agama,
perkara yang masuk mayoritas perceraian dan kewarisan hanya sedikit.
Pengadilan Agama Maros telah menerima dan memutuskan perkara kewarisa
selama tahun 2013 sebanyak 5 perkara, namun ketika peneliti berkunjung kesana
contoh putusan yang peneliti cari tak didapatkan pihak tata usaha diperkirakan tak
ditemukn karena sedikitnya perkara kewarisan dan hal kedua karena setelah
mengalami kebanjiran. Namun terdapat perkara tahun 2008 yang masih tersave di
komputer, yang terpenting adalah bagaimana hakim dalam memutuskan perkara
kewarisan di Pengadilan Agama Maros.
Pengadilan Agama kelas II Maros telah memutuskan perkara kewarisan
dengan Nomor 54/ Pdt.G/ 2008/ PA Mrs. Tertanggal 16 Juli 2008 dalam perkara
gugatan kewarisan antara penggugat pertama (P.I) berumur 56 tahun pekerjaan
petani yang tinggal di Desa Bonto Mate’ne Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros
dan penggugat kedua (P.II) berumur 53 tahun, pekerjaan wiraswasta yang tinggal di
Desa maccini Baji Kecamatan Lau Kabupaten Maros, melawan tergugat (T) umur 66
tahun yang tinggal di Desa bonto mate’ne kecamatan Mandai Kabupaten Maros
didampingi pengacaranya.
Penggugat I dan tergugat adalah saudara kandung dan P.II adalah anak
kandung dari saudara tergugat dan yang menjadi pewaris di dalam perkara ini adalah
alm.Talo yang semasa hidupnya bersama dengan istrinya telah melahirkan anak 5
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(lima) orang dan anak pertama dari alm.talo telah meninggal yang bernama
patahuddin (almarhum) yang sempat menikah 2 kali selama hidupnya. Dari hasil
perkawinannya dengan kedua istrinya telah melahirkan 7 orang . Anak pertama dari
alm.patahuddin yang berperan sebagai P.I
Pewaris disamping meninggalkan beberapa anak juga meninggalkan beberapa
cucu dan harta warisan yang di tinggalkan masih ada yang belum di bagikan kepada
anak-anaknya dan cucunya yaitu penggugat dan tergugat. Harta peninggalan pewaris
yang menjadi sengketa diantara ahli warisnya adalah sebidang tanah darat seluas -+
24 are yang terletak di kecamatan Mandai Maros. Okjek gugatan tersebut telah
dikuasa tergugat setelah meninggalnya pewaris dimana saat itu tergugat tinggal
bersama dengan pewaris.
Pada saat meninggalnya pewaris tergugat langsung menguasai harta warisan
pewaris yang sementara dalam sengketa tanpa mengabaikan hak-hak ahli waris
lainnya yaitu penggugat, bahkan harta pusakan tersebut telah disertifikatkan oleh
tergugat secara sepihak dan secara melawan hukum pada tahun 1981. Penggugat
sudah berulang kali meminta kepada tergugat agar menyerahkan bagian ahli waris
atas objek sengketa, akan tetapi tergugat menolak dengan alasan bahwa objek
sengketa tersebut telah dihibahkan atau dijual kepada tergugat.
Sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Maros, penggugat telah
berulang kali berusaha dan menempuh cara-cara damai dan kekeluargaan namun tak
berhasil karena tergugat tetap pada pendiriannya menyatakan bahwa objek sengketa
sebagai miliknya. Ada sangkaan penggugat sewaktu-waktu tergugat akan
mengalihkan objek sengketa sebelum dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum
tetap, maka sebelum perkara ini diperiksa mohon agar terlebih dahulu diletakkan sita
jaminan dan mohon agar sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat bermohon kepada ketua
Pengadilan Agama Maros dengan perantara majelis hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara agar berkenan membuka persidangan untuk perkara ini, kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut:
i. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
ii. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan
atas objek sengketa
iii. Menentukan para ahli waris dari pewaris yakni penggugat-
penggugat dan tergugat beserta bagian-bagiannya masing-
masing atas objek sengketa
iv. Menyatakan bahwa objek sengketa sebidang tanah 24 are
adalah harta peninggalan pewaris yang harus di bagi kepada
ahli warisnya
v. Menyatakan sertifikat Nomor M.218 Luas 2481 M2, persil:
112 D I/685, GS No. 361/1981, CCV Tgl 24-8-1981, tidak
mempunyai kekuatan hukum
89
vi. Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak
daripadanya untuk menyerahkan sebagian objek sengketa pada
ahli waris
vii. Menyatakan bahwa apabila objek sengketa tidak
memungkinkan untuk dibagi secara natural maka akan dijual
lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada ahli
waris pewaris (alm.Talo bin Beta)
viii. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.
Setelah menghadirkan para saksi dan bukti-bukti yang akurat dari kedua
belah pihak P.I dan P.II serta tergugat di persidangan, majelis hakim menimbang dan
memutuskan setelah mengadakan musyawarah untuk memutuskan perkara tersebut.
Tentang hukumnya dalam eksepsi menimbang, bahwa oleh karena eksepsi
tergugat adalah satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara mengenai masalah hak
kompetensi (sebagaimana maksud pasal 162 R.Bg./Pasal 136 HIR), maka eksepsi
tersebut haruslah dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama pokok perkara
(putusan akhir). Menimbang bahwa eksepsi mengenai lahirnya sertifikat hak milik
untuk tergugat terhadap objek sengketa tanah seluas 24 are oleh tergugat
sebagaimana yang didalilkan tergugat bahwa sertifikat tersebut adalah produk
administrasi negara, bukanlah termasuk pokok persoalan kewenangan Pengadilan
Tata Usaha Negara, oleh karena apa yang didalilkan penggugat adalah gugatan
terhadap peninggalan (harta tirkah) atas nama pewaris (Talo bin Beta) yang belum
di bagi waris menurut ketentuan Hukum Islam.
Dalam pokok perkara majelis hakim menimbang, bahwa maksud tujuan
surat gugatan penggugat adalah sebagaimana telah teruai. Bahwa tentang
kewenangan memeriksa perkara kewarisan tersebut seperti yang didalilkan tergugat
telah ditolak sebagaimana pertimbangan hukum dalam eksepsi. Terlebih dahulu
harus diketahui konsep penyelesaian kewarisan dalam islam yaitu siapa-siapa yang
menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian
masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
tentang kewenangan pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006.
Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, majelis hakim telah
memeriksa secara insidentil seluruh permohonan penggugat dan telah menetapkan
sesuai dengan kesepakatan dari hasil ijtihad hakim tersebut dalam perkara ini, dan
telah menetapkan dan memutuskan tentang pembagian harta pusaka tiap-tiap ahli
waris dari pewaris. Bahwa berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, maka
masing-masing bagian ahli waris yaitu:
1. Anak lak-laki/si-F (pewaris) memperoleh 2/8 bagian dari objek
sengketa
2. Anak perempuan/si-S (pewaris) memperoleh 1/8 bagian dari objek
sengketa
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3. Anak laki-laki/si-T (pewaris) memperoleh 2/8 bagian dari objek
sengketa
4. Anak laki-laki/si-J (pewaris) memperoleh 2/8 bagian dari objek
sengketa
5. Anak perempuan/si-F (pewaris) memperoleh 1/8 dari objek sengketa
Demikian hasil pembagian harta pusaka (tirkah) yang putuskan oleh majelis
hakim yang menangani perkara tersebut. Kemudian menimbang, bahwa oleh karena
penerima harta warisan dalam hal ini anak-laki pewaris yang pertama (si-F) telah
meninggal pada tahun 2002 maka bagiannya yang 2/8 dari objek sengketa, jatuh
pada ahli warisnya (anak-anaknya) sebagai ahli waris pengganti sesuai pasal 185
Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
a. Laki-laki sebanyak 3 orang (cucu ahli waris pengganti) masing-masing
memperoleh 2/8 x 2/10 = 4/80 bagian.
b. Perempuan sebanyak 4 orang (cucu ahli waris pengganti) masing-masing
memperoleh 2/8 x 1/10 = 2/80 bagian.
Kemudian menimbang, bahwa karena gugatan penggugat telah diterima
maka siapa saja yang memperoleh hak dari padanya berua apapun di atas objek
sengketa harus segera dikosongkan kemudian menyerahkanbagian menurut porsi
masing-masing kepada para ahli waris alm. Talo bin Beta. Kemudian menimbang
bahwa tergugat sebagai pihak yang kalah diwajibkan membayar biaya perkara sesuai
dengan ketentuan hukum pasal 192 R.Bg.
Memperhatiakn segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, majelis hakim mengadili dalam
eksepsi menyatakan menolak eksepsi tergugat, dalam pokok perkara mengabulkan
gugatan penggugat serta menyatakan bahwa : sita jaminan yang diletakkan atas
objek sengketa adalah sah dan berharga, bahwa surat bukti tergugat T.I berupa
sertifikat Nomor 218 tanggal 24 Agustus 1981, tidak mempunyai kekuatan hukum.
Dan menyatakan bahwa objek sengketa sebidang tanah kebun luas 24 are adalah sah
sebagai harta peninggalan almarhum pewaris yang harus dibagi kepada ahli warisnya
menurut hukum.
Selanjutnya majelis hakim menetukan para ahli waris almarhum dengan
bahagian masing-masing yaitu:
i. Anak laki-laki sebanyak 3 orang, masing-masing memperoleh 2/8 x 2.481
M2 = 620,25 M2.
ii. Anak perempuan sebanyak 2 orang masing-masing memperoleh 1/8 x
2.481 M2 = 310,125 M2.
Kemudian bagian salah seorang diantara ahli waris pewaris si-F yang telah
meninggal, jatuh pada ahli warisnya ( cucu/ahli waris pengganti) yang berjumlah 7
orang anaknya, yaitu:
1. Laki-laki sebanyak 3 orang masing-masing memperoleh 2/10 x 620,25 M2
= 124,05 M2
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2. Perempuan sebanyak 4 orang, masing-masing memperoleh 1/10 x 620,25
M2 = 62,025 M2
Majelis hakim menghukum bahwa tergugat atau siapa saja yang memperoleh
hak daripadanya untuk mengosongkan, kemudian menyerahkan sebagian objek
sengketa kepada ahli waris almarhum. Seterusnya menyatakan bahwa apabila objek
sengketa tidak memungkinkan dibagi atau diserahkan secara natural maka akan
dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris almarhum.
Terakhir menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di
perhitungkan sejumlah Rp. 1. 331. 000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu
rupiah).
Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan rapat
permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2008 M./ 13 Rajab
1429 H., yang di pimpin ileh ketua majelis hakim yang telah ditetapkan oleh ketua
pengadilan Agama Maros dan di dampingi oleh 2 orang hakim sebagai hakim
anggota dan dibantu oleh seorang panitera pengganti, dan pada hari itu diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh kuasa para penggugat dan
kuasa tergugat.
Dari contoh perkara kewarisan yang ada di pengadilan Agama Maros
sebagaimana yang peneliti dapatkan diatas, dapat diketahui bahwa majelis hakim
Pengadilan Agama Maros telah memaksimalkan usahanya dengan menimbang
berkali-kali sesuai dengan bukti-bukti yang ada baik dari pihak Tergugat dan
Penggugat, kemudian mengadili dengan seksama dan memutuskan perkara tersebut
sesuai dengan hasil permusyawaratan majelis hakim yang terdiri dari ketua majelis,
dan 2 orang hakim anggota.
Pembagian harta warisan dilakukan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam
yang sejalan dengan syariat Islam yaitu bahagian laki-laki 2 dan bahagian
perempuan 1, sebagaimana contoh perkara yang ada. Majelis hakim menerima dan
memeriksan serta menimbang kemudian mengadili dan memutuskan perkara
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membutuhkan waktu berhari-hari. Hasil putusan perkara tentang kewarisan ini yang
berjumlah 40 halaman diadakan sidang bukan hanya sekali namun berkali-kali,
hingga menemukan titik temu antara Tergugat dan Penggugat.
Hakim di Pengadilan Agama Maros telah menggunakan Kompilasi Hukum
Islam sebagai sumber hukum yang mengatur tentang kewarisan, disamping tak
meninggalkan sumber hukum lain, menimbang dengan seksama serta mengadili dan
memutuskan sebaik-baiknya dengan mengutamakan kemashlahatan tergugat dan
penggugat, dan setelah di putuskan tak seorang dari mereka yang keberatan dan
menerima keputusan majelis hakim, sesuai dengan permohonan penggugat
sebagaimana contoh kasus pada sengketa sebidang tanah diatas.
Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Ahmad Nur:
Sejak 4 tahun menjabat sebagai hakim Pengadilan Agama Maros, perkara
kewarisan tidak begitu banyak, sebab masyarakat sekitar mengajukan perkara
kewarisannya ke engadilan agama kalau mereka tak menemukan kesepakatan
diluar pengadilan alias bersengketa, dan mayoritas mereka bersengketa
tentang kewarisan itu karena ada pihak yang merasa tak puas, menganggap
bahwa dirinyalah yang paling berhak mendapatkan warisan yang lebih sebab
merekalah yang paling berjasah pada pewaris selama hidupnya sang pewaris
tersebut, bersyukur di maros ini belum perna mendapatkan amukan massa
ketika menangani perkara tapi sekalipun ada para hakim harus paham betul
bahwa yang datang kepengadilan memang mereka itu orang yang
bermasalah.80
Sebagai penemu hukum yang profesional, para hakim yang berada di bawah
naungan Pengadilan Agama Maros menganggap bahwa tugas dan tanggungjawab
mereka sebagai pembuat putusan dalam perkara yang diajukan masyarakat
kepadanya haruslah dapat memberikan yang terbaik diantara kedua belahpihak.
80Ahmad Nur, Hakim Pengadilan Agama Maros, Wawancara oleh Penulis di Maros tanggal
24 Februari 2014.
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Hakim disamping sebagai pelaksana undang-undang, juga harus
memperhatikan pokok perkaranya, sebelum membuat putusan. Asas kemashlahatan
lebih utama dibandingkan berkutat pada undang-undang, sebab UU ada untuk
mencari kemashlahatan ditengah-tengah masyarakat.
Wakil ketua Pengadilan Agama Maros Ibu Hj. St. Badriyah saat peneliti
mewawancarainya mengemukakan bahwa: menjadi hakim merupakan tugas yang
berat, oleh sebab itu seorang hakim wajib menjaga kode etik yang telah di tetapkan
oleh Mahkamah Agung tanpa harus merugikan masyarakat sekitar, misalnya tidak
mempertimbangkan tentang situasi dan kondisi masyarakat tempat Penggugat dan
Tergugat. Peranan hakim di Pengadilan Agama Maros dalam perkara kewarisan
sudah baik, selama saya menjabat wakil ketua di sini belum perna mendapatkan
Penggugat atau Tergugat yang tak setuju dengan putusan hakim sampai membuat
kegaduhan di kantor. Konsekuensi yang harus diterima para hakim di dalam
persidangan maupun di luar ruangan sidang selalu ada, termasuk amukan massa dari
Penggugat atau Tergugat atas ketidak puasan terhadap putusan hakim.
Hakim sudah dianggap mampu memberikan peran yang baik serta maksimal
terhadap kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat), ketika putusan yang diambil
dapat mendamaikan keduanya. Perkara yang ditangani hakim Pengadilan Agama
Maros tentang kewarisan sekalipun minoritas, namun dapat di simpulkan bahwa
keberhasilan mereka menyelesaikan perkara yang lain tanpa ada hambatan yang
mengganggu jalannya persidangan itu sudah berhasil, dan sebagai hakim yang
profesional hasil putusannya merupakan mahkotanya yang dapat di jadikan ukuran
tertulis bagi keberhasilan seorang hakim.
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Peneliti menemukan hal yang unik di Pengadilan Agama Maros, yaitu dari
jumlah hakim 8 orang hanya seorang saja hakim laki-laki, ini menunjukkan bahwa
jumlah perempuan dengan laki-laki sudah lebih banyak, dan bisa juga di maknai
bahwa perempuan IQ-nya lebih tinggi di banding laki-laki, selanjutnya yang
berminat menjadi hakim lebih banyak di kalangan perempuan dari laki-laki.
b. Pengadilan Agama Pangkep
Jumlah hakim di Pengadilan Agama Pangkep sebanyak 5 orang, dua orang
hakim laki-laki dan 3 orang hakim perempuan, jika di bandingkan dengan hakim
yang ada di Pengadilan Agama Maros maka di Pengadilan Agama Pangkep lebih
sedikit hakimnya.
Pengadilan Agama Pangkep telah mengeluarkan putusan perkara kewarisan
Nomor 358/Pdt.G/2012/PA.Pkj. setelah memeriksa dan mengadili perkara yang
diajukan oleh Penggugat (P) yang melawan saudara kandungnya 2 orang perempuan
sebagai Tertugat satu (T.I) dan Tergugat dua (T.II), atas harta warisan yang di
tinggalkan ayahnya.
Duduk perkaranya bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya
tanggal 5 November 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama
Pangkajene dengan register nomor 358/Pdt.G/2012/PA Pkj, tertanggal 7 November
2012, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: bahwa ayahnya telah meninggal
dunia pada bulan januari 2012 dalam perkawinannya dengan perempuan yang
meninggal dunia pada bulan Juni 2009 telah dikaruniai 3 orang anak perempuan,
yaitu; Hj. Balyana binti H. Muh. Yusuf (Penggugat), Hj. Hilma binti H. Yusuf
(tergugat I) dan Ir. Wahidah binti H. Muh. Yusuf (Tergugat II). Bahwa selama
almarhum ayahnya meninggal dunia, selain meningalkan 3 orang anak perempuan
diatas selaku ahli warisnya juga meninggalkan harta berupa:
a. Tanah perumahan berukuran 18 x 48 meter beserta rumah kayu
berdiri diatasnya berukuran 7x8 meter, terletak di Kelurahan
Talaka, Kecamatan Ma,rang, Kabupaten pangkep.
b. Tanah sawah dan persemaian padi seluas kurang lebih 0,35 Ha
(3500 meter persegi), terletak di Kelurahan Talaka, Kecamatan
Ma,rang, Kabupaten Pangkep.
c. Tanah seluas kurang lebih 0,47 Ha (4700 meter persegi) dikenal
dengan Balang Lompoe, terletak di Kelurahan Talaka, Kecamatan
Ma,rang, Kabupaten Pangkep.
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d. Tanah empang seluas kurang lebih 0,45 Ha (4500 meter persegi)
dikenal dengan Kassi Kebo, terletak di Kelurahan Talaka,
Kecamatan Ma,rang, Kabupaten Pangkep.
e. Tanah empang seluas kurang lebih 0,22 Ha (2200 meter persegi)
dikenal dengan Sappae, terletak di Kelurahan Bonto-bonto,
Kecamatan Ma,rang, Kabupaten Pangkep
f. Tanah empang seluas kurang lebih 0,24 Ha (2400 meter persegi)
dikenal dengan paddungenge, terletak di Kelurahan Bonto-Bonto,
Kecamatan Ma,rang, Kabupaten Pangkep.
Selanjutnya objek sengketa tersebut adalah harta warisan peninggalan
almarhum Muh. Yusuf bin H. Bora, yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya
yang berhak yaitu penggugat dan tergugat. Bahwa objek sengketa poin 2.1, 2.2, 2.3
dan 2.6, dikuasai oleh Tergugat I sedangkan objek sengketa poin 2.4 dan 2.5 dikuasai
oleh Tergugat II. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan secara baik-
baik dengan para Tergugat agar objek sengketa dibagi saja secara kekeluargaan,
namun usaha tersebut tidak berhasil.
Untuk menjadi agar objek sengketa tidak dipindahtangankan kepada pihak
lain selama gugatan ini berlangsung, maka penggugat memohon agar dilakukan sita
jaminan atas objek sengketa tersebut. Bahwa penggugat khawatir telah terbit surat-
surat yang dapat menimbulkan hak bagi para Tergugat atas objek sengketa tersebut,
maka patut pula jika segala surat-surat yang timbul diatas objek adalah tidak sah dan
tidak mengikat serta dinyatakan batal demi hukum; berdasarkan uraian/ dalil-dalil
tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan
Agama Pangkep cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kira
memutuskan sebagaimana sebagai berikut (red: mengabulkan permohonan
penggugat), atas seluruh harta peninggalan Pewaris dan membagikan dengan adil
sesuai dengan haknya masing-masing. Selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita
jaminan atas objek sengketa.
Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa
untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing,
dan jika tidak dapat dibagi secara natural, maka harta warisan tersebut dijual lelang
kemudian hasilnya di bagi/diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berhak;
menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas keputusan ini, serta
menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara
ini; Sekiranya Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka Penggugat
mohon suatu keputusan yang seadil-adilnya.
Pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I dan
Tergugat II datang menghadap persidangan, terhadap para pihak berperkara telah
dilaksanakan mediasi dengan Penetapan No. 358/Pdt.G/2012/PA Pkj. Tanggal 20
Desember 2012, oleh mediator Najmiah Sunusi, S.Ag. hakim Pengadilan Agama
Pangkajene, dan ternyata hasil mediasi tersebut gagal sebab Tergugat I tidak
menghadiri mediasi tersebut.
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Majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, agar
menyelesaikan sengketa mereka melalui cara-cara kekeluargaan, namun tidak
berhasil karena Penggugat tetap mau melanjutkan gugatannya. Sebelum memeriksa
perkara pokok sebagaimana gugatan Penggugat, maka majelis hakim terlebih dahulu
memeriksa pelaksanaan sita jaminan (consevatoir beslag), atas pelaksanaan sita
jaminan ini penggugat mohon ditangguhkan dengan alasan bahwa para pihak tidak
memperlihatkan tanda-tanda akan mengalihkan atau memindahtangankan objek
sengketa tersebut sebagaimana kekhawatiran gugatannya. Berdasarkan alasan
tersebut majelis hakim menangguhkan sita jaminan tersebut dan akan memutus
bersama dengan utusan akhir.
Tergugat I mengajukan jawaban tertulis sebagaimana dalam berita acara
persidangan tanggal 21 Maret 2013, ternyata jawaban tertulis tersebut di cap jempol
karena Tergugat I tidak mengetahui baca tulis, sehingga majelis hakim mengabaikan
jawaban tertulis dengan secara lisan yang pokoknya menjawab gugatan Penggugat
yaitu saudara kandungnya sendiri dengan mengatakan bahwa betul semua
perkataaan Penggugatan, namun point 2.1 berupa tanah dan rumah tersebut telah
dihibahkan oleh pewaris (ayah mereka) kepada Tergugat I dan anak kandung
Tergugat I (cucu pewaris), dalam hal ini Penggugat tidak tahu namun Tergugat II
ikut bertandatangan. Demikian pula point 2.2 tanah sawah dan persemaian padi yang
terletak dibelakang masjid Talla, sudah di hibahkan oleh pewaris kepada Tergugat I,
dan tanah sawah dan persemaian padi dihibahkan kepada Tergugat I sebab semasa
hidupnya Tergugat I tinggal bersama dengan pewaris.
Point 2.3 tanah sawah dikenal dengan Balang Lompoe, telah dihibahkan
kepada Tergugat I karena bagian Penggugat yang berada disebelah barat tanah
sawah tersebut telah dijual Penggugat. Point 2.4, empang dikenal dengan Kassi
Kebo, empang tersebut telah diberikan kepada Tergugat II, point 2.5 empang yang
terletak di Sappae, empang tersebut telah diberikan oleh Tergugat II. Point
2.6,empang terletak di Paddungnge dan empang tersebut telah dijual oleh pewaris
kepada Tergugat I.
Selain harta warisan yang menjadi sengketa tersebut masih ada harta warisan
yang telah diberikan kepada Penggugat, namun telah dijual oleh Penggugat sebelum
pewaris meninggal dunia. Harta warisan yang telah diberikan kepada Penggugat,
sawah seluas 50 are yang dikenal dengan Gadingenge terletak di Kampung Laikang,
namun Tergugat I tidak mengetahui luasnya dan siapa pembelinya dan sepetak
sawah yang dikenal dengan Ballenge yang terletak disebelah selatan pasar Bonto-
Bonto, tanah sawah tersebut dijual Penggugat kepada H. Muhammad sewaktu H.
Muh. Yusuf mash hidup.
Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 7 Februari 2013
yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar pewaris (ayahnya) telah meninggal
dan meningalkan ahli waris yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II. Benar
pewaris meninggalkan harta sebagaimana dalam gugatan Penggugat poin 2.1 sampa
2.6, benar objek sengketa poin 2.4 dan 2.5 gugatan Penggugat dalam penguasaan
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Tergugat II dimana semasa hidup kedua orang tua mereka diserahkan kepada
Tergugat II untuk digarap dan dinikmati hasilnya. Bahwa Tergugat II tidak
keberatan jika objek sengketa point 2.1 sampe 2.6 dibudel kembali sebagai harta
warisan, karena Tergugat II menyadari bahwa para ahli waris mempunyai hak atau
bagian yang sama atas harta warisan peningalan almarhum pewaris.
Penggugat mengajukan replik tertulis tertanggal 14 Februari 2013 dan replik
secara lisan terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II, menyatakan bahwa semua
pernyataan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada yang benar, tidak ada hibah
terhadap ahli waris. Selanjunta untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat atas
gugatannya di hadirkan 2 orang saksi, selanjutnya Tergugat I pun menhadirkan
bukti-bukti tertulis atas bantahannya sebanyak 24 bukti serta 4 saksi untuk
menguatkan bantahannya. Namun Tergugat II tidak menghadirkan bukti-bukti
tertulis serta saksi-saksi atas bantahannya sekalipun majelis hakim telah
memberikan kesempatan pada persidangan tanggal 2 Mei 2013.
Majelis hakim telah mengadakan persidangan dan pemeriksaan setempat
(descente) pada hari selasa, tanggal 26 Februari 2013 untuk memperoleh kebenaran
fakta terhadap objek sengketa, dan telah diperoleh data-data sebagaimana termuat
dalam berita acara persidangan nomor 358/Pdt.G/2012/PA.Pkj, tanggal 2 Mei 2013.
Bahwa, Penggugat, kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan
sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan. Untuk ringkasnya uraian
putusan maka ditunjuklah berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan.
Pertimbangan hukumnya, menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat
adalah sebagaimana terurai sebelumnya, menimbang bahwa berdasarkan pasal 7
PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para
pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan mediasi dengan Penetapan No.
358/Pdt.G/2012/PA Pkj. Tanggal 20 Desember 2012 menunjuk saudari Najmiah
Sunusi, S.Ag. hakim Pengadilan Agama Pangkep selaku mediator perkara.
Majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar mau
menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaaan, namun tak berhasil. Sebelum
mempertimbangkan pokok masalah perkara ini maka terlebih dahulu akan
dipertimbangkan kewenangan mengadili, maka dari posita gugatan Penggugat telah
jelas menunjukkan sengketa kewarisan dan dengan didasarkan kepada dalil
Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum
Pengadilann Agama Pangkep yang tidak dibantah baik dari Tergugat I maupun
Tergugat II, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) hurup b
dan Undang Undang Nomor 3. Tahun 2006 serta Undang Undang No. 50 Tahun
2009 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama
Pangkep berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan meyelesaikan gugatan
Penggugat.
Menimbang bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui
Tergugat I adalah dalil tetap. Majelis hakim setelah menimbang dari semua dalil-
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dalil, saksi-saksi yang di hadirkan baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat
II dan kepada Tergugat I dibebani wajib bukti terlebih dahulu sesuai ketentuan Pasal
283 RBg. Tergugat I dengan usahanya menghadirkan sebanyak 24 bukti tertulis dan
4 orang saksi. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam
hibah orang tua terhadap anak dapat diperhitungkan sebagai warisan dengan
demikian Hibah kepada Tergugat I dan Tergugat II diperhitungkan sebagai warisan
namun oleh karena Penggugat tidak mendapatkan bagian, sedang Penggugat adalah
ahli waris pewaris yang tidak dapat halangan untuk tidak mendapatkan warisan
sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 173 maka Tergugat I dan Tergugat II
dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai bagiannya.
Setelah menimbang dengan seksama dan mempertimbangkan sesuai dengan
kemashlahatan mereka maka majelis hakim mengadili dan memutuskan bahwa
bagian ketiga ahli waris  (Penggugat, Tergugat I da Tergugat II) dari harta warisan
yang telah disebutkan penggugat point yaitu point 2.2 sampe 2.6 dibagi sesuai
dengan Kompilasi Hukum Islam. Yaitu masing –masing mendapat 1/3 dari harta
warisan peninggalan pewaris. Kemudian menghukum tergugat I dan Tergugat II
membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.536.000,- (satu
juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
Demikian diputuskan dan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama
Pangkep pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4
Sya’ban 1434 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H Ketua Majelis,
dan di dampingi dua orang hakim anggota yaitu Maya Gunarsih, S.Hi. dan Ali
Rasyidi Muhammad, Lc. Putusan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
yang dihadiri hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh Shafar Arfah, S.H, M.H.
panitera pengganti, yang di hadiri pula Penggugat, kuasa hukum Tergugat I dan
Tergugat II.81
Sebagai mujtahid di Pengadilan Agama Pangkep, ketiga hakim yang ada di
kantortersebut mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menyelesaikan perkara
yang telah dibebankan padanya sebagaimana perkara kewarisan yang ada. Peneliti
melihat bahwa majelis hakim yang terdiri dari 1 orang ketua majelis dan 2 orang
hakim anggota, sesuai dengan pengamatan peneliti persidangan tidak diadakan
ketika salah seorang diantara mereka tak sempat hadir, jika terpaksa berhalangan
maka boleh diganti. Terlihat pada putusan kewarisan di atas bahwa hakim sebagai
81 Shafar Arfah, Panitera Pengadilan Agama Pangkep, Wawancara oleh Penulis di Pangkep
tanggal 24 Februari 2014. Disertai contoh Putusan.
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pelaksana Undang-undang memiliki peranan yang amat besar dalam penegakan
hukum di Indonesia. Perkara kewarisan yang tak rumit diputuskan dengan berdasar
pada Kompilasi Hukum Islam sebagaimana contoh perkara diatas. Setiap hakim
dituntun untuk bekerja secara maksimal sesuai fungsi dan kewenangannya. Untuk
melaksanakan suatu fungsi, pada semua lini dalam setiap bidang pada dasarnya
terdapat beberapa unsur pokok, yaitu : Tugas, yang merupakan kewajiban dan
kewenangan. Aparat, orang yang melaksanakan tugas tersebut. Lembaga, yang
merupakan tempat atau wadah yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana bagi
aparat yang akan melaksanakan tugasnya.
Bagi seorang aparat, mendapatkan tugas merupakan mendapatkan kepercayaan
untuk dapat mengemban tugas dengan baik dan harus dikerjakan dengan sebaiknya.
Untuk mengerjakan tugas tersebut akan terkandung sebuah tanggung jawab dalam
melaksanakan dan mengerjakan tugas tersebut.
Pengadilan Agama Pangkep memiliki hakim yang aktif 4 orang, sebab seorang
diantaranya di non aktifkan karena sakit. Peran aktif keempat hakim dalam
menerima, membuat dan memutuskan perkara sudah baik. Dapat dilihat dari perkara
kewarisan yang masuk sebanyak 3 perkara di tahun 2013, tidak ada satupun
diantaranya yang lanjut ke tingkat banding bahkan ke kasasi. Artinya apa yang
diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Pangkep sudah dianggap baik dan bisa
diterima oleh Penggugat dan Tergugat.
Peranan hakim dalam mendamaikan tergugat dan penggugat, sudah terlihat
jelas dengan adanya kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Bisa di maklumi
sebagaian masyarakat sekitar, bersengketa tentang harta warisan mereka, sebab tak
mengerti tentang pembagian warisan yang benar dalam syari’at Islam. Disinilah juga
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di tuntut peran aktif hakim untuk menjelaskan dengan baik dan cara yang bijaksana
tentang pembagian yang benar dalam hukum islam.
Hakim di Pengdilan Agama Pangkep, sekalipun jumlah hakimnya hanya 5
orang, namun sudah memperlihatkan kerjasama yang baik antar sesama hakim,
penyelesaian putusan pun tak terbengkalai. Jumlah perkara yang masukdibandingkan
dengan jumlah hakim tidak sesuai. Terlihat pula bahwa terkadang ada Penggugat
dan Tergugat yang tak mengetahui baca tulis alias buta huruf, dengan demikian
dalam hal ini para hakim yang menangani perkara mereka diperlukan pengertian dan
pemahaman melalui intuisi yang kuat dan dapat memahami maksud dan bahasa
isyarat para Tergugat dan Penggugat.
c. Pengadilan Agama Barru
Hakim mempunyai kode etik tersendiri dalam pembuatan putusan serta
perilakunya saat dalam ruang sidang serta diluar, tidak serta merta bebas dalam
menetapkan putusan tanpa melihat ketentuan yang berlaku di Mahkamah Agung.
Mayoritas hakim dalam membuat keputusannya tak berani keluar dari hukum
yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, misalhnya tentang kewarisan terdapat
dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur permasalahan tersebut.
Berikut hasil wawancara peneliti dengan seorang hakim di Pengadilan Agama
Barru:
“saya tidak berani keluar dari KHI, dalam pembuatan putusan saya, terutama
mengenai masalah kewarisan, selama ini saya belum perna memutuskan
perkara apapun itu diluar Kompilasi Hukum Islam, sekalipun setelah itu
Penggugat dan Tergugat ingin membagi tidak sesuai dengan KHI, namun
pembuatan putusan saya tetap sesuai dengan KHI, sebagai hukum tertulis
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yang telah ditetapkan kepada saya untuk dijadikan panduan dalam
menyelesaikan perkara”.82
Menurut peneliti, sebagian hakim yang mempunyai pendapat seperti ini tak
dapat kita salahkan. Ketika terjadi benturan antara Penggugat dan Tergugat setelah
pembuatan putusannya. Penetapan hakim dalam putusannya yang berkiblat pada
KHI sebagai wujud kesetiaan hukum seorang hakim pada peraturan yang berlaku.
Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 253/Pdt.G/2012/PA.Br. telah
memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan
putusan dalam perkara yang diajukan oleh Nurmiah binti Arsyad, umur 56 tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal
di Cempa Gucie, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya
disebut Penggugat
Bahtiar Tuo bin La Tuo, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SMA, pekerjaan Honorer pada SD Siawung, bertempat tinggal di Jalan Cempa
Gucie, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut
Tergugat.
Pengadilan Agama tersebut, telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat. Telah mendengar keterangan
saksi-saksi Penggugat dan Tergugat. Dimana Penggugat menyatakan bahwa dia
telah menikah dengan La Tuo dan mendapatkan harta bersama berupa Sebidang
tanah perumahan seluas 240 m2 terletak di Cempa, Sebidang tanah kering seluas
4.063 m2 terletak di Cempa, Desa Siawung, Sebidang tanah sawah seluas 1.067 m2
terletak di Ballewe, sebidang tanah sawah seluas 1.665 M2 terletak di Ballewe.
Almarhum La Tuo bin La Rota (wafat 1 Agustus 2006), seluruh obyek
sengketa langsung dikuasai oleh Tergugat. Penggugat telah berupaya membicarakan
tentang harta peninggalan almarhum La Tuo bin La Rota kepada Tergugat namun
Tergugat tidak setuju untuk membagi harta peninggalan almarhum tersebut. Dengan
demikian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan memohon
untuk membagikan harta-harta tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Penggugat
khawatir Tergugat mengalihkan obyek sengketa, oleh karena itu agar diletakkan sita
jaminan (conservatoir beslag) untuk menjaga agar gugatan tidak hampa (illusoir).
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan
Tergugat  sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Surat Kematian
atas nama La Tuo bin La Rota (bukti P3), harus dinyatakan terbukti bahwa La Tuo
bin La Rota telah meningal dunia pada tanggal 1 Agustus 2006. Berdasarkan
keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat sendiri dan juga yang diperkuat
82Hasniaty, Hakim Pengadilan Agama Barru, Wawancara oleh Penulis di Barru tanggal 04
Maret 2014
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dengan keterangan para saksi yang pada intinya menguatkan silsilah keturunan
almarhum La Tuo bin La Rota sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat
almarhum La Tuo bin La Rota meninggal dunia, almarhum meninggalkan
keluarga/ahli waris.
Menimbang bantahan Tergugat perihal cerai hidup antara La Tuo dengan I
Bada tidak terbukti dan fakta di persidangan telah mendukung dalil-dalil gugatan
Penggugat yaitu antara La Tuo dengan I Bada telah terbukti bercerai hidup, maka
gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan sehingga I Bada yang telah dicerai hidup
tidak mendapatkan bagian harta warisan almarhum La Tuo bin La Rota karena
syarat untuk mendapatkan hak dari harta warisan harus ada hubungan hukum
keperdataan berupa perkawinan, sedangkan antara La Tuo dengan I Bada terbukti
telah bercerai hidup.
Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa La Tuo bin
La Rota telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana
pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam
sejalan dengan bunyi Pasal 174 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi petitum 3 dan 4
gugatan Penggugat, maka Almarhum La Tuo bin La Rota adalah pewaris dan ahli
waris yang sah dari almarhum La Tuo bin La Rota yang berhak mendapatkan hak
waris adalah Penggugat dengan Tergugat.
Menimbang, bahwa untuk memenuhi petitum point 6 gugatan Penggugat,
maka objek sengketa terlebih dahulu dibagi menjadi dua bagian, di mana Penggugat
berhak memperoleh  ½ (seperdua) bagian dari objek sengketa tersebut, dan ½
(seperdua) sisanya menjadi hak almarhum La Tuo bin La Rota sebagai tirkah (harta
warisan).
Menimbang, bahwa untuk memenuhi petitum point 7 dan 8 gugatan
Penggugat, maka ½ hak almarhum La Tuo menjadi harta warisan yang belum
dibagikan kepada ahli warisnya sesuai bagiannya masing-masing yang akan
ditetapkan secara rinci dalam amar putusan ini.
Menimbang, bahwa yang berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan
almarhum La Tuo adalah istri La Tuo (Penggugat) dan Tergugat, sehingga bagian
masing-masing ahli waris adalah istri (Penggugat) memperoleh 1/8 (seperdelapan)
bagian berdasarkan QS. An.Nisa 12 jo. Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam,
sementara anak laki-laki (Tergugat) sebagai ashabah bil al-nafsih yang mendapatkan
sisanya (Vide; Qs. Al-Nisa;11).
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bagian
Penggugat dari objek sengketa tersebut adalah ½ (seperdua) bagian atau 50 %
sebagai harta bersama ditambah dengan 1/8 (seperdelapan) bagian yang diperoleh
selaku ahli waris La Tuo, sedangkan sisanya merupakan hak Tergugat sebagai
ashabah bi al-nafsih.
Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah membuktikan dalil-dalil
gugatannya di persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan, objek sengketa yang
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dikuasai tergugat adalah benar milik almarhum La Tuo yang harus dibagikan pada
ahli warisnya, sehingga gugatan penggugat agar objek terperkara dibagi sesuai
hukum Islam harus dikabulkan.
Menimbang, bahwa petitum point 2 dalam gugatan penggugat mengajukan
permohonan penyitaan terhadap objek terperkara, maka berdasarkan putusan sela
Nomor 253/Pdt.G/2012/PA Br. Tanggal 9 Oktober 2012 tidak beralasan hukum
untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek sengketa
tersebut, karena kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat akan menghilangkan
obyek sengketa atau mengalihkan ke pihak lain tidak terbukti, sehingga permohonan
Penggugat tidak beralasan hukum dan patut bila permohonan sita tersebut ditolak.
Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i
berupa QS. An Nisa :12 yang berbunyi:
 َأ َكَ َ َ  ُ ۡ ِ  ۡ ُ َ َو۞ ٞ َ َو ُ َ  َن َ  ِن َ  ۚ ٞ َ َو ُ ُ َ  ۡ  ِنإ ۡ ُ ُ ٰ َ ۡز
 ُ ُ َ َٱ ُ ُُ َ َو ٖ ۡ َد َۡوأ ٓ َ ِ  َ ِ ُ  ٖ ِ َو ِ ۡ َ  ۢ ِ  ۚ َ ۡ َ َ ِٱ ُ ُِ
 ۚ ٞ َ َو ۡ ُ ُ َ  ۡ  ِنإ ۡ ُ ۡ َ َ َ  ٞ َ َو ۡ ُ َ  َن َ  ِن َُ َٱ ُ ُ ۢ ِ ّ ُ ۡ َ َ ِ
 َِوأ ً َ ٰ َ َ  ُثَر ُ  ٞ ُ َر َن َ  ن ٖ ۡ َد َۡوأ ٓ َ ِ  َن ُ ُ  ٖ ِ َو ِ ۡ َٱ ٞ َةأ َ ۡ ُ َ َو ٓۥ َۡوأ ٌَخأ
َ ُ ۡ ِ ّ  ٖ ِ ٰ َ  ِ ّ ُ ِ َ  ٞ ۡ ُأٱ ُۚس ُ َأ ْ آ ُ َ  ِن َ َ َ ۡ ٓ َ َ ُ  ۡ ُ َ  َ ِ ٰ َ ِ ِ  ُء
ٱِ ُ َ ِ ّ  ٗ ِ َو ۚ ّٖٓر َ ُ  َ ۡ َ  ٍ ۡ َد َۡوأ ٓ َ ِ  ٰ َ ُ  ٖ ِ َو ِ ۡ َ  ۢ ِٱ ِۗ َوٱ ُ ٌ ِ َ
 ٞ ِ َ
Terjemahnya:
“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika
mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat
seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang
mereka buat atau setelah dibayar hutangya. Para istri memperoleh
seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.
Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan
dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat
atau sesudah dibayar hutang-hutangmu...”
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Menimbang, bahwa selain dalil dari al-Quran, majelis hakim perlu
mengetengahkan pula dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi
Ya'la dari Ibnu Abbas  yang artinya :"Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli
warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama ".
Menimbang, bahwa oleh karena tergugat berada pada pihak yang kalah,
maka tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 192 R.Bg
sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.Mengingat dan memperhatikan
segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan
dengan perkara ini.
Majelis hakim mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut dengan
membagikan harta-harta pewaris berupa Sebidang tanah perumahan seluas 240 m2
terletak di Cempa,Sebidang tanah kering seluas 4.063 m2 terletak di Cempa, Desa
Siawung, sebidang tanah sawah seluas 1.067 m2 terletak di Ballewe, Desa Binuang,
sebidang tanah sawah seluas 1.665 m2 terletak di Ballewe, Desa Binuang.
Menetapkan 1/2 (50 %) bagian dari objek sengketa di muka adalah harta
bersama Nurmiah binti Arsyad dan 1/2 (50%) sisanya menjadi harta warisan (tirkah)
almarhumah La Tuo bin La Rota.Menetapkan harta peninggalan almarhumah La
Tuo bin La Rota yaitu 1/2 dari objek sengketa di muka.
Menetapkan bagian masing-masing ahli waris La Tuo bin La Rota sebagai
berikut:
1) Nurmiah binti Arsyad memperoleh 1/8 atau 12.5 % bagian dari harta
warisan ditambah 50% dari pembagian harta bersama.dan
2) Bahtiar bin La Tuo memperoleh ashabah sejumlah 87.5 % dari sisa
pembagiaan harta warisan almarhum La Tuo.
Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan objek sengketa
tersebut kepada Penggugat sesuai dengan bagian pada diktum point 7 (angka 1 )
di muka, dan apabila sulit dilaksanakan secara kongkrit (natura), maka objek
sengketa tersebut dilelang di muka umum kemudian hasilnya diserahkan kepada
yang berhak sesuai bagiannya masing-masing. Menghukum Tergugat untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.441.000,00- (satu juta empat ratus
empat puluh satu ribu rupiah).
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama  Barru pada hari  Rabu, tanggal 14 November 2012  M.
bertepatan  dengan tanggal  29 Dzulhijjah 1433 H., oleh Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H.
sebagai ketua majelis, Marwan, S.Ag.,M.Ag., dan Uten Tahir, S.HI., masing-masing
sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota,
dan dibantu oleh Hj. Salmah, S.H sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat.
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Mencermati hasil putusan majelis hakim tersebut diatas, dapat diketahui
bahwa penyelesaian perkara kewarisan pada perkara ini, majelis hakim disamping
mengutip sumber hukum dari Undang Undang juga mengutip dalil-dalil dari al-
Qur’an yang sejalan dengan perkara tersebut. Hal ini membuktikan bahwa hakim
dalam menyelesaikan perkara yang dihadapinya disamping menggunakan sumber
hukum moderen dari Undang undang juga menggunakan sumber hukum klasik.
D. Implikasi Hukum bagi Hakim dalam Penyelesain Perkara Kewarisan di
Pengadilan Agama
Dalam setiap kegiatan ada implikasi atau akibat yang harus diterima, dalam
memutuskan suatu perkara seorang hakim harus menerima kenyataan bahwa ada
akibat dari putusannya, apakah implikasinya baik atau buruk. Peranan ijtihad hakim
dalam penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan Agama. Berbagai upaya yang
ditunjukkan hakim untuk memaksimalkan usaha dalam membuktikan peran aktifnya
sebagai praktisi hukum untuk menjaga keadilan di masyarakat, namunpun demikian
terdapat implikasi hukum yang ditemukan baik atau buruk.
a. Pengadilan Agama Maros
Pengadilan Agama Maros tidak menerima begitu banyak perkara kewarisan
ditahun 2013 sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, bahkan ketika peneliti meminta
contoh putusan pada bagian KTU agak sulit untuk menemukan contoh putusannya,
sebab dari 575 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Maros, hanya 5
diantaranya perkara kewarisan.
Wawancara peneliti dengan para hakim di Pengadilan Agama Maros,
semuanya mengemukakan bahwa perkara kewarisan memang sangat sedikit sebab
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masyarakat sekitar akan mendatangi kantor Pengadilan Agama ketika mereka tak
menemukan kesepakatan bersama dalam keluarganya.
Diantara implikasi hukum yang bisa kita lihat terhadap hakim dalam
menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama ini adalah sang Penggugat
ada yang tidak puas putusan hakim. Mereka yang berperkara dapat mengetahui
bagaimana pembagian warisan dalam Islam yang sebenarnya. Sebagai mediator
untuk menguatkan kembali tali ukhuwah diantara mereka yang bersengketa dan
hubungannya renggang karena permasalahan harta, lalu di selesaikan oleh majelis
hakim, dan mereka kembali rukun.
Selama saya disini sudah 2 Tahun belum perna saya melihat ada yang
mengamuk-ngamuk, sekalipun kita semua para hakim sudah paham kalau yang
datang ini sudah bermasalah,apalagi masalah harta tentunya kita siap dengan
konsekuensi apapun yang terjadi, bahkan sampe keamukan massa. Tapi
alhamdulillah belum ada satu orang pun yang perna mengamuk semuanya menerima
hasil putusan hakim83
Terdapat juga sebagian diantara penggugat yang menampakkan ketidak
setujuannya terhadap putusan para hakim di sini dengan mengajukan banding ke
Pengadilan Tinggi Agama Makassar, berarti dapat dipahami bahwa masyarakat
sekitar sudah memahami hukum dan telah mendahulukan taat hukum dibandingkan
dengan emosionalnya untuk mencapai tujuannya dengan mewujudkan keinginannya
untuk memenangkan sengketa. Demikian ungkapan Ibu Fahima, peneliti melihat
bahwa para hakim yang memutuskan perkara dalam satu majelis sangat berhati-hati
83Fahimah, Hakim Pengadilan Agama Maros, Wawancara oleh Penulis di PA Maros tanggal
04 Maret 2014
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dan mengedapankan musyawarah untuk mufakat, ketika peneliti menanyakan
tentang tata cara pembuatan putusan maka mereka menjawab bahwa setiap ingin
membuat satu putusan terhadapa satu perkara maka terlebih dahulu diadakan
musyawarah.
Musyawarah dilakukan untuk menentukan bagaimana kelak akhir dari
putusan ini, makanya terkadang ada perkara bukan hanya disidangkan sekali tetapi
dua atau tiga kali, sebab setelah di sidangkan apa yang telah kami anggap baik, tapi
ternyata Penggugat atau Tergugat tidak menerima, maka di cari lagi yang terbaik
untuk kedua belahpihak dan tidak ada yang di rugikan.
b. Pengadilan Agama Pangkep
Daerah Pangkep yang terkenal dengan masyarakat yang bersuku Makassar
yang tegas dan pantang mundur ketika ada satu hal yang di inginkan harus menang.
Ketika peneliti mewawancarai seorang hakim perempuan Ibu Nikmawati
S.Hi menyampaikan bahwa kemarin baru saja kami kelapangan belum mau
mengeksekusi tapi untuk memastikan lokasi sengketa, apa betul penggugat
menyampaikan data yang valid tentang gugatannya, tapi ternyata setelah sampai di
tempat tersebut masyarakat sudah banyak membawa parang dan menghadang kami
di lokasi barang gugatan, otomatis kami mengamankan diri, mengahdapi orang yang
emosinya tak terkendali kami tak berani sebab yang kami bawa juga nyawa.84
Peneliti menilai bahwa perbedaan tempat dan suku masyarakat sekitar juga
menentukan bagaimana implikasi hukum yang akan di terima oleh para hakim,
ketika peneliti mewawancarai hakim Pengadilan Agama Pangkep mereka
84Nikmawati, Hakim Pengadilan Agama pangkep, Wawancara oleh Penulis di PA pangkep
tanggal 04 Maret 2014
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mengemukakan pengalamannya yang baru saja di hadapinya bahwa hampir saja
mereka mendapatkan perlakuan yang keras dari masyarakat tempat Tergugat
padahal mereka hanya datang untuk memeriksa kevalidan data yang diserahkan pada
pengadilan oleh sang penggugat.
Menjadi hakim adalah tugas yang sangat berat sebab resikonya bisa membuat
nyawa melayan, belum lagi ketika berhadapan dengan Penggugat yang tak memiliki
pemahaman hukum sedikitpun alias buta huruf tidak pernah duduk di bangku
sekolah. Sebagaimana contoh putusan yang peneliti kutip di Pengadilan Agama
Pangkep perna terjadi Tergugat tak mengetahui baca tulis.
Selanjutnya wawancara peneliti dengan Ibu Hartini Ahada mengungkapkan
bahwa:
Segelintir orang mengatakan bahwa wajib mengambil Kompilasi Hukum
Islam sebagai rujukan utama dalam penyelesaian perkara, sehingga
membuat kesan bahwa para hakim tak cermat lagi dalam pembuatan
putusan,sehingga masyarakat tak puas dengan hasil putusannya, itu
benar.namun kemungkinan besar persoalannya tidak rumit, dalil harus di
kolaborasikan untuk membuat putusan, kitab fikih itu pandangan ulama hasil
ijtihad ulama yang di tuangkan dalam bukunya dan itu wajib menjadi
rujukan para hakim untuk membuat putusan yang bersifat kekinian.85
Diantara implikasi hukum yang harus diterima oleh hakim atas putusannya,
adalah menerima kritikan membangun terhadap sesama hakim di tempat ia bertugas,
85Hartini Ahada, Hakim Pengadilan Agama Pangkep, Wawancara oleh Penulis di PA
Pangkep tanggal 04 Maret 2014
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berani mengakui kelemahan dan terus bertekad untuk belajar demi perbaikan dan
peningkatan hasil putusan yang dibuatnya.
c. Pengadilan Agama Barru
Pengadilan Agama Barru memiliki hakim lebih banyak dari Pengadilan
Agama Maros dan Pangkep, secara otomatis pembagian penanganan perkara agak
lebih evisien dan memadai sebab perkara yang masuk sesuai dengan hakim yang
bertugas menangani perkara tersebut.
Hasil wawancara peneliti dengan para hakim yang ada di Pengadilan Agama
Barru sebagai tempat terakhir peneliti mengadakan penelitian, memberikan
gambaran bahwa ternyata permasalahan kewarisan hampir sama di setiap pengadilan
di seluruh Indonesia,sebab di ketiga tempat peneliti mengadakan penelitian
menyampaikan bahwa perkara kewarisan di bawah ke pengadilan kalau tak ada
kesepakatan keluarga, dalam artian antara penggugat dan tergugat tidak menemukan
kesepakatan keluarga tentang banyak sedikitnya bagian masing-masing ahli waris.
Resiko pastinya setiap hakim sudah siap menerima, karena sudah paham
bahwa yang datang kepada mereka adalah orang yang bermasalah bukan orang yang
lagi netral perasaannya, kalau tak bermasalah pasti mereka tak kepengadilan, mereka
lebih baik ke bagian pertanahan untuk mengukuhkan bagian masing-masing setiap
ahli waris.86
Sesuai wawancara peneliti dari ketiga hakim yang ada di Pengadilan Agama
Barru yaitu Bapak Ali Rasyidi Muhammad, Bapak Marwan dan Ibu Hasniati mereka
86Ali Rasyidi Muhammad, Hakim Pengadilan Agama Barru, Wawancara oleh Penulis di
Barru tanggal 04 Maret 2014
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mengemukakan bahwa selama mereka menjabat hakim di pengadilan tersebut belum
ada resiko yang berat, seperti amukan massa dan lain sebagainya.
Bapak Marwan mengemukakan bahwa yang saya sempat tangani ada satu
perkara yang sampai kasasi ke Mahkamah Agung, artinya setelah kami petuskan di
pengdailan ini, sang penggugat mengadakan banding ke PTA Makassar, lalu di PTA
Makassar mereka tak terima lagi keputusan hakim disana lalu di teruskan untuk
kasasi diJakarta.
Implikasi hukum yang dapat di lihat dalam perkara yang ditangni oleh Bapak
Marwan adalah harus kembali meninjau ulang mengapa hasil keputusan yang
diambil oleh para hakim yang menangani perkara kewarisan tersebut tidak dapat
diterima oleh penggugat apakah karena memang sang penggugat yang mempunyai
nilai emosional yang tinggi dalam hal penguasaan harta warisan tanpa mau
memikirkan hak ahli waris  yang lain atau memang ada keganjilan dalam pembuatan
putusan dalam perkara tersebut.
Para hakim yang telah musyawarah untuk menyelesaikan perkara tersebut
mengatakan bahwa sang penggugat memang tak mau mengalah dan menganggap





Dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut ini:
1. Gambaran Eksistensi Ijtihad Hakim dalam penyelesaian perkara kewarisan di
Pengadilan Agama Maros, Pangkep dan Barru yakni, Kecermatan hakim dalam
menganalisa sumber hukum yang dapat menjadi dalil dalam penyelesaian
perkara yang dihadapinya, kedisiplinan hakim, melaksanakan tugas dan
tanggung jawab, hakim berwibawa dan keteladanan hakim. Menurut penelitian
penulis bahwa di Pengadilan Agama Maros, Pangkep dan Barru peranan ijtihad
hakim sudah baik, terlihat dari perkara yang di masukkan di Pengadilan
Agama tersebut dapat di putuskan dengan baik, sekalipun di Pengadilan
Agama Pangkep perna terjadi amukan massa ketika hakim ke lapangan untuk
meninjau lokasi gugatan, namun hal itu karena karakter masyarakatnya dan
masih perlunya sadar hukum masyarakat sekitar.
2. Eksistensi ijtihad hakim dalam penyelesain perkara, yakni a) Implementasi
peranan ijtihad dalam menajemen Peradilan Agama seperti kejelasan tugas dan
tanggung jawab, pem-bagian kerja berdasarkan profesional, memiliki arah
kebijakan yang sama, membiasakan musyawarah untuk menetukan putusan,
membiasakan disiplin, semangat kebersamaan serta ikhlas dalam bekerja. b)
Implementasi peranan ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara kewarisan
bertujuan menjadikan masyarakat yang berperkara mengetahui pembagian
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warisan yang sesuai dengan syariat Islam. serta dirancang untuk menjadikan
masyarakat mengenal fikih mawaris, menyadari pentingnya sebuah keadilan,
dan menginternalisasi nilai-nilai keadilan dalam bentuk perilaku. Ada hal
penting harus di ingat oleh masyarakat dan dikenali dengan baik bahwa adil
bukan berarti membagi sama rata, namun membagi sesuai dengan besar dan
banyaknya tanggungjawab tiap individu. c) Implementasi peranan ijtihad
dalam pembinaan hakim seperti kegiatan pembinaan ini mencakup masa
orientasi cakim, pembinaan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa, penegakkan disiplin dan tata tertib Mahkamah Agung, diberikannya
kesempatan untuk melanjutkan study ke jengjang yang lebih tinggi. sehingga
dalam berijtihad semakin baik dan berwawasan yang luas.
3. Implikasi hukum bagi hakim dalam penyelesain perkara kewarisan di
Pengadilan Agama. Adapun implikasinya terhadap hakim, sebagaimana yang
terjadi di Pengadilan Agama Pangkep ketika mendatangi lokasi gugatan untuk
memastikan kevalidan data sang penggugat. Demikian pula yang terjadi di dua
pengadilan tempat peneliti meneliti yaitu Pengadilan Agama Maros dan Barru,
sang penggugat menunjukkan ketidaksetujuannya atas putusan hakim dengan
mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar bahkan perkara
yang di tangani hakim di Pengadilan Agama Barru sang penggugat sampai
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
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B. Implikasi Penelitian
Saran-saran ini ditujukan kepada:
1. Hakim sebagai orang yang paling bertanggungjawab terhadap putusan setiap
perkara, komitmen penerapan peraturan yang sudah dibuat dan disepakati
bersama dalam satu majelis setiap satu perkara harus selalu disosialisasikan.
Dan juga harus senantiasa dibudayakan dan diteladani melalui pembiasaan.
Satu contoh pembuatan putusan yang tidak boleh sama sekali keluar dari
Kompilasi Hukum Islam karena memang pokok perkaranya tidak terlalu sulit.
2. Diharapkan dalam perektrutan calon hakim setiap tahun dapat mencari hakim
yang cerdas dan menguasai metode ijtihad, menguasai kitab turats, bahasa
arab serta Inggris, kemudian terus belajar menjadi hakimyang selalu
mengutamakan asas kemashlahatan antara kedua belah pihak tergugat dan
penggugat, sehingga tercipta kedamaian diantara dua belah pihak yang berada
dalam satu naungan keluarga besar menjadi damai dan kembali rukun seperti
sediah kala.
3. Diharapkan kepada para hakim untuk lebih  memperluas wawasannya tentang
hukum dan peradilan sebagai tuntutan profesionalisme. Sehingga nantinya
dapat mendukung pelaksanaan pembuatan putusan, serta menjadikan putusan
sebagai mahkotanya, menjadikan dirinya sebaik-baik manusia yang
memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Disamping mempunyai kode etik
tersendiri hakim di tuntut ikut serta mengimplementasikan nilai-nilai budaya
religius, jujur, disiplin, dan peduli sosial baik dilingkungan pengadilan dimana
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Bagaimana peranan hakim dalam penyelesaian perkara di
Pengadilan Agama Maros hingga saat ini?
Sejak saya menjabat di Pengadilan Agama Maros, saya
melihat hakim cukup baik peranannya dalam penyelesaian
perkara, artinya tak ada perkara yang terbengkalai tertunda
untuk disidangkan begitupula tak juga perkara yang ditolak
karena alasan perkara tersebut tak dapat ditangani oleh
Pengadilan Agama dengan alasan jumlah hakim kurang
Pengadilan Agama Maros memiliki peranan yang baik
dalam penyelesaian perkara, penuh tanggungjawab dan tak
memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan
tugasnya, terlihat sekalipun jumlah hakim mencapai jumlah
yang aturan namun itu tidak menjadi alasan bagi para hakim
di PA Maros untuk menolak perkara serta mereka
menyelesaikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati
bersama.
Berapa jumlah hakim di Pengadilan Agama Maros, serta
jumlah yang sebenarnya sesuai dengan aturan memang
berapa?
Alhmadulillah ,ada delapan orang, 7 hakim perempuan dan
hanya 1 hakim laki-laki, itupun sudah mau mutasi, jumlah
yang seharusnya sesuai aturan dua belas orang hakim, kalau
sudah selesai kamu bisa bergabung di Pengadilan Agama.
Hakim Pengadilan Agama Maros sudah profesional dalam
melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara demi
menegakkan keadilan di masyarakat, jumlah mereka yang
sedikit tak menjadi alasan bagi mereka dalam penyelesaian
perkara yang banyak.
Dra. Hj. Badriyah
Bagaimana tentang perkara kewarisan di Pengadilan Agama
Maros dan penyelesaian perkaranya?
Mengenai perkara kewarisan yang ditangani Pengadilan
Agama Maros, tidak banyak perkara warisan sebab
masyarakat sekitar mendatangi kantor Pengadilan jika
terjadi sengketa, mayoritas mereka membagi harta warisan
mereka sesuai kesepakatan keluarga atau hukum adat, dan
itu tidak ada masalah yang penting damai, yang menjadi
masalah kalau ada yang tidak setuju atas pembagian harta
warisan tersebut dan menggugat ke Pengadilan, dan saya
kira bukan hanya di daerah Maros yang demikian tapi
seluruh Indonesia seperti itu.
Kesimpulan :
Jumlah hakim di Pengadilan Agama Maros sebanyak delapan orang, tujuh hakim
perempuan dan satu orang hakim laki-laki, sekalipun demikian itu tak menjadi
alasan bagi para hakim di kantor Pengadilan tersebut untuk tidak melaksanakan
tugas dengan baik, sebagai hakim harus profesional dalam melaksanakan setiap
tugas yang diamanahkan pada mereka, menerima memutus dan menyelesaikan
perkara yang menjadi tugas pokok hakim merupakan tanggungjawab dari ke-8 hakim
di kantor tersebut.
Maros, 25    Februari  2014
Informan
Dra. Hj. Badriyah S.H
Nip. 19581231 198203 2 021
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Bagaimana peranan hakim dalam penyelesaian perkara
kewarisan di Pengadilan Agama Maros hingga saat ini?
Sejak saya menjabat di Pengadilan Agama Maros, saya
melihat hakim cukup baik peranannya dalam penyelesaian
perkara kewarisan, kami para hakim berpedoman pada
Kompilasi Hukum Islam, namun tidak boleh hanya berkutat
pada KHI tersebut tetap harus melihat sumber hukum yang
lain, demikian pula harus cermat dalam menyikapi perkara
kewarisan ini, sebab terkadang tergugat dengan penggugat
sudah bisa didamaikan yang bermasalah lagi adalah
kerabatnya. Hakim wajib berwawasan luas.
Pengadilan Agama Maros memiliki peranan yang baik
dalam penyelesaian perkara kewarisan, penuh
tanggungjawab dan memiliki integritas yang tinggi dalam
melaksanakan tugasnya, hakim memutuskan perkara
kewarisan dengan berpedoman pada Kompilasi Hukum
Islam dan sumber hukum yang lain yang berkaitan dengan
kewarisan. Hakim harus berwawasan luas.
Bagimana implikasi hukum yang diterima para hakim dalam
menyelesaikan perkara kewarisan ?
Alhmadulillah ,selama saya menjabat hakim di Pengadilan
Agama Maros belum ada perkara kewarisan yang penggugat
atapun tergugatnya mengamuk, Cuma terkadang mereka
memperlihatkan ketidakpuasannya dengan putusan hakim,
dengan mengadakan banding ke PTA Makassar.
Implikasi hukum yang diterima para hakim dalam perkara
kewarisan di Pengadilan Agama Maros, adalah mereka yang
tidak setuju dengan putusan para hakim mengadakan
Drs. Ahmad Nur
banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
Bagaimana tentang perkara kewarisan di Pengadilan Agama
Maros dan penyelesaiannya yang efektif ?
Mengenai perkara kewarisan yang ditangani Pengadilan
Agama Maros, tidak banyak perkara warisan sebab
masyarakat sekitar mendatangi kantor Pengadilan jika
terjadi sengketa, mayoritas mereka membagi harta warisan
mereka sesuai kesepakatan keluarga atau hukum adat,dan
itulah yang paling efektif saya lihat dan tidak ada masalah
yang penting damai, yang menjadi masalah kalau ada yang
tidak setuju atas pembagian harta warisan tersebut dan
menggugat ke Pengadilan, dan saya kira bukan hanya di
daerah Maros yang demikian tapi daerah lain pun demikian
Kesimpulan :
Penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan Agama Maros menggunakan pedoman
Kompilasi Hukum Islam, namun bukan hanya melihat sumber hukum tersebut tapi
para hakim juga melihat sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara
kewarisan. Hakim harus berwawasan luas dan memiliki demi kelancaran tugas yang
diembannya sebagai penentu kebijakan tergugat dan penggugat mereka terlebih
dahulu mencari solusi supaya harta pusakan mereka dibagi sesuai dengan
kesepakatan keluarga sebab itu lebih baik dan dibandingkan berlarut-larut dalam
sengketa yang akhirnya bisa membuat kerukunan keluarga mereka tak damai seperti
biasanya.
Maros, 25    Februari  2014
Informan
Drs.Ahmad Nur M.H
Nip. 19700803 199703 1 002
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Bagaimana penilaian ibu tentang penyelesaian perkara
kewarisan yang ada di Pengadilan Agama Maros ?
Sejak saya menjabat di Pengadilan Agama Maros, saya
melihat bahwa teman-teman hakim dalam penyelesaian
perkara kewarisan cukup baik, kami membagi tugas dalam
satu majelis yang terdiri dari 3 orang 1 hakim ketua dan 2
orang anggota, setelah berusaha didamaikan tapi tak
membuahkan hasil artinya tak menemukan titik perdamaian
antara keduanya barulah diteruskan ke meja sidang
para hakim pengadilan Agama Maros memiliki peranan
yang baik dalam penyelesaian perkara kewarisan , penuh
tanggungjawab dan tak memiliki integritas yang tinggi
dalam melaksanakan tugasnya, mereka terlebih dahulu
memediasi penggugat dan tergugat untuk mencari
kesepakatan damai dan tak usah dilanjutkan ke ruang
sidang, namun jika hal itu tak berhasil terpaksa disidangkan
dan dibagi sesuai dengan hukum islam.
Selama ibu menjabat hakim dan menangangi perkara
kewarisan, dampak apa yang didapatkan baik positifnya
maupun dampak negatifnya?
Alhmadulillah ,selama ini saya belum perna mendapatkan
yang membahayakan nyawa, hanya protes dan suara keras
biasa kedengaran dari tergugat dan penggugat, namun itu
harus dimaklumi karena memang orang bermasalah diluar
sana, dan justru karena bermasalah sehingga berada di
kantor ini, seandainya mereka bisa sepakat di luar maka
tidak mungkin diajukan sengketanya, itulah yang harus
dipahami oleh setiap hakim ketika menangani perkara
Peneliti
Dra. Fahimah
bahwa orang yang tak ada masalahnya tidak mungkin
berada di depan kita, dan merupakan tugas kita untuk
mendamaikan mereka.
Hakim Pengadilan Agama Maros sudah profesional dalam
melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara, perkara
kewarisan yang tidak menemukan kesepakatn keluarga
menjadi tugas bagi para hakim untuk mendamaikan mereka,
implikasi hukum apapun yang ada harus diterima oleh
hakim sebagai konsekuwensi pekerjaan mereka.
Apakah selama ini ibu perna menyelesaikan perkara
kewarisan di luar Kompilasi Hukum Islam?
Mengenai menyelesaikan perkara kewarisan di luar
Kompilasi Hukum Islam belum perna, semuanya merujuk ke
Kompilasi Hukum Islam sebab permasalahannya tidak
terlalu rumit, dan Tergugat dan Penggugat sudah tidak
protes lagi, perkara kewarisan terkadang tidak disidangkan
Cuma sekali tetapi dua atau tiga kali, jika diajak berdamai
namun tak setuju para hakim kembali lagi mencari solusi
dan musyawarah mencari yang terbaik terhadap kedua belah
pihak tentunya dengan melihat bukti-bukti dan para saksi
yang di hadirkan oleh penggugat dan tergugat. Intinya
ketika sudah mau berdamai kita sudah sepakat.
Kesimpulan :
Pedoman hakim dalam menyelesaikan perkara kewarisan adalah Kompilasi Hukum
Islam, jika permasalahannya tidak terlalu berat setelah disidangkan penggugat dan
tergugat tidak sudah damai dan tidak mencoba untuk menuntut lagi, namun jika
harus ditinjau kembali maka hal itu memerlukan sumber hukum lain sebab tujuan
hakim adalah mencari titik temu perdamaian kedua belah pihak antara tergugat dan
penggugat.
Maros, 25    Februari  2014
Informan
Dra. Hj. Fahimah S.H
Nip. 19681120 1994 032 004
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Bagaimana peranan hakim dalam penyelesaian perkara
kewarisan di Pengadilan Agama Pangkep hingga saat ini?
Sejak saya menjabat di Pengadilan Agama Pangkep, saya
melihat hakim cukup baik peranannya dalam penyelesaian
perkara, khusus sengketa warisan tidak begitu banyak yang
masuk di pengadilan Agama Pangkep.
Pengadilan Agama Pangkep memiliki peranan yang baik
dalam penyelesaian perkara, penuh tanggungjawab dan tak
memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan
tugasnya.
Berapa jumlah hakim di Pengadilan Agama pangkep, serta
jumlah yang sebenarnya sesuai dengan aturan memang
berapa?
Mutasi baru saja terlaksana,begitulah resiko jadi hakim siap
di tempatkan di mana saja dan selalu dipindah-pindahkan ,
di sini ada 5 hakim 3 perempuan dan 2 hakim laki-laki.
Silahkan mencari informasi tentang perkara kewarisan pada
hakim yang ada
Hakim Pengadilan Agama pangkep sudah profesional
dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara demi
menegakkan keadilan di masyarakat, jumlah mereka yang
sedikit tak menjadi alasan bagi mereka dalam penyelesaian
perkara yang banyak.
Bagaimana tentang sumber hukum perkara kewarisan yang
di peraktikkan di Pengadilan Agama Pangkep dalam
penyelesaian perkaranya?
Mengenai perkara kewarisan yang ditangani Pengadilan
Agama Pangkep, dan memakai konsep KHI, perkara
kewarisan ada dalam buku KHI jadi tak usah pusing-pusing
mencari sumber hukum. Kecuali masalahnya agak berat
biasa berusaha mencari cara damai dengan melihat beberapa
persoalannya, lalu para hakim bermusyawarah mengambil
kesimpulan terbaik. Dan penggugat dan tergugat harus
menerima putusan hakim, puas atau tidak puas. Kalau
mereka tidak puas ada yang meneruskan ke PTA bahkan
sampai ke kasasi dan ada juga yang mengeluarkan kata-kata
tak sopan tapi itu soal biasa.
Kesimpulan :
Jumlah hakim di Pengadilan Agama Pangkep sebanyak lima orang, tiga hakim
perempuan dan dua orang hakim laki-laki yang satu orang tidak aktif, sekalipun
demikian itu tak menjadi alasan bagi para hakim di kantor Pengadilan tersebut untuk
tidak melaksanakan tugas dengan baik, sebagai hakim harus profesional dalam
melaksanakan setiap tugas yang diamanahkan pada mereka, menerima memutus dan
menyelesaikan perkara yang menjadi tugas pokok hakim merupakan tanggungjawab
dari ke-5 hakim di kantor tersebut.
Pangkep, 26 Februari  2014
Informan
Drs. Suryadi S.H M.H
Nip. 19630608.199103.1.004
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Apa sumber hukum pertama yang ibu pergunakan dalam
penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan Agama sejak
menjabat sebagai hakim hingga saat ini?
Sejak saya menjabat hakim di Pengadilan Agama Pangkep,
saya memakai Kompilasi Hukum Islam dan sumber hukum
yang lain, lagian dalam satu majelis kita ada 3 orang
tentunya musyawara dalam menentukan putusan yang
terbaik untuk mendamaikan kedua belah pihak antara
tergugat dan penggugat intinya bagaimana mendamaikan
tergugat dan penggugat.
Para hakim Pengadilan Agama Pangkep memiliki peranan
yang baik dalam penyelesaian perkara kewarisan, penuh
tanggungjawab dan tak memiliki integritas yang tinggi
dalam melaksanakan tugasnya, musyawarah majelis hakim
merupakan tuntutan profesionalime hakim demi tercapainya
perdamaian antara penggugat dan tergugat
Apakah ibu perna memutuskan perkara warisan di luar
Kompilasi Hukum Islam?
Belum perna kalau saya, dalam memutuskan perkara ada 3
hakim jadi ketiga hakim ini mengeluarkan pendapatnya
tentang perkara tersebut sesuai analisis dan dalilnya masing-
masing kemudian di musyawarahkan dan setelah
musyawarah maka menjadi satu kesatuan sebagaimana
tanpa mengurangi kemandirian pendapat hakim.
Hakim Pengadilan Agama Pangkep sudah profesional
dalam melaksanakan tugasnya  demi menegakkan keadilan
di masyarakat, sebagai penentu kebijakan antara dua pihak
yang bersengketa, intinya mereka dapat mendamaikan
Dra. Hartini
antara penggugat dan tergugat. Sumber Hukum KHI
merupakan rujukan awal setelah tak ditemukan dalam KHI
merujuk pada sumber lain
Implikasi hukum apa yang ibu dapatkan selama menjabat
hakim dan menyelesaian perkara warisan?
Alhamdulillah selama ini saya belum perna mendapatkan
amukan massa jika menangani perkara warisan, hanya
sedikit pertengkaran semisal adu mulut karena mau
pendapatnya yang dianggap benar bahkan sampai ngotot
dan saling mengata-ngatai terkadang keluar kata-kata yang
tak layak didengar, tapi itu biasa bagi para hakim dan sudah
dimengerti sebab mereka ini bersengketa tidak mungkin
berada di tempat ini jika tak ada persengketaan antara kedua
pihak.
Kesimpulan :
Rujukan pertama dalam menyelesaikan perkara kewarisan adalah Kompilasi Hukum
Islam, setelah tidak ditemukan dalam KHI kemudian beralih ke sumber hukum yang
lain yang ada kaitannya dengan kewarisan, implikasi hukum yang diterima para
hakim terkadang sampai ke amukan massa bahkan kata-kata yang tak sepantasnya
keluar terkadang diucapkan tergugat atau penggugat karena keinginan keras untuk
dianggap benar dengan segala pengakuan yang diajukan pada majelis hakim.
Pengkep, 26 Februari  2014
Informan
Dra. Hj. Hartini Ahada
Nip. 19660323 1994 012 001
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Bagaimana pengalaman ibu hakim dalam penyelesaian
perkara warisan di Pengadilan Agama Pangkep?
Sejak saya di Pengadilan Agama Pangkep, baru kali ini saya
menangani sengketa warisan, ada sementara saya tangani,
perkara warisan jarang ada di kantor rata-rata yang masuk
tiap hari perkara talaq cerai atau cerai gugat.
Pengadilan Agama Pangkep sama halnya dengan Pengadilan
Agama Maros perkara warisan jarang ditangani para hakim
bahkan bisa di perkirakan 3 sampai 5 saja perkara warisan
dalam setahunnya.
Bagaimana metode ibu dalam penyelesaian perkara warisan
jika dilihat pokok perkara yang telah diterima?
Selama ini setelah perkara dianggap layak dinyatakan
sebagai sengketa, maka hal pertama ini diupayakan jalan
damai, dimediasi dan terkadang dimediasi itu sudah ada
yang ngamuk saling melempar kata-kata kasar karena
merasa pendapatnya yang harus dibenarkan bukan pihak
lawan.
Hakim Pengadilan Agama pangkep dalam menyelesaikan
perkara warisan berusaha semaksimal mungkin dengan
memediasi antar tergugat dan penggugat untuk damai tanpa
meneruskan perkaranya ke meja pengadilan namun jika tak
mau maka dilanjutkanlah ke meja Pengadilan dan diatur
sesuai dengan hukum islam pembagian harta warisan
tersebut.
Dampak apa yang dirasakan selama menjadi hakim dan
menyelesaikan perkara warisan?
Selama saya menjabat hakim saya sudah perna diamuk
massa dilempar helm di tempat tugas saya dulu, dan bahkan
sekarang ini yang saya tangani di daerah labakkan, waktu
kemarin ke tempat lokasi melihat lokasi gugatan apakah
betul valid sesuai dengan laporan penggugat atau
bagaimana, rombongan kami di PA dihadang dan
masyarakat membawa parang, kami menghindar sebab
membahayakan nyawa, padahal kami baru mau mengecek
apa benar lokasi tersebut atau tidak. Namun ini dimaklumi
oleh rombongan kami disamping memang sudah
bersengketa keadaan masyarakat labakkan memang khan
suka main parang-parangan.
Kesimpulan :
Hakim harus siap siaga menghadapi dampak apa saja yang dilayangkan masyarakat
kepadanya di lapangan dalam penyelesaian perkara warisan, sampai ke amukan
massa dan main parang yang bisa saja membahayakan nyawa mereka, namun itu
harus dimaklumi oleh para hakim sebab penyelesaian perkara warisan yang
menyangkut masalah harta sesuatu yang sangat rumit menyangkut kepemilikan
harta sementara di dunia ini tidak ada yang tak tergiut kalau berbicara harta benda,
semuanya pasti ingin mendapatkan bagian banyak.
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Bagaimana peranan hakim dalam penyelesaian perkara di
Pengadilan Agama Barru hingga saat ini?
Sejak saya menjabat di Pengadilan Agama Barru, saya
melihat hakim cukup baik peranannya dalam penyelesaian
perkara, artinya tak ada perkara yang terbengkalai tertunda
untuk disidangkan begitupula tak juga perkara yang ditolak
karena alasan perkara tersebut tak dapat ditangani oleh
Pengadilan Agama dengan alasan perkara yang masuk
banyak.
Pengadilan Agama Barru memiliki peranan yang baik dalam
penyelesaian perkara, penuh tanggungjawab dan tak
memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan
tugasnya, terlihat sekalipun jumlah perkara yang banyak
tidak menjadikan alasan untuk menunda persidangan dan
mereka kompak dalam pembagian tugas.
Berapa jumlah hakim di Pengadilan Agama Barru, serta
jumlah yang sebenarnya sesuai dengan aturan memang
berapa?
Alhmadulillah ,ada 10 orang tenaga hakim perempuan ada 8
orang dan 4 hakim laki-laki, lumayan banyak karena baru
saja dapat mutasi dari hakim pengadilan Agama Pangkep
yang dimutasi ke Barru
Hakim Pengadilan Agama Barru jumlahnya sudah sesuai
dengan kebutuhan yaitu 12 orang tenaga hakim 4 hakim
laki-laki dan 8 hakim perempuan, dari ketiga Pengadilan
Agama peneliti melihat kebanyakan hakim perempuan dari
hakim laki-laki.
Drs. Muh. Takdir
Bagaimana tentang perkara kewarisan di Pengadilan Agama
Barru dan penyelesaian perkaranya?
Mengenai perkara kewarisan yang ditangani Pengadilan
Agama Barru, tidak banyak perkara warisan sebab
masyarakat sekitar mendatangi kantor Pengadilan jika
terjadi sengketa, mayoritas mereka membagi harta warisan
mereka sesuai kesepakatan keluarga atau hukum adat, dan
itu tidak ada masalah yang penting damai, yang menjadi
masalah kalau ada yang tidak setuju atas pembagian harta
warisan tersebut dan menggugat ke Pengadilan, dan saya
kira bukan hanya di daerah Barru yang demikian tapi
seluruh Indonesia seperti itu.
Kesimpulan :
Jumlah hakim di Pengadilan Agama Barru sebanyak dua belas  orang, delapan hakim
perempuan dan empat orang hakim laki-laki, sudah sesuai dengan kebutuhan, para
hakim di kantor Pengadilan tersebut melaksanakan tugas dengan baik, sebagai
hakim yang profesional dalam melaksanakan setiap tugas yang diamanahkan pada
mereka, menerima memutus dan menyelesaikan perkara yang menjadi tugas pokok
hakim merupakandan tanggungjawab yang harus diselesaikan dengan baik yaitu
mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.
Barru, 04   Maret 2014
Informan
Drs. H. Muhammad Takdir MH
Nip. 196308081989031005
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Bagaimana eksistensi hakim dalam penyelesaian perkara di
Pengadilan Agama Barru hingga saat ini?
Sejak saya menjabat di Pengadilan Agama Barru, saya
melihat hakim cukup baik peranannya dalam penyelesaian
perkara, artinya tak ada perkara yang terbengkalai tertunda
untuk disidangkan begitupula tak juga perkara yang ditolak
karena alasan perkara tersebut tak dapat ditangani oleh
Pengadilan Agama dengan alasan jumlah hakim kurang
Pengadilan Agama Barru memiliki peranan yang baik dalam
penyelesaian perkara, penuh tanggungjawab dan tak
memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan
tugasnya, terlihat sekalipun jumlah hakim mencapai jumlah
yang aturan namun itu tidak menjadi alasan bagi para hakim
di PA Barru untuk menolak perkara serta mereka
menyelesaikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati
bersama.
Berapa jumlah hakim di Pengadilan Agama Barru, serta
jumlah yang sebenarnya sesuai dengan aturan memang
berapa?
Alhmadulillah ,ada 10 orang, 8 hakim perempuan dan 4
hakim laki-laki, itupun sudah mau mutasi, jumlah yang
seharusnya sesuai aturan dua belas orang hakim.
Hakim Pengadilan Agama Barru sudah profesional dalam
melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara demi
menegakkan keadilan di masyarakat, jumlah mereka yang
sedikit tak menjadi alasan bagi mereka dalam penyelesaian
perkara yang banyak.
Bagaimana tentang perkara kewarisan di Pengadilan Agama
Dra. Hj. Hasniati
Barru dan penyelesaian perkaranya?
Mengenai perkara kewarisan yang ditangani Pengadilan
Agama Barru, tidak banyak perkara warisan sebab
masyarakat sekitar mendatangi kantor Pengadilan jika
terjadi sengketa, mayoritas mereka membagi harta warisan
mereka sesuai kesepakatan keluarga atau hukum adat, dan
itu tidak ada masalah yang penting damai, yang menjadi
masalah kalau ada yang tidak setuju atas pembagian harta
warisan tersebut dan menggugat ke Pengadilan, dan saya
kira bukan hanya di daerah Baru yang demikian tapi seluruh
Indonesia seperti itu, saya pribadi tak perna menyelesaikan
perkara kewarisan tidak sesuai dengan KHI, saya tidak
berani menyalahi KHI.
Kesimpulan :
Jumlah hakim di Pengadilan Agama Barru sebanyak sepuluh orang, delapan hakim
perempuan dan empat orang hakim laki-laki, demikian itu tak menjadi alasan bagi
para hakim di kantor Pengadilan tersebut untuk tidak melaksanakan tugas dengan
baik, sebagai hakim harus profesional dalam melaksanakan setiap tugas yang
diamanahkan pada mereka, menerima memutus dan menyelesaikan perkara yang
menjadi tugas pokok hakim, memutuskan perkara kewarisan ada hakim yang hanya
berkutat pada KHI seperti ibu Husniati sebagaimana hasil wawancara peneliti.
Barru, 04    Maret 2014
Informan
Dra. Hj. Hasniati
Nip. 1965 0815 1992 032 001
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Bagaimana metode pak hakim dalam penyelesaian perkara
di Pengadilan Agama Barru ini?
Hakim itu menerima,memeriksa,mengadili dan memutuskan
perkara, metode saya kembali ke sumber hukum yang telah
ditetapkan oleh pemerintah, ada Kompilasi Hukum Islam,
dan sumber hukum yang lain.
Sumber hukum dalam memutuskan perkara di Pengadilan
Agama sudah ada yang ditetapkan termasuk di dalamnya
Kompilasi Hukum Islam, namun terbitnya KHI bukan
berarti para hakim hanya berkutat pada KHI tersebut namun
boleh menggunakan sumber hukum lain yang berkaitan
dengan perkara yang sedang diselesaikannya.
Apakah bapak perna menyelesaikan perkara kewarisan
dengan merujuk pada sumber hukum lain selain Kompilasi
Hukum Islam yang kita kenal mengatur tentang kewarisan ?
Perna saya mau memutuskan tentang warisan lintas agama,
seperti kasus lidiya kandao dan jamal mirdad itu, saya
putuskan mereka boleh saling mewarisi karena kata ”kafir”
kita harus kembali melihat maknanya, lalu saya
memutuskan bahwa mereka saling mewarisi, namun karena
dalam majelis hakim ada tiga orang, teman saya dua orang
tidak memutuskan seperti itu,lalu kita musyawarah maka
maka 2 banding 1 saya kalah.
Hakim boleh memutuskan diluar Kompilasi Hukum Islam
yang penting dapat dalil yang dapat
dipertanggungajwabkan.
Marwan M.Ag.
Bagaimana implikasi hukum yang diterima selama
menangani perkara kewarisan ?
Mengenai perkara kewarisan yang ditangani Pengadilan
Agama, selama ini belum perna diamuk massa, Cuma saya
perna menangani kewarisan penggugat tak puas mereka
melanjutkan ke tingkat banding di PTA Makassar lalu
hakim di sana memutuskan dan tidak puas lagi lalu di
lanjutkan dengan tingkat kasasi di jakarta. Masyarakat itu
mayoritas mereka membagi harta warisan mereka sesuai
kesepakatan keluarga atau hukum adat, dan itu tidak ada
masalah yang penting damai, yang menjadi masalah kalau
ada yang tidak setuju atas pembagian harta warisan tersebut
dan menggugat ke Pengadilan.
Kesimpulan :
Hakim tidak selamanya memutuskan perkara dengan berkutat pada Kompilasi
Hukum Islam, namun diantara mereka ada juga merujuk pada sumber hukm lain,
bahkan berani memutuskan diluar sumber hukum yang telah disiapkan namun tetap
tak menyalahi kode etik seorang hakim dalam pengambilan putusan, sebab majelis
hakim terdiri dari 3 orang, dan ketiga pendapat itu diramuh dan pendapat yang
minoritas harus mengikuti yang mayoritas.
Barru, 04   Maret 2014
Informan
Marwan S.Ag, M.Ag.
Nip. 1996 0324 1998 021 002
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Bagaimana peranan hakim dalam penyelesaian perkara
kewarisan di Pengadilan Agama Barru hingga saat ini?
Saya baru di Pengadilan ini, sejak saya menjabat di
Pengadilan Agama Barru, saya melihat hakim cukup baik
peranannya dalam penyelesaian perkara warisan, artinya tak
ada perkara yang terbengkalai, tertunda untuk disidangkan
begitupula tak juga perkara yang ditolak karena alasan
perkara tersebut tak dapat ditangani oleh Pengadilan Agama
dengan alasan jumlah hakim kurang
Pengadilan Agama Barru memiliki peranan yang baik dalam
penyelesaian perkara, penuh tanggungjawab dan telah
memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan
tugasnya, terlihat mereka dapat menyelesaikan perkara-
perkara yang diajukan padanya khususnya kewarisan tanpa
menolak dengan berbagai alasan serta mereka
menyelesaikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati
bersama.
Bagaimana cara bapak dalam menyelesaikan perkara
kewarisan di Pengadilan Agama ini ?
Perkara kewarisan sangat sedikit di tangani pengadilan
Agama, selama saya jadi hakim baru 3 kali menangani
masalah kewarisan tentunya majelis hakim merujuk pada
KHI, kecuali perkaranya agak rumit kita musyawarahkan
dan di situlah setiap hakim harus mengeluarkan
pendapatnya sesuai dengan hasil analisisnya dari masalah
yang sedang ditangani dan itu merupakan ijtihad nisbi bagi
setiap hakim, harus mempunyai kemandirian dalam
berpendapat. Cuman ketika dimusyawarahkan karena dalam
Peneliti
Ali Rasyidi Lc.
satu majelis tiga orang kalau ada pendapat yg beda satu
orang ia harus ikut kepada pendapat mayoritas.
Hakim Pengadilan Agama Barru sudah profesional dalam
melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara demi
menegakkan keadilan di masyarakat, dan integritas para
hakim dengan mengedepankan sikap musyawarah untuk
mufakat tanpa meniadakan kemandirian hakim dalam
berijtihad serta mengikuti pendapat mayoritas adalah
bentuk sikap yang arif dan bijaksana
Bagaimana implikasi hukum yang diterima para hakim
terutama dalam penyelesaian perkara kewarisan?
Mengenai ipmlikasi hukum dari perkara kewarisan yang
ditangani para hakim Pengadilan Agama Barru, selama saya
belum ada yang anarkis,mereka yang tidak puas dengan
putusan majelis hakim melanjutkan gugatannya ke PTA
Makassar bahkan sampai ke tingkat kasasi. Perkara warisan
ini, masyarakat sekitar mendatangi kantor Pengadilan jika
terjadi sengketa, mayoritas mereka membagi harta warisan
sesuai kesepakatan keluarga atau hukum adat, dan itu tidak
ada masalah yang penting damai, yang menjadi masalah
kalau ada yang tidak setuju atas pembagian harta warisan
tersebut dan menggugat ke Pengadilan, dan saya kira bukan
hanya di daerah Barru yang demikian tapi seluruh Indonesia
Kesimpulan :
Pengadilan Agama Barru menangani semua masalah kewarisan dengan merujuk pada
kitab Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim memutuskan perkara warisan sesuai
prosedur yang telah ditetapkan, kemudian implikasi hukum yang diterima selama ini
belum ada yang bersifat anarkis sampai mengamuk sebagaimana yang di alami
hakim di Pengadilan Agama Pangkep. Penggugat yang tidak puas dengan putusan
majelis hakim mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar bahkan
sampai ke Jakarta untuk Banding di Mahkamah Agung
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